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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ASEAN MINISTERIAL MEETING ON 

SPORTS DALAM PENINGKATAN DAYA SAING ATLET ASIA 

TENGGARA TAHUN 2016–2025 

 

Oleh 

TITO PRASETIO WICAKSONO 

 

Daya saing atlet negara-negara Asia Tenggara di tingkat internasional masih 

menunjukkan adanya keterbatasan, Kondisi tersebut terjadi meskipun ASEAN telah 

mengembangkan berbagai mekanisme kerja sama olahraga melalui AMMS, SOMS, 

dan ASEAN Work Plan on Sports sebagai bagian dari kerangka ASCC. 

Ketidaksesuaian antara penguatan kerja sama olahraga kawasan dan capaian daya 

saing atlet mendorong perlunya kajian mengenai implementasi kerja sama AMMS 

dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi kerja sama AMMS dalam peningkatan daya saing atlet 

Asia Tenggara pada periode 2016–2025.  

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis diplomasi olahraga melalui 

pendekatan diplomacy through sports, pendekatan sport as diplomacy dan elite 

sports development framework. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi kerja sama AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara 

pada periode 2016–2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap 

dokumen resmi ASEAN, dan AMMS, ASCC Blueprint 2025, ASEAN Work Plan on 

Sports 2016-2025, Kazan action plan, Joint statement AMMS 1-8, publikasi jurnal 

ilmiah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN melalui 

pengembangan program kawasan, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan 

penguatan kapasitas olahraga regional. Berdasarkan pendekatan diplomacy through 

sports, AMMS berfungsi sebagai instrumen kerja sama yang mendorong pertukaran 

pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan kebijakan olahraga ASEAN. 

Sementara itu, melalui pendekatan sport as diplomacy, berbagai ajang olahraga 

dimanfaatkan sebagai sarana representasi identitas dan visibilitas ASEAN di tingkat 

internasional. Berdasarkan elite sports development framework, dijabarkan 

implementasi kerja sama olahraga ASEAN pada dimensi dimensi elite sport system, 

mass participation, capacity building, dan integrity and regulation. 

 

Kata Kunci: AMMS, Diplomasi Olahraga, Daya Saing Atlet, ASEAN, Elite Sports 

Development Framework 



ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION THE ASEAN 

MINISTERIAL MEETING ON SPORTS IN ENHANCING THE 

COMPETITIVENESS OF SOUTHEAST ASIAN ATHLETES FOR THE 

PERIOD 2016–2025 

 

By 

TITO PRASETIO WICAKSONO 

 

  The competitiveness of Southeast Asian athletes at the international level 

remains limited despite ASEAN's efforts to develop various sports cooperation 

mechanisms through the AMMS, SOMS, and the ASEAN Work Plan on Sports as 

part of the ASCC framework. The discrepancy between the strengthening of 

regional sports cooperation and the level of athletes’ competitiveness has 

highlighted the need to examine the implementation of cooperation AMMS in 

enhancing the competitiveness of Southeast Asian athletes. This study aims to 

analyze the implementation of cooperation AMMS in improving the 

competitiveness of Southeast Asian athletes during the period 2016–2025. This 

study employs the sport diplomacy framework through the diplomacy through 

sports and sport as diplomacy approaches, as well as the elite sports development 

framework. A qualitative method with a case study approach was applied. Data 

were collected through document analysis of official ASEAN and AMMS 

documents, the ASCC Blueprint 2025, the ASEAN Work Plan on Sports 2016–

2025, the Kazan action plan, Joint Statements of the 1st–8th AMMS, and relevant 

academic publications. The findings indicate that the ASEAN sports cooperation 

through the expansion of regional programs, enhanced institutional coordination, 

and capacity-building initiatives in the regional sports sector. From the perspective 

of diplomacy through sports, AMMS serves as a cooperative instrument that 

facilitates knowledge exchange, capacity development, and sports policy 

coordination among ASEAN. Meanwhile, from the sport as diplomacy perspective, 

regional sporting events have been utilized as platforms for representing ASEAN 

identity and enhancing the region’s international visibility. Furthermore, the elite 

sports development framework reveals that ASEAN sports cooperation has been 

implemented through four dimensions: elite sport system, mass participation, 

capacity building, and integrity and regulation. 

 

Keywords: AMMS, Sport Diplomacy, Competitiveness, ASEAN, Elite Sports 

Development Framework  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat heterogenitas yang 

tinggi, baik dari segi sistem politik, tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas 

kelembagaan, maupun prioritas kebijakan nasional, yang secara langsung 

memengaruhi pola dan efektivitas kerja sama olahraga di antara negara-negara 

anggotanya (Acharya, 2009). Perbedaan tersebut tercermin dalam cara masing-

masing negara memaknai dan mengembangkan olahraga, mulai dari orientasi 

prestasi dan diplomasi budaya, kepentingan ekonomi dan pariwisata, hingga fungsi 

sosial dan pembangunan manusia. Keragaman ini menjadikan kerja sama olahraga 

ASEAN berjalan di tengah kepentingan dan kapasitas yang tidak sama, sehingga 

memerlukan mekanisme koordinasi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut 

(Narine, 2002).  

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) secara institusional telah 

menempatkan olahraga dalam bentuk upaya mengoptimalkan peran olahraga 

sebagai instrumen pembangunan manusia, penguatan kohesi sosial, serta 

peningkatan kualitas generasi muda di Asia Tenggara melalui kerangka ASEAN 

Socio-Cultural Community (ASCC) (ASEAN Socio-Cultural Community, 2025). 

Melalui berbagai program dan forum kerja sama olahraga, ASEAN berupaya 

menciptakan ruang kolaboratif yang mendorong Agenda strategis tersebut 

mencakup kebijakan olahraga, sport science, pertukaran atlet, peningkatan 

pelatihan, women in sport, olahraga disabilitas, serta capacity building dan anti-

doping sebagai bagian dari penguatan standar tata kelola dan profesionalisme 

olahraga di tingkat regional. ASEAN telah memiliki kerangka kerja dan forum kerja 

sama yang secara khusus mengatur pengembangan olahraga di kawasan. Kerangka 
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tersebut menjadi bagian utama dari kerja sama sosial-budaya ASEAN yang 

bertujuan memperkuat identitas kawasan, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, serta mendorong gaya hidup sehat bagi masyarakat ASEAN (ASEAN 

Main Portal, 2026a).  

Implementasi agenda kerja sama olahraga yang berada dalam kerangka 

ASCC mengembangkan berbagai mekanisme kelembagaan yang berfungsi untuk 

mengoordinasikan kebijakan dan program olahraga di tingkat kawasan. Dalam 

konteks ini, ASEAN membentuk forum khusus di tingkat menteri yang berfokus 

pada pengembangan olahraga kawasan, yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Sports 

(AMMS), sebagai mekanisme koordinasi utama dalam merumuskan kebijakan dan 

program kerja sama olahraga di tingkat regional (ASEAN Main Portal, 2026a). 

AMMS merupakan forum kerja sama kawasan yang dibentuk melalui 

persetujuan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-18 yang diselenggarakan 

pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta (ASEAN Main Portal, 2026a). Dalam 

pelaksanaannya, AMMS menjadi forum tingkat menteri yang bertanggung jawab 

dalam merumuskan arah kebijakan kerja sama olahraga di kawasan. Forum ini juga 

menjadi platform bagi negara anggota untuk memperkuat kolaborasi dalam 

penyelenggaraan ajang olahraga regional, pertukaran atlet dan pelatih, serta 

program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang olahraga 

(ASEAN Main Portal, 2026a). 

AMMS didukung oleh ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS) 

yang bertugas merumuskan program strategis, memantau pelaksanaan kebijakan 

olahraga kawasan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga olahraga di negara 

anggota (ASEAN Main Portal, 2026a). Sebagai panduan implementasi kerja sama 

tersebut, ASEAN menyusun ASEAN Work Plan on Sports, seperti ASEAN Work 

Plan on Sports 2016–2020 dan dilanjutkan dengan ASEAN Work Plan on Sports 

2021–2025. Rencana kerja ini juga mendorong pengembangan jaringan kerja sama 

antara federasi olahraga, universitas, serta lembaga olahraga regional guna 

meningkatkan daya saing olahraga ASEAN di tingkat global (ASEAN Work Plan 

on Sports 2021-2025, 2026).  

Untuk melihat implementasi kebijakan dalam penelitian ini, daya saing atlet 

ASEAN didefinisikan sebagai sebagai kemampuan negara-negara Asia Tenggara 
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dalam mencapai prestasi olahraga di tingkat internasional secara kompetitif dan 

berkelanjutan. Dalam kajian Sport and Policy, Houlihan dan Green (2008) 

menjelaskan bahwa elite sports development framework bersifat performance-

oriented, keberhasilan elite sports development framework erat kaitannya dengan 

capaian dalam kompetisi internasional, yang menjadi tujuan utama pengembangan 

sistem olahraga (Houlihan & Green, 2008: 2-4).  

pencapaian tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari peran diplomasi 

olahraga, yang merupakan bagian dari praktik diplomasi publik dan mencerminkan 

konsep soft power, serta berfungsi sebagai instrumen internasional di mana 

organisasi internasional, national branding, media dan teknologi, serta dapat 

dimanfaatkan sebagai alat dalam pelaksanaan diplomasi olahraga. Olahraga juga 

dipandang sebagai sarana bagi negara untuk menunjukkan keunggulan dan 

kapasitasnya di tingkat global (Özsari, 2018: 3).   

“Elite sport systems are concerned with the systematic and strategic 

development of elite athlete performance. Made up of a number of different 

components elite sport systems are considered to lead to international sporting 

excellence by applying an organised and consistent set of practices to the 

‘production’ of elite athletes.” (Houlihan & Green, 2008). 

Berdasarkan argumen tersebut dapat ditarik bahwa, daya saing bisa diukur 

melalui capaian performa dalam kompetisi internasional, yang 

dioperasionalisasikan melalui:  

1. perolehan medali dalam ajang olahraga internasional 

2. posisi peringkat negara dalam kompetisi regional dan internasional  

3. konsistensi performa atlet dalam periode waktu tertentu.  

Penggunaan indikator perolehan medali dalam Asian Games dipilih karena 

ajang ini merepresentasikan kompetisi antarnegara di tingkat Asia dengan standar 

kompetisi yang relatif tinggi dan komparatif (The Olympic Studies Centre, 2026), 

Data peringkat negara berdasarkan perolehan medali menunjukkan variasi 

kapasitas olahraga antarnegara di kawasan Asia untuk menggambarkan posisi 

negara-negara di kawasan secara lebih sistematis, melalui Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 

Peringkat Asian Games dijadikan sebagai dasar analisis mengenai daya saing atlet 

di tingkat regional. 



4 

 

 

 

Tabel 1. 1 Peringkat Dan Perolehan Medali Asian Games Asia Timur 

Dan Asia Tenggara Tahun 2018 

Asia Timur Asia Tenggara 

Negara Emas Perak Perunggu Total Negara Emas Perak Perunggu Total 

Tiongkok 132 92 65 289 Indonesia 31 24 43 98 

Jepang 75 56 74 205 Tailan 11 16 46 73 

Korea 

Selatan 
49 58 70 177 Malaysia 7 13 16 36 

Korea 

Utara 
12 12 13 37 Vietnam 4 16 18 38 

Mongolia 5 9 11 25 Singapura 4 4 14 22 

Cina 

taipei 
17 19 31 67 Filipina 4 2 15 21 

Hong 

Kong 
8 18 20 46 Kamboja 2 0 1 3 

Makau 1 2 2 5 Laos 0 2 3 5 
     Myanmar 0 0 2 2 

TOTAL 

ASIA 

TIMUR 

299 266 286 851 
TOTAL 

ASEAN 
63 77 158 298 

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026 

 

Tabel 1. 2 Peringkat Dan Perolehan Medali Asian Games Asia Timur 

Dan Asia Tenggara Tahun 2023 

Asia Timur Asia Tenggara 

Negara Emas Perak Perunggu Total Negara Emas Perak Perunggu Total 

Tiongkok 201 111 71 383 Tailan 12 14 32 58 

Jepang 52 67 69 188 Indonesia 7 11 18 36 

Korea 

Selatan 
42 59 89 190 Malaysia 6 8 18 32 

Korea 

Utara 
11 18 10 39 Filipina 4 2 12 18 

Mongolia 3 5 13 21 Singapura 3 6 7 16 

Cina 

taipei 
19 20 28 67 Vietnam 3 5 19 27 

Hong 

Kong 
8 16 29 53 Myanmar 1 0 2 3 

Makau 1 3 2 6 Laos 0 0 3 3 

          Kamboja 0 0 1 1 

          Brunei 0 1 1 2 

TOTAL 

ASIA 

TIMUR 

337 299 311 947 
TOTAL 

ASEAN 
36 47 113 196 

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026 

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN secara 

kolektif masih berada di posisi yang relatif rendah dalam perolehan medali Asian 

Games 2018 dan 2023 dibandingkan kawasan lain seperti Asia Timur (Tiongkok, 
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Jepang, Korea Selatan) maupun Asia Selatan dan Oseania. Data dari IOC 

(International Olympic Committee) dan Olympic Studies Centre menunjukkan 

bahwa kontribusi atlet-atlet ASEAN dalam perolehan medali negara ASEAN pada 

ajang Olimpiade masih sangat terbatas dan didominasi oleh beberapa negara 

tertentu, seperti Tailan, Indonesia, dan Filipina sementara negara-negara Asia Timur 

secara konsisten menempati peringkat atas dunia (The Olympic Studies Centre, 

2026). 

Pada Asian Games 2018, negara-negara Asia Timur memperoleh total 851 

medali yang terdiri dari 299 emas, 266 perak, dan 286 perunggu, sedangkan negara-

negara ASEAN secara kolektif hanya memperoleh 298 medali dengan 63 emas, 77 

perak, dan 158 perunggu. Perbedaan tersebut menunjukkan kesenjangan kapasitas 

pembinaan olahraga antara kedua kawasan pada periode tersebut. Pola yang sama 

kembali terlihat pada Asian Games 2023 ketika negara-negara Asia Timur 

meningkatkan perolehan medali menjadi 947 secara keseluruhan, sementara 

negara-negara ASEAN hanya memperoleh total 196 medali (The Olympic Studies 

Centre, 2026).  

Penurunan jumlah medali kolektif negara-negara ASEAN dari 298 pada 

tahun 2018 menjadi 196 pada tahun 2023 menunjukkan adanya keterbatasan dalam 

mempertahankan konsistensi performa atlet di tingkat Asia. Sebaliknya, negara-

negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan tetap menunjukkan stabilitas 

dalam mendominasi perolehan medali pada kedua periode kompetisi tersebut. 

Dominasi tersebut mengindikasikan bahwa negara-negara Asia Timur memiliki 

sistem pembinaan olahraga yang lebih terintegrasi, dukungan kebijakan yang 

konsisten, serta investasi sumber daya yang lebih besar dalam peningkatan atlet. 

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukan capaian daya saing atlet ASEAN dalam 

ajang internasional tersebut menunjukkan bahwa performa olahraga tidak dapat 

dilepaskan dari bagaimana sistem dan kebijakan olahraga dikembangkan di masing-

masing negara maupun di tingkat kawasan. Perbedaan capaian antarnegara serta 

kecenderungan stagnasi performa secara kolektif mengindikasikan bahwa olahraga 

bukan sekadar arena kompetisi, tetapi juga mencerminkan kapasitas pembangunan 

dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, olahraga perlu 

dipahami tidak hanya sebagai indikator hasil, tetapi juga sebagai faktor yang 
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berkontribusi dalam membentuk daya saing itu sendiri. Oleh karena itu, penting 

untuk melihat olahraga sebagai salah satu instrumen strategis yang berperan dalam 

mendorong peningkatan daya saing, baik di tingkat nasional maupun kawasan. 

Daya saing pada dasarnya merupakan hasil dari kemampuan suatu negara 

dalam melakukan inovasi dan penyesuaian untuk mencapai serta mempertahankan 

posisi yang lebih unggul dibandingkan negara lain. Olahraga memang tidak secara 

langsung dimasukkan sebagai komponen utama dalam pengukuran daya saing 

global, seperti dalam Global Competitiveness Index oleh World Economic Forum 

maupun World Competitiveness oleh Institute for Management Development. 

Namun, olahraga memiliki peran penting sebagai faktor penggerak (driving forces) 

dalam meningkatkan berbagai aspek yang membentuk daya saing tersebut 

(KEMENPORA, 2023).  

Olahraga berkontribusi dalam pengembangan kualitas sumber daya 

manusia sebagai salah satu elemen utama daya saing. Aktivitas olahraga 

mendukung peningkatan kebugaran dan kesehatan fisik yang berpengaruh terhadap 

produktivitas masyarakat. Olahraga juga berperan dalam memperkuat ketahanan 

individu dan kelompok dalam menghadapi perubahan sosial. Selain itu, olahraga 

dapat dimanfaatkan untuk memperkuat interaksi dan kerja sama yang terbentuk 

dalam kegiatan olahraga. Prestasi olahraga juga dapat dimanfaatkan untuk 

membangun identitas nasional dan meningkatkan citra suatu negara di tingkat 

internasional. Meskipun demikian, potensi olahraga dalam mendukung 

peningkatan daya saing tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal 

oleh banyak negara. 

Kondisi tersebut tercermin dalam perbandingan capaian prestasi antara 

negara-negara ASEAN dan Asia Timur yang menunjukkan adanya perbedaan 

signifikan dalam tingkat daya saing olahraga di tingkat internasional. Menurut 

Houlihan dalam kajiannya Mechanisms of international influence on domestic elite 

sport policy, menjelaskan bahwa capaian prestasi atau keberhasilan olahraga 

internasional tidak hanya ditentukan oleh partisipasi dalam kompetisi, tetapi sangat 

dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, dukungan institusional, serta integrasi 

olahraga dalam strategi pembangunan nasional dan kawasan (Houlihan, 2009). 
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Kondisi ini mengindikasikan bahwa olahraga di Asia Tenggara belum berkembang 

sebagai kekuatan kolektif yang kompetitif di tingkat global.  

Rendahnya capaian tersebut juga berdampak pada terbatasnya pemanfaatan 

olahraga sebagai instrumen diplomasi internasional. Dalam perspektif diplomasi 

olahraga menurut Murray, pengelolaan olahraga secara strategis dapat memperluas 

pengaruh dan interaksi antarnegara melalui jalur non-politik, sedangkan lemahnya 

pendekatan diplomasi olahraga justru membatasi potensi tersebut (Murray, 2018). 

Oleh karena itu, penguatan diplomasi olahraga menjadi penting sebagai upaya 

untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan capaian olahraga kawasan 

melalui kerja sama yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. 

Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerja sama olahraga yang relatif 

lengkap melalui ASCC, AMMS, dan ASEAN Work Plan on Sports, keberadaan 

instrumen-instrumen tersebut secara tidak langsung dirancang untuk mendorong 

peningkatan kapasitas, koordinasi kebijakan, dan daya saing olahraga kawasan 

secara kolektif.  Kerangka ini secara normatif mencerminkan komitmen negara-

negara anggota untuk mengembangkan kerja sama olahraga yang terintegrasi dan 

berkelanjutan di tingkat regional. Melalui berbagai program dan mekanisme 

koordinasi yang dibentuk, ASEAN diharapkan mampu menciptakan sinergi 

kebijakan dan meningkatkan kualitas pembinaan atlet secara kolektif.  

Harapan tersebut menempatkan kerja sama olahraga sebagai salah satu 

sarana strategis dalam meningkatkan posisi kompetitif kawasan di tingkat 

internasional. Namun, capaian empiris menunjukkan bahwa prestasi atlet negara-

negara ASEAN masih tertinggal dibandingkan kawasan lain, khususnya Asia 

Timur. Di satu sisi, keberadaan institusi dan forum kerja sama tersebut seharusnya 

mampu mendorong peningkatan daya saing olahraga kawasan secara kolektif  

(Houlihan, 2009).  

Data perolehan medali dalam ajang internasional menunjukkan adanya 

kecenderungan stagnasi bahkan penurunan performa atlet ASEAN dalam beberapa 

periode kompetisi.  Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara 

kapasitas kelembagaan yang telah dibangun dengan hasil konkret yang dihasilkan 

dalam peningkatan daya saing olahraga kawasan. Dengan demikian, permasalahan 

utama tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada 
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bagaimana mekanisme kerja sama tersebut diimplementasikan dan dioptimalkan di 

tingkat kawasan.  

Keberadaan mekanisme seperti AMMS, SOMS, dan ASEAN Work Plan on 

Sports mencerminkan upaya pembentukan rezim kerja sama regional yang 

bertujuan meningkatkan koordinasi kebijakan dan efektivitas kolaborasi 

antarnegara. Namun, capaian daya saing atlet yang masih terbatas menunjukkan 

bahwa efektivitas rezim tersebut dalam menghasilkan output yang konkret belum 

optimal. Dalam perspektif diplomasi olahraga, kondisi ini juga menunjukkan bahwa 

pemanfaatan olahraga sebagai instrumen interaksi dan penguatan hubungan 

antarnegara di kawasan masih belum berjalan secara maksimal.  

Keterbatasan capaian prestasi olahraga kawasan turut memengaruhi 

kemampuan ASEAN dalam membangun citra dan pengaruh kolektif di tingkat 

internasional. Hal ini berkaitan dengan konsep soft power yang dikemukakan oleh 

Joseph Nye, yaitu kemampuan suatu negara atau kawasan untuk meningkatkan 

daya tarik dan memengaruhi pihak lain melalui instrumen non-koersif seperti 

budaya, nilai, dan diplomasi. Dalam konteks ini, olahraga dapat berfungsi sebagai 

bagian dari strategi public diplomacy dan nation branding.  

Oleh karena itu, olahraga dapat dipahami sebagai salah satu instrumen 

dalam membangun collective soft power kawasan melalui peningkatan daya tarik 

dan legitimasi di mata internasional. Ketidaksesuaian antara kapasitas dan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang terbangun belum sepenuhnya 

mampu menghasilkan dampak strategis bagi kawasan. Analisis terhadap 

implementasi kerja sama olahraga ASEAN menjadi penting untuk memahami 

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, belum ada penelitian sebelumnya yang 

berfokus pada analisis implementasi AMMS dalam meningkatkan daya saing 

olahraga kawasan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran 

AMMS dalam memperkuat kohesi regional, meningkatkan visibilitas kawasan, 

serta mengurangi potensi fragmentasi kepentingan nasional di tengah 

meningkatnya kompetisi olahraga global. Selain itu, penelitian ini juga berupaya 

menjelaskan bagaimana olahraga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi 

yang bersifat kolektif dan kooperatif dalam kerangka kerja sama ASEAN. 
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Melalui pendekatan diplomacy through sports (diplomasi melalui olahraga), 

olahraga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga sebagai 

instrumen interaksi antarnegara yang berfungsi untuk membangun kepercayaan, 

memperkuat hubungan sosial-budaya, serta mendorong pengembangan kerja sama 

olahraga di ASEAN (Murray, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

diplomasi olahraga telah mulai diadopsi dalam kerangka kerja sama ASEAN 

melalui berbagai mekanisme seperti ASCC dan AMMS, implementasinya masih 

menghadapi tantangan dalam menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan 

daya saing olahraga internasional.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Meskipun olahraga telah diintegrasikan ke dalam kerangka kerja sama 

sosial-budaya kawasan melalui ASCC serta diformalkan melalui pembentukan 

AMMS, capaian prestasi olahraga negara-negara ASEAN di tingkat Asia masih 

menunjukkan kesenjangan dibandingkan kawasan lain seperti Asia Timur. Data 

perolehan medali pada Asian Games 2018 dan 2023 menunjukkan bahwa negara-

negara ASEAN secara kolektif masih berada pada posisi yang relatif rendah dalam 

hal daya saing atlet.  

AMMS dibentuk sebagai forum tingkat menteri yang berfungsi untuk 

merumuskan kebijakan, memperkuat koordinasi antarnegara anggota, serta 

mengimplementasikan berbagai program pengembangan olahraga. Melalui 

berbagai program kerja sama AMMS diharapkan dapat memperkuat ekosistem 

olahraga regional sekaligus meningkatkan daya saing atlet Asia Tenggara di tingkat 

internasional. Namun demikian, capaian empiris dalam kompetisi olahraga 

internasional menunjukkan bahwa peningkatan daya saing atlet ASEAN belum 

sepenuhnya sejalan dengan intensitas kerja sama olahraga yang dibangun di tingkat 

kawasan.Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk 

menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana implementasi kerja sama 

ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS) dalam peningkatan daya saing 

atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni:  

1. Mendeskripsikan kondisi daya saing atlet negara-negara ASEAN di 

Tingkat global.  

2. Mendeskripsikan implementasi kerja sama olahraga melalui ASEAN 

Ministerial Meeting on Sports (AMMS) dalam peningkatan daya saing 

atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan 

praktis, yakni sebagai berikut: 

1. Akademis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam 

memperdalam pemahaman mengenai dinamika kerja sama regional di bidang 

olahraga di Asia Tenggara, khususnya melalui mekanisme AMMS dalam kerangka 

kerja sama ASCC. Secara lebih spesifik, penelitian ini diproyeksikan dapat 

menambah serta memperkaya literatur akademik mengenai pemanfaatan olahraga 

sebagai instrumen diplomasi non-tradisional dalam hubungan internasional. 

Dengan menggunakan pendekatan diplomasi olahraga, penelitian ini berupaya 

menjelaskan bagaimana kerja sama olahraga regional diimplementasikan melalui 

kebijakan, program, dan agenda kerja sama kawasan untuk mendorong 

pengembangan kapasitas atlet serta meningkatkan daya saing olahraga negara-

negara ASEAN di tingkat internasional. 

2. Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat 

kebijakan, lembaga olahraga, serta pemangku kepentingan terkait dalam 

memahami implementasi kerja sama olahraga kawasan melalui AMMS dalam 

mendukung peningkatan daya saing atlet di Asia Tenggara. Informasi yang 

dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai program 
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kerja sama olahraga kawasan, seperti pengembangan kapasitas atlet dan pelatihan, 

pertukaran pengetahuan olahraga, serta penguatan tata kelola olahraga regional 

yang tercantum dalam agenda kerja sama olahraga ASEAN. Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai potensi 

pemanfaatan kerja sama olahraga regional sebagai instrumen untuk meningkatkan 

kualitas pembinaan olahraga serta memperkuat posisi daya saing atlet negara-

negara ASEAN dalam kompetisi olahraga internasional. 

 

  



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian pertama oleh Shinzo Hayase tahun 2020 melalui artikel “Sports 

and Nationalism in Southeast Asia: SEAP Games/SEA Games, 1959–2019” 

membahas peran SEAP Games dan SEA Games dalam membangun nasionalisme 

dan hubungan antarnegara Asia Tenggara (Hayase, 2020). Penelitian ini fokus pada 

olahraga sebagai sarana interaksi informal dan kerja sama Kawasan. Penulis 

menggunakan konsep ASEAN Way, yang menekankan hubungan kekeluargaan, 

konsensus, dan non-intervensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

historis dengan analisis dokumen dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa SEA Games berperan penting dalam mempererat hubungan negara-negara 

Asia Tenggara dan menyalurkan nasionalisme secara damai, meskipun dampaknya 

terhadap peningkatan prestasi olahraga global masih terbatas. 

Penelitian kedua oleh Jonathan Grix dan Paul Michael Brannagan, Sports 

Mega-Events as Foreign Policy: Sport Diplomacy, Soft Power, and Sportswashing 

(Grix & Brannagan, 2024). Berangkat dari kerangka konseptual diplomasi 

olahraga, penelitian ini berfokus pada penggunaan mega-event olahraga sebagai 

instrumen kebijakan luar negeri negara. Grix dan Brannagan menggunakan teori 

soft power dan konsep sportswashing untuk menjelaskan motivasi serta strategi 

negara dalam memanfaatkan ajang olahraga besar. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif-komparatif melalui studi kasus beberapa negara dengan 

latar politik dan sistem pemerintahan berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mega-event olahraga dapat menjadi sarana peningkatan citra dan legitimasi 

internasional, namun juga mengandung risiko reputasional ketika praktik domestik 

negara bertentangan dengan nilai-nilai global.  
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Penelitian ketiga: Simon Creak dan Friederike Trotier, Sport Diplomacy and 

Regionalism in Southeast Asia: The Southeast Asian SEA Games and ASEAN 

(Creak & Trotier, 2024). Melanjutkan pembahasan diplomasi olahraga pada level 

negara, penelitian ini menggeser fokus ke tingkat kawasan, khususnya Asia 

Tenggara. Fokus penelitian diarahkan pada peran SEA Games sebagai arena 

diplomasi kawasan dan pembentukan identitas kawasan dalam kaitannya dengan 

ASEAN. Kerangka teori yang digunakan mencakup sport diplomacy, regionalism, 

serta relasi antara aktor negara dan non-negara dalam olahraga. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif-historis, dengan analisis dokumen institusional, 

arsip sejarah, dan studi kasus penyelenggaraan SEA Games. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa SEA Games berfungsi sebagai ruang representasi dan 

komunikasi regional yang efektif, bahkan dalam beberapa aspek mendahului 

integrasi politik ASEAN. Namun, nasionalisme dan kepentingan negara tetap 

menjadi batasan dalam diplomasi olahraga regional. 

Penelitian keempat: Friederike Trotier, Indonesia’s Position in Asia: 

Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games (Trotier, 

2021a). Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian ini memfokuskan perhatian 

pada Indonesia sebagai aktor negara yang memanfaatkan mega-event olahraga 

untuk memperkuat posisinya di Asia. Fokus penelitian adalah bagaimana Asian 

Games 2018 digunakan untuk membangun soft power dan meningkatkan 

konektivitas intra-Asia. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada soft power 

dan diplomasi representasional melalui olahraga. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan analisis kebijakan, narasi politik, 

simbolisme acara, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Asian Games berhasil meningkatkan citra domestik Indonesia, tetapi efektivitasnya 

sebagai alat diplomasi eksternal terbatas karena dominasi agenda politik domestik 

dan kurangnya orientasi kebijakan luar negeri yang konsisten (Trotier, 2021a). 

Penelitian kelima oleh Ronnasorn Kheokao berjudul Sport diplomacy: Case 

Study “Role of Sports in ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)” yang 

membahas peran olahraga sebagai alat diplomasi dalam mendukung pembentukan 

ASCC (Kheokao, 2017a). Penelitian ini menggunakan konsep sport diplomacy dan 

soft power, yang memandang olahraga sebagai sarana interaksi non-formal untuk 
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membangun kepercayaan, solidaritas, dan identitas bersama di Asia Tenggara. 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi dokumenter, 

dengan menganalisis dokumen ASEAN, literatur akademik, dan studi kasus 

kegiatan olahraga di ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa olahraga 

memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan sosial dan budaya antar 

masyarakat ASEAN, namun pemanfaatannya masih belum optimal karena 

kurangnya koordinasi kebijakan dan fokus ASEAN yang masih lebih dominan pada 

sektor ekonomi dibandingkan sosial-budaya.  

 

Tabel 2. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis, 

Judul, Tahun 

Terbit 

Fokus 

Penelitian 

Teori / Konsep Metode Hasil 

1 Shinzo Hayase, 

Sports and 

Nationalism in 

Southeast Asia: 

SEAP 

Games/SEA 

Games, 1959–

2019 (2020) 

Peran SEAP 

Games dan 

SEA Games 

dalam 

membangun 

nasionalisme 

dan hubungan 

antarnegara 

Asia Tenggara 

ASEAN Way 

(kekeluargaan, 

konsensus, non-

intervensi) 

Kualitatif  SEA Games 

mempererat 

hubungan 

antarnegara 

dan 

menyalurkan 

nasionalisme, 

namun 

kontribusinya 

terhadap 

prestasi 

olahraga global 

masih terbatas 

2 Jonathan Grix 

& Paul Michael 

Brannagan, 

Sports Mega-

Events as 

Foreign Policy: 

Sport 

Diplomacy, 

Soft Power, and 

Sportswashing 

(2024) 

Pemanfaatan 

mega-event 

olahraga 

sebagai 

instrumen 

kebijakan luar 

negeri negara 

Sport 

diplomacy, soft 

power, 

sportswashing 

Kualitatif Mega-event 

olahraga dapat 

meningkatkan 

citra dan 

legitimasi 

internasional, 

tetapi berisiko 

jika kondisi 

domestik 

bertentangan 

dengan nilai 

global 

3 Simon Creak & 

Friederike 

Trotier, Sport 

Diplomacy and 

Regionalism in 

Peran SEA 

Games sebagai 

arena 

diplomasi 

regional dan 

Sport 

diplomacy, 

regionalism, 

peran aktor 

Kualitatif SEA Games 

menjadi ruang 

diplomasi 

regional yang 

efektif dan 



    15 

 

 

 

Southeast Asia: 

The Southeast 

Asian SEA 

Games and 

ASEAN (2024) 

pembentukan 

identitas 

ASEAN 

negara dan non-

negara 

mendukung 

integrasi 

kawasan, 

meskipun 

kepentingan 

nasional tetap 

membatasi 

4 Friederike 

Trotier, 

Indonesia’s 

Position in 

Asia: 

Increasing Soft 

Power and 

Connectivity 

through the 

2018 Asian 

Games (2021) 

Pemanfaatan 

Asian Games 

2018 oleh 

Indonesia 

untuk 

meningkatkan 

soft power dan 

konektivitas 

Asia 

Soft power, 

diplomasi 

representasional 

melalui olahraga 

Kualitatif Asian Games 

2018 

meningkatkan 

citra domestik 

Indonesia, 

namun dampak 

diplomasi 

eksternalnya 

terbatas karena 

dominasi 

agenda politik 

domestik 

5 Ronnasorn 

Kheokao, Sport 

diplomacy: 

Case Study 

“Role of Sports 

in ASEAN 

Socio-Cultural 

Community 

(ASCC)” 

(2017) 

Peran olahraga 

dalam 

mendukung 

pembentukan 

ASEAN Socio-

Cultural 

Community 

Sport 

diplomacy, soft 

power 

Kualitatif  Olahraga 

berpotensi 

memperkuat 

solidaritas 

sosial dan 

identitas 

ASEAN, tetapi 

belum optimal 

akibat 

lemahnya 

koordinasi 

kebijakan dan 

fokus ekonomi 

ASEAN 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026 

 

Kelima penelitian tersebut secara umum menyoroti peran olahraga sebagai 

instrumen interaksi, diplomasi, dan kerja sama regional, khususnya dalam konteks 

Asia Tenggara dan ASEAN. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang umumnya menyoroti diplomasi olahraga dari perspektif simbolik, 

nasionalisme, atau pemanfaatan mega-event olahraga, penelitian ini memfokuskan 

perhatian pada pada implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS dalam 

peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025. Penelitian-

penelitian terdahulu seperti Hayase (2020) dan Creak & Trotier (2024) lebih 
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menekankan SEA Games sebagai arena interaksi sosial dan pembentukan identitas 

kawasan, sementara Grix & Brannagan (2024) serta Trotier (2021) melihat 

diplomasi olahraga dalam konteks strategi soft power berbasis ajang olahraga.  

Literatur tersebut masih menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan 

bagaimana kerja sama olahraga ASEAN diimplementasikan melalui mekanisme 

kelembagaan formal serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan daya saing 

atlet di tingkat kawasan. baik melalui ajang internasional maupun interaksi sosial 

antarnegara. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada dimensi simbolik dan 

berbasis peristiwa dalam diplomasi olahraga. Pendekatan tersebut cenderung 

menempatkan olahraga sebagai alat representasi dan komunikasi, tanpa melihat 

secara mendalam bagaimana kebijakan dan mekanisme kelembagaan bekerja dalam 

mendukung tujuan tersebut. Akibatnya, hubungan antara kerja sama formal dan 

capaian konkret dalam peningkatan daya saing olahraga kawasan belum banyak 

dikaji. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek 

kelembagaan dalam memahami peran olahraga dalam kerja sama regional. 

Meskipun kerangka kerja sama olahraga ASEAN telah berkembang melalui 

berbagai mekanisme formal seperti AMMS dan ASEAN Work Plan on Sports, 

belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah implementasi kebijakan 

tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing atlet kawasan. Penelitian 

sebelumnya lebih banyak menempatkan diplomasi olahraga dalam konteks berbasis 

ajang olahraga seperti SEA Games dan Asian Games, sehingga belum mengkaji 

secara mendalam peran forum kelembagaan dalam membentuk hasil yang lebih 

berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini menggeser fokus analisis dari 

event-based diplomacy menuju institution-based diplomacy, dengan menempatkan 

AMMS sebagai mekanisme utama kerja sama olahraga di tingkat regional.  

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap 

bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan diterjemahkan ke dalam 

praktik kerja sama antarnegara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya 

menghubungkan antara proses kelembagaan dengan hasil yang dihasilkan, 

khususnya dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya melihat olahraga sebagai instrumen simbolik, tetapi juga 

sebagai bagian dari tata kelola kebijakan regional yang memiliki implikasi konkret. 
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Fokus pada AMMS dan Work Plan on Sports memberikan kontribusi baru dalam 

memahami efektivitas kerja sama olahraga ASEAN dari perspektif kelembagaan. 

Hal ini sekaligus memperkuat posisi penelitian dalam kajian Hubungan 

Internasional yang menekankan pentingnya peran institusi dalam membentuk 

perilaku dan hasil kerja sama antarnegara. 

 

2.2 Kerangka Analisis 

 

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis yang memiliki fungsi 

analisis yang berbeda namun saling melengkapi. teori diplomasi olahraga untuk 

menganalisis implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS dalam peningkatan 

daya saing atlet Asia Tenggara. Diplomasi olahraga dipilih karena mampu 

menjelaskan bagaimana olahraga dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi non-

tradisional dalam hubungan internasional, khususnya dalam konteks kerja sama 

multilateral kawasan. Sementara itu, kerangka elite sports development framework 

digunakan untuk menganalisis kebijakan dan pengembangan olahraga yang 

mendasari capaian daya saing atlet. Kerangka ini menekankan pada proses 

perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan olahraga, serta peran institusi 

dalam mendukung pembinaan atlet secara sistematis. 

 

2.2.1 Teori Diplomasi Olahraga 

 

Teori diplomasi olahraga (Sport diplomacy) menurut Murray berangkat dari 

kritik terhadap keterbatasan diplomasi tradisional yang cenderung elitis, formal, 

dan berfokus pada interaksi antarnegara melalui saluran resmi. Dalam konteks 

global yang semakin terdiferensiasi, diplomasi mengalami perluasan aktor, isu, dan 

instrumen, termasuk olahraga sebagai bagian dari praktik public diplomacy. Murray 

mendefinisikan diplomasi olahraga sebagai penggunaan aktivitas, simbol, dan 

institusi olahraga oleh negara untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri 

melalui interaksi damai dan representatif (Murray, 2012). Diplomasi olahraga 

sendiri dipahami sebagai bentuk diplomasi yang memanfaatkan olahraga dan 
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berbagai cabangnya sebagai alat untuk membangun dan memperkuat hubungan 

penting antara negara-negara, baik secara internasional maupun global, di mana 

batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang (Özsari, 2018). 

Murray menempatkan diplomasi olahraga sebagai bentuk diplomasi hybrid 

yang berkembang seiring dengan transformasi diplomasi modern menuju pola yang 

lebih plural, terbuka, dan melibatkan berbagai aktor (Murray, 2012). Dalam 

kerangka ini, olahraga menjadi instrumen yang mampu menjangkau publik lintas 

negara secara luas dan menciptakan ruang dialog yang relatif bebas dari ketegangan 

politik formal. Berdasarkan perkembangan literatur diplomasi olahraga dan 

pemikiran Murray mengenai olahraga sebagai instrumen diplomasi, olahraga dapat 

dipahami melalui dua perspektif utama.  

Diplomacy through sports dan sport as diplomacy. Pendekatan diplomacy 

through sports melihat olahraga sebagai sarana atau instrumen untuk mencapai 

tujuan diplomasi yang lebih luas, seperti pembangunan kepercayaan, peningkatan 

kerja sama, dan penguatan hubungan sosial-budaya. Sementara itu Pendekatan 

sport as diplomacy memandang olahraga itu sendiri sebagai arena diplomasi, di 

mana pertandingan, ajang olahraga, dan interaksi atlet berfungsi sebagai 

representasi hubungan antarnegara (Murray, 2012). Pendekatan ini sejalan dengan 

pemikiran Murray yang menempatkan olahraga sebagai bagian dari praktik 

diplomasi kontemporer dan instrumen pembangunan hubungan internasional 

(Murray, 2012). 

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada pendekatan diplomacy through 

sports karena lebih relevan untuk mendeskripsikan implementasi kerja sama 

olahraga melalui AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara. 

AMMS tidak berorientasi pada kompetisi olahraga semata, melainkan pada 

perumusan kebijakan, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kerja sama 

olahraga kawasan sebagai bagian dari agenda ASCC. 

 

2.2.1.1 Pendekatan Diplomacy through sports  

 

Pendekatan diplomacy through sports menempatkan olahraga sebagai 

instrumen diplomasi non-tradisional yang digunakan secara strategis untuk 
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membangun hubungan internasional yang kooperatif. Menurut Murray, pendekatan 

ini menekankan bahwa olahraga tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan 

sebagai instrumen yang memfasilitasi komunikasi, interaksi sosial, dan 

pembentukan persepsi positif antarnegara (Murray, 2012). Dalam kerangka ini, 

negara memanfaatkan program olahraga, pertukaran atlet dan pelatih, forum 

kebijakan, serta kerja sama kelembagaan untuk mencapai tujuan diplomatik yang 

lebih luas. 

Pendekatan ini relevan dalam konteks kerja sama multilateral seperti 

ASEAN, di mana sensitivitas politik dan prinsip non-intervensi sering kali 

membatasi ruang diplomasi formal. Melalui olahraga, negara-negara ASEAN dapat 

membangun kepercayaan dan solidaritas kawasan tanpa harus terjebak pada isu-isu 

politik yang sensitif. Diplomacy through sports memungkinkan terciptanya ruang 

dialog yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, seperti 

pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan 

penguatan identitas kawasan.  

AMMS, mencerminkan pendekatan diplomacy through sports melalui 

upaya kolektif negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan olahraga 

kawasan, mengembangkan program pelatihan bersama, serta mendorong 

pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang olahraga.  Pendekatan ini juga 

memiliki dimensi kolektif dan kooperatif, di mana olahraga digunakan untuk 

memperkuat kohesi sosial dan mencegah fragmentasi kepentingan antarnegara 

anggota. Melalui kerja sama olahraga yang berkelanjutan, potensi ketegangan dapat 

diminimalkan, sementara rasa saling percaya dan keterikatan kawasan dapat 

diperkuat.  

Dalam penelitian ini, konsep diplomacy through sports digunakan untuk 

memahami bagaimana olahraga dimanfaatkan sebagai instrumen kerja sama 

regional melalui AMMS. Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut dalam 

konteks ASEAN, penelitian ini menggunakan tiga dimensi analisis, yaitu 

pengembangan program kerja sama olahraga, koordinasi kelembagaan, dan hasil 

daya saing olahraga.  

Dimensi pengembangan program kerja sama olahraga melihat sejauh mana 

terjadi peningkatan dan diversifikasi program dalam kerangka kerja sama ASEAN, 
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yang mencakup berbagai inisiatif seperti pertukaran atlet dan pelatih (exchange 

programs), penguatan kapasitas (capacity building), pengembangan olahraga 

perempuan (women in sport), serta olahraga disabilitas yang menu jukan semakin 

berkembang dan beragam program yang dijalankan, maka semakin menunjukkan 

intensivitas praktik diplomasi melalui olahraga di tingkat kawasan.  

Dimensi koordinasi kelembagaan menilai intensitas dan kualitas interaksi 

antar mekanisme dalam struktur kerja sama olahraga ASEAN, khususnya antara 

AMMS, SOMS, dan kerangka ASCC, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 

dirumuskan di tingkat regional dapat diimplementasikan secara efektif melalui 

koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.  

Adapun dimensi hasil daya saing olahraga digunakan untuk mengukur 

dampak dari kerja sama tersebut terhadap performa atlet di tingkat internasional, 

dengan indikator yang meliputi perolehan medali dalam ajang seperti Asian Games, 

peningkatan partisipasi cabang olahraga, serta persebaran prestasi antarnegara 

ASEAN yang mana hal ini menjadi krusial karena menunjukkan apakah diplomacy 

through sports tidak hanya berhenti pada level interaksi dan kerja sama, tetapi juga 

menghasilkan peningkatan kapasitas kompetitif kawasan. 

Untuk memastikan keterkaitan antara kerangka teoritis dan analisis 

penelitian, ketiga dimensi ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan struktur analisis pada Bab Hasil dan Pembahasan, sehingga 

memungkinkan penelitian untuk menghubungkan secara sistematis antara proses 

diplomasi olahraga dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk peningkatan daya saing 

atlet ASEAN. 

 

2.2.1.2 Pendekatan Sport as diplomacy 

 

Pendekatan sport as diplomacy memandang olahraga sebagai diplomasi itu 

sendiri. Dalam perspektif ini, aktivitas olahraga tidak hanya berfungsi sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan diplomatik yang lebih luas, tetapi juga menjadi 

arena tempat berlangsungnya praktik diplomasi secara langsung. Murray 

menjelaskan bahwa olahraga memiliki kemampuan untuk mempertemukan 

individu, organisasi, maupun negara yang sebelumnya memiliki keterbatasan 
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komunikasi atau hubungan yang kurang harmonis. Melalui interaksi yang tercipta 

dalam pertandingan, kompetisi, maupun penyelenggaraan ajang olahraga 

internasional, olahraga dapat menghasilkan hubungan sosial dan politik yang sering 

kali sulit dicapai melalui saluran diplomasi konvensional.  

Pendekatan sport as diplomacy umumnya tercermin dalam 

penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional seperti Olimpiade, FIFA World 

Cup, Asian Games, maupun SEA Games. Dalam berbagai ajang tersebut, olahraga 

tidak hanya berfungsi sebagai kompetisi untuk menentukan prestasi atlet, tetapi 

juga menjadi sarana representasi identitas nasional, pembentukan citra negara, dan 

penguatan hubungan antar masyarakat. Interaksi yang terjadi selama 

penyelenggaraan kompetisi tersebut menunjukkan bahwa olahraga dapat berfungsi 

sebagai arena diplomasi yang menghasilkan dampak politik dan sosial di luar aspek 

olahraga itu sendiri.  

Diplomasi tidak hanya terjadi melalui negosiasi formal antar pemerintah, 

tetapi juga melalui aktivitas olahraga yang melibatkan berbagai aktor dalam 

lingkungan internasional (Murray, 2018). Olahraga secara luas dimanfaatkan 

sebagai instrumen diplomasi sehingga berkembang istilah menjadi diplomasi 

olahraga (Anholt, 2011). Pada tahap awal perkembangannya, diplomasi olahraga 

dipahami sebagai bagian dari diplomasi publik yang menjadi basis konseptualnya. 

Hal ini disebabkan oleh kapasitas olahraga dalam membuka peluang bagi 

pelaksanaan diplomasi publik serta menciptakan jalur dialog dengan negara lain 

(Özsari, 2018). 

Selain itu, olahraga menghadirkan arena global yang mampu menarik 

perhatian terhadap informasi, reputasi, dan relasi antarnegara yang merupakan 

elemen esensial dalam diplomasi olahraga (Özsari, 2018). Ketertarikan masyarakat 

internasional terhadap olahraga juga menjadi sarana strategis bagi suatu negara 

dalam membangun dan mengonstruksi identitasnya pada tataran global. Olahraga 

juga digunakan sebagai instrumen diplomasi untuk meredakan ketegangan 

antarnegara (Grix & Brannagan, 2016). 
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2.2.2 Elite Sports Development Framework 

 

Dalam kajian kebijakan olahraga, Elite Sports Development Framework 

(Kerangka kerja pengembangan olahraga elit) merupakan kerangka analisis yang 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara menyusun, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kebijakan pembangunan olahraga secara terstruktur. Menurut Barrie 

Houlihan dalam studi Sport and policy, pembangunan olahraga tidak hanya 

menitikberatkan pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mencakup partisipasi 

masyarakat, penguatan kelembagaan olahraga, serta kontribusi terhadap tujuan 

sosial dan ekonomi (Houlihan, 2009). Kerangka ini menempatkan kebijakan 

olahraga sebagai bagian dari kebijakan publik yang memiliki banyak dimensi. 

Pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai pengatur kebijakan, penyedia 

sumber daya, sekaligus pelaksana strategi pembangunan olahraga.  

Pemerintah juga bisa memanfaatkan olahraga sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan di luar sektor olahraga, seperti peningkatan kesehatan masyarakat 

dan integrasi sosial (Green dkk., 2011). Selain itu, pemerintah menggunakan 

olahraga untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui berbagai program dan 

kebijakan. Kerangka ini menunjukkan bahwa olahraga memiliki posisi yang 

terhubung dengan agenda pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan 

demikian, kebijakan olahraga tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem 

kebijakan yang lebih luas. Pendekatan ini membantu menjelaskan hubungan antara 

olahraga dan berbagai sektor pembangunan lainnya. 

Secara konseptual, elite sports development framework terdiri atas beberapa 

dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah elite sport system 

yang berfokus pada peningkatan kualitas atlet, pelatih, fasilitas, dan dukungan ilmu 

pengetahuan olahraga. Dimensi kedua adalah mass participation, yang berkaitan 

dengan kegiatan olahraga untuk mendorong gaya hidup sehat. Dimensi ketiga 

adalah capacity building kelembagaan organisasi olahraga melalui perbaikan tata 

kelola dan manajemen. Dimensi keempat adalah integrity and regulation yang 

mencakup penerapan aturan, pengawasan, dan kebijakan seperti anti-doping 

(Houlihan & Green, 2008).  
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Keempat dimensi tersebut membentuk dasar dalam perumusan kebijakan 

olahraga yang komprehensif. Selain itu, kebijakan olahraga modern menunjukkan 

kecenderungan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan lain. 

Pemerintah menggunakan olahraga untuk mendukung pembangunan ekonomi, 

peningkatan kualitas hidup, dan penguatan kohesi sosial. Kondisi ini menunjukkan 

adanya perluasan fungsi olahraga dalam kebijakan publik.  

Perkembangan kebijakan olahraga juga dipengaruhi oleh proses globalisasi 

dan pertukaran kebijakan antarnegara. Banyak negara mengadopsi pola kebijakan 

yang serupa, terutama dalam pengembangan olahraga prestasi melalui investasi dan 

sistem pembinaan atlet. Meskipun demikian, setiap negara tetap menyesuaikan 

kebijakan tersebut dengan kondisi domestik masing-masing. Dengan demikian, 

kerangka ini memberikan dasar analisis untuk memahami peran kebijakan olahraga 

dalam mendukung kepentingan nasional, termasuk dalam diplomasi dan daya saing 

di tingkat regional maupun global. 

Houlihan dan Green (2008) menjelaskan bahwa elite sports development 

framework merupakan suatu kerangka yang dirancang secara sistematis dan 

strategis untuk menghasilkan atlet berprestasi melalui integrasi berbagai komponen 

yang saling terkait. Sistem tersebut mencakup proses pembinaan yang terorganisasi 

dan konsisten, sehingga memungkinkan terciptanya performa olahraga yang 

kompetitif di tingkat internasional. Dalam perspektif ini, keberhasilan atlet tidak 

hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi merupakan hasil dari efektivitas 

sistem yang mendukung proses pembinaan secara menyeluruh. 

   

2.3 Kerangka Pemikiran  

 

Dinamika pengembangan olahraga di Asia Tenggara menunjukkan adanya 

tantangan struktural berupa rendahnya daya saing atlet ASEAN di tingkat global 

serta kesenjangan antara tujuan normatif ASCC dan capaian empiris olahraga 

kawasan. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi olahraga dengan pendekatan 

diplomacy through sports yang dikemukakan oleh Stuart Murray untuk 

menganalisis dinamika kerja sama olahraga sebagai instrumen interaksi dan 

penguatan hubungan antarnegara di Kawasan dan Pendekatan sport as diplomacy 
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memandang olahraga sebagai diplomasi itu sendiri. Dalam perspektif ini, aktivitas 

olahraga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan 

diplomatik yang lebih luas, tetapi juga menjadi arena tempat berlangsungnya 

praktik diplomasi secara langsung.  

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka elite sports 

development framework yang digunakan untuk menganalisis dimensi elite sport 

system, mass participation, capacity building, dan integrity and regulation. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengaitkan dinamika pengembangan 

olahraga ASEAN dengan implementasi kerja sama olahraga melalui forum AMMS, 

khususnya dalam konteks kontribusi kebijakan, program kerja sama, dan 

peningkatan kapasitas atlet kawasan. Dengan demikian, kerangka ini digunakan 

untuk mendeskripsikan bagaimana diplomasi olahraga dan juga elite sports 

development framework diimplementasikan melalui kerja sama olahraga ASEAN 

sebagai instrumen yang kolektif dan kooperatif dalam mendukung peningkatan 

daya saing atlet ASEAN di tingkat global.  

Kerangka pemikiran ini dioperasionalkan menggunakan teori diplomasi 

olahraga dengan pendekatan diplomacy through sports dan pendekatan sport as 

diplomacy yang dikemukakan oleh Stuart Murray. Untuk menganalisis dinamika 

pendekatan diplomacy through sports yang dioperasionalisasikan ke dalam tiga 

dimensi analisis, yaitu pengembangan program, koordinasi kelembagaan, dan hasil 

daya saing atlet. Dimensi pengembangan program digunakan untuk menganalisis 

bentuk dan intensitas program kerja sama olahraga ASEAN melalui dokumen 

ASEAN Work Plan on Sports.  

Dimensi koordinasi kelembagaan digunakan untuk melihat efektivitas 

interaksi antar mekanisme kerja sama, khususnya antara AMMS, SOMS, dan 

kerangka ASCC, yang dianalisis melalui joint statements AMMS dan dokumen 

resmi ASEAN. Sementara itu, dimensi hasil daya saing atlet digunakan untuk 

mengukur dampak kerja sama terhadap performa atlet melalui data perolehan 

medali, peringkat, dan konsistensi performa dalam ajang internasional.  Adapun 

pendekatan sport as diplomacy digunakan untuk menganalisis bagaimana olahraga 

berfungsi sebagai arena diplomasi yang merepresentasikan identitas, nilai, dan 

eksistensi kawasan ASEAN di tingkat internasional.  
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Analisis dilakukan terhadap implementasi kerja sama olahraga kawasan dengan 

Teori Diplomasi Olahraga dan Elite Sports Development Framework melalui 

ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS) Analisis ini mencakup 

bagaimana kerja sama olahraga regional dimanfaatkan sebagai instrumen 

diplomasi olahraga untuk mendukung peningkatan daya saing atlet Asia 

Tenggara melalui kerja sama olahraga di Asia Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

ASEAN memiliki berbagai mekanisme kerja sama olahraga, seperti ASCC, 

AMMS, SOMS, serta ASEAN Work Plan on Sports sebagai acuan, namun 

capaian prestasi atlet negara-negara Asia Tenggara di tingkat internasional 

masih menunjukkan ketertinggalan yang signifikan dibandingkan kawasan 

lain, khususnya Asia Timur. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

antara upaya institusional dan kerja sama olahraga yang telah dibangun 

dengan hasil dalam peningkatan daya saing. 

Bagaimana implementasi ASEAN Ministerial Meeting on 

Sports (AMMS) dalam peningkatan daya saing atlet Asia 

Tenggara pada periode 2016–2025? 

Diplomasi Olahraga Elite Sports Development 

Framework 

Metode Kualitatif 

Mendeskripsikan kondisi daya saing atlet negara-negara ASEAN di 

Tingkat global.  Sekaligus menjawab apakah implementasi kerja 

sama olahraga melalui ASEAN Ministerial Meeting on Sports 

(AMMS) dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara 

pada periode 2016–2025. 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan 

sistematis mengenai implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS dalam 

peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025. Penelitian 

kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami 

makna yang diberikan oleh individu, kelompok, maupun institusi terhadap suatu 

fenomena sosial dan politik (Creswell & Creswell, 2018). Proses penelitian 

kualitatif bersifat fleksibel dan berkembang seiring dengan temuan data di 

lapangan, dimulai dari perumusan pertanyaan penelitian yang dapat disesuaikan, 

pengumpulan data, hingga analisis yang dilakukan secara bertahap.  

Data yang diperoleh dianalisis dari aspek-aspek khusus untuk kemudian 

diinterpretasikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. 

Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan makna dan kesimpulan atas dinamika 

kerja sama olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS, khususnya dalam 

upaya peningkatan kapasitas dan daya saing atlet kawasan. Pendekatan kualitatif 

deskriptif ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data secara 

komprehensif melalui berbagai sumber, seperti dokumen resmi ASEAN, dokumen 

kebijakan olahraga kawasan, laporan kegiatan AMMS, serta data sekunder dari 

jurnal akademik dan publikasi institusi terkait.  
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3.2 Fokus Penelitian  

 

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dinamika kerja sama olahraga 

di ASEAN dalam kerangka kerja sama regional ASEAN, khususnya melalui 

mekanisme AMMS. Fokus ini didasarkan pada temuan pada bagian latar belakang 

penelitian yang menunjukkan bahwa daya saing atlet negara-negara ASEAN di 

tingkat internasional masih relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain, khususnya 

Asia Timur, sebagaimana terlihat pada perbandingan perolehan medali Asian 

Games tahun 2018 dan 2023. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan 

daya saing olahraga kawasan yang mendorong negara-negara ASEAN untuk 

memperkuat kerja sama olahraga melalui mekanisme kebijakan regional. 

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi olahraga yang dikemukakan 

oleh Stuart Murray untuk memahami bagaimana olahraga dimanfaatkan sebagai 

instrumen diplomasi non-tradisional dalam memperkuat hubungan kerja sama 

antarnegara di kawasan. Dalam kerangka tersebut, olahraga tidak hanya dipandang 

sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan 

kooperatif, meningkatkan kepercayaan, serta memperluas pertukaran pengetahuan 

dan kapasitas di bidang olahraga. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk 

mendeskripsikan bagaimana implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS 

berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas olahraga di Asia Tenggara, 

khususnya dalam konteks peningkatan kualitas atlet, pelatih, serta program kerja 

sama olahraga regional yang bertujuan memperkuat daya saing atlet ASEAN di 

tingkat internasional.  

Penelitian ini dibatasi pada periode 2016–2025 karena rentang waktu 

tersebut merepresentasikan fase penguatan kerja sama olahraga ASEAN melalui 

berbagai agenda kebijakan dan program dalam AMMS yang mencakup dua siklus 

kebijakan utama dalam pengembangan olahraga ASEAN, yaitu ASEAN Work Plan 

on Sports 2016–2020 dan ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025. Dokumen 

ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020 berfokus pada tahap awal penguatan 

fondasi kerja sama olahraga kawasan, dengan penekanan pada pembentukan 

kerangka koordinasi, pengembangan program dasar seperti pertukaran atlet dan 

pelatih, serta peningkatan kesadaran terhadap isu-isu strategis seperti integritas 
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olahraga dan capacity building. Sementara itu, ASEAN Work Plan on Sports 2021–

2025 menunjukkan perkembangan yang lebih lanjut dengan penekanan pada 

konsolidasi dan penguatan implementasi kebijakan, termasuk peningkatan kualitas 

program, perluasan kerja sama lintas sektor, serta penguatan tata kelola olahraga 

yang lebih terintegrasi di tingkat kawasan melalui mekanisme seperti AMMS.  

Pemilihan periode 2016–2025 juga didasarkan pada pertimbangan empiris 

dan kelembagaan, karena rentang waktu tersebut merepresentasikan dua fase utama 

pengembangan kerja sama olahraga ASEAN melalui ASEAN Work Plan on Sports 

2016–2020 dan ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025. Kedua dokumen tersebut 

menunjukkan kesinambungan kebijakan olahraga ASEAN dalam memperkuat 

koordinasi regional, pengembangan kapasitas olahraga, serta peningkatan kualitas 

tata kelola olahraga kawasan. Dengan demikian, periode tersebut dipilih karena 

mampu merepresentasikan perkembangan implementasi kerja sama olahraga 

ASEAN secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. 

Perbedaan fokus ini menunjukkan adanya pergeseran dari tahap 

pembentukan dan pengenalan kerja sama menuju tahap penguatan dan optimalisasi 

kebijakan olahraga kawasan. Dengan mencakup dua fase kebijakan tersebut, 

penelitian ini dapat menganalisis perkembangan implementasi kerja sama olahraga 

ASEAN secara lebih komprehensif, baik dari sisi program, koordinasi 

kelembagaan, maupun hasil yang dihasilkan. Selain itu, kedua dokumen tersebut 

mencerminkan upaya ASEAN dalam membangun sistem kerja sama olahraga yang 

lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta 

daya saing atlet. 

Unit analisis dalam penelitian ini Adalah AMMS sebagai forum kerja sama 

olahraga regional beserta berbagai output kebijakan yang dihasilkannya, seperti 

ASEAN Work Plan on Sports, Joint Statement AMMS 1-8, serta program-program 

kerja sama olahraga ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

memfokuskan perhatian pada AMMS sebagai forum kelembagaan, tetapi juga pada 

implementasi kebijakan dan program yang dijalankan dalam kerangka kerja sama 

olahraga kawasan. 
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3.3 Sumber Data  

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data 

diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah yang membahas diplomasi 

olahraga, buku teori sport diplomacy oleh Stuart Murray, buku teori sport and 

policy oleh Houlihan, laporan resmi dari ASEAN dan AMMS seperti ASCC 

Blueprint 2025, laporan Mid-Term Review (MTR), ASEAN Work Plan on Sports 

2016-2025, Kazan action plan, Joint statement AMMS 1-8, serta dokumen 

kebijakan olahraga. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel berita dari 

media massa serta situs web resmi yang menyediakan data dan informasi yang 

valid. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk memberikan 

pemahaman untuk mendeskripsikan dinamika kerja sama olahraga di ASEAN 

melalui mekanisme AMMS dalam konteks diplomasi olahraga serta kaitannya 

dengan upaya peningkatan daya saing atlet di tingkat kawasan pada periode 2016–

2025. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis 

dokumen dan studi pustaka. Analisis dokumen digunakan untuk menelaah berbagai 

sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi 

dari ASEAN dan AMMS seperti ASCC Blueprint 2025, laporan Mid-Term Review, 

ASEAN Work Plan on Sports 2016-2025, Kazan action plan, Joint statement 

AMMS 1-8, serta dokumen kebijakan olahraga, artikel berita, serta situs web resmi 

dan kredibel yang membahas diplomasi olahraga dan kerja sama olahraga ASEAN. 

Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang membahas 

teori diplomasi olahraga, diplomasi non-tradisional, dan hubungan internasional 

guna membangun kerangka konseptual penelitian.  

Dokumen dipilih apabila mengandung informasi mengenai program atau 

proyek olahraga regional, struktur dan mekanisme kelembagaan, serta capaian 

implementasi kebijakan olahraga. Proses analisis data dilakukan melalui teknik 
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identifikasi dan mengklasifikasikan untuk mengelompokkan informasi sesuai 

dengan kerangka analisis yang digunakan. Data kemudian dianalisis ke dalam tiga 

dimensi utama diplomacy through sports, yaitu pengembangan program, koordinasi 

kelembagaan, dan hasil daya saing atlet dan dilanjutkan analisis menggunakan sport 

as diplomacy. Selain itu, data juga dianalisis menggunakan empat dimensi elite 

sports development framework, yaitu elite sport, mass participation, capacity 

building, dan integrity and regulation. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014). Model ini dipilih karena 

sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan proses analisis secara 

berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan 

(Miles dkk., 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus 

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kerja sama 

olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS pada periode 2016-2025. Model 

ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara 

kebijakan, implementasi program, dan hasil yang dicapai dalam kerja sama 

olahraga ASEAN. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada 

deskripsi kebijakan, tetapi juga pada keterkaitan antara proses dan hasil yang 

dihasilkan. Penggunaan kriteria seleksi dan teknik analisis tersebut memungkinkan 

penelitian untuk menghasilkan analisis yang sistematis, terstruktur, dan berbasis 

data. 

Dalam penelitian ini, hubungan antara implementasi kerja sama olahraga 

ASEAN melalui AMMS dan peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara tidak 

dianalisis sebagai hubungan sebab-akibat secara langsung. Penelitian ini berfokus 

pada identifikasi keterkaitan antara kebijakan kerja sama olahraga ASEAN dan 

pengembangan kapasitas olahraga kawasan. Peningkatan daya saing atlet 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi olahraga nasional, kualitas 

pembinaan atlet, dukungan infrastruktur, kapasitas kelembagaan olahraga, dan 

kebijakan elite sport System masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian ini 

tidak bertujuan membuktikan bahwa program AMMS secara langsung 

meningkatkan perolehan medali internasional negara-negara ASEAN. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis kontribusi AMMS dalam menciptakan ruang koordinasi dan 

kerja sama olahraga kawasan.  

 

3.5.1 Kondensasi Data 

 

Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu proses pemilihan, 

penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang relevan dengan fokus penelitian. 

Data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen resmi ASEAN 

dan AMMS, dokumen kebijakan olahraga, laporan kegiatan, serta sumber kredibel 

lainnya diseleksi secara sistematis agar sesuai dengan konteks diplomasi olahraga 

dan kerja sama olahraga ASEAN. Proses kondensasi data ini dilakukan secara 

berkelanjutan sepanjang penelitian untuk memastikan bahwa hanya informasi yang 

relevan dan signifikan yang digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. 

Dalam proses ini, peneliti melakukan seleksi terhadap dokumen yang 

memiliki relevansi langsung dengan implementasi kerja sama olahraga ASEAN, 

yaitu: ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020 dan 2021–2025, Joint Statement 

AMMS, ASCC Blueprint 2025, Kazan action plan, laporan Mid-Term Review, serta 

data perolehan medali Asian Games dan Olimpiade. Dokumen tersebut kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan dimensi analisis penelitian, yaitu pengembangan 

program, koordinasi kelembagaan, dan hasil daya saing atlet. 

 

3.5.2 Penyajian Data 

 

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan data yang telah 

direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bentuk penyajian lain yang 

memudahkan pemahaman. Penyajian data secara sistematis membantu peneliti 

dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta dinamika dinamika kerja sama 
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olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS pada periode 2016-2025. Dalam 

penelitian ini, penyajian data difokuskan pada penggambaran implementasi kerja 

sama olahraga kawasan, termasuk berbagai kebijakan, program, serta agenda kerja 

sama olahraga yang dikembangkan melalui forum AMMS dalam upaya mendukung 

pengembangan kapasitas olahraga dan peningkatan daya saing atlet di tingkat 

kawasan. 

Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif, tabel, grafik, dan bagan 

untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar data penelitian. Bentuk 

penyajian tersebut meliputi tabel perolehan medali Asian Games dan Olimpiade, 

bagan struktur kelembagaan AMMS dan SOMS, serta pemetaan program kerja 

sama olahraga ASEAN berdasarkan ASEAN Work Plan on Sports. 

 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses 

penafsiran makna dari data yang telah disajikan serta pengujian kembali 

kesimpulan yang diperoleh agar selaras dengan bukti empiris yang tersedia. Proses 

verifikasi dilakukan secara berkesinambungan selama tahap analisis guna menjaga 

validitas hasil penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana dinamika kerja 

sama olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS.  

Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan keterkaitan antara implementasi 

program kerja sama olahraga ASEAN dengan perkembangan daya saing atlet di 

tingkat internasional berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan untuk melihat sejauh mana program dan kebijakan dalam 

kerangka AMMS berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas olahraga 

kawasan. 

  



 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil  

 

4.1.1 Daya Saing Atlet Asia Tenggara di Tingkat Global 

 

Daya saing atlet dalam olahraga internasional mencerminkan kemampuan 

suatu negara atau kawasan dalam mencapai prestasi pada kompetisi tingkat regional 

maupun global. Menurut Houlihan dan Green (2008) menjelaskan bahwa daya 

saing bersifat performance-oriented (Houlihan & Green, 2008), yang diukur 

melalui capaian medali, peringkat dalam kompetisi internasional, serta konsistensi 

performa dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, analisis daya saing atlet 

Asia Tenggara dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap capaian empiris 

dalam berbagai ajang olahraga seperti Asian Games dan Olimpiade. 

Data dari berbagai ajang olahraga menunjukkan bahwa daya saing atlet Asia 

Tenggara masih berada dalam kondisi yang bervariasi antarnegara. Beberapa negara 

seperti Indonesia, Tailan, dan Malaysia menunjukkan capaian yang relatif lebih 

konsisten dalam perolehan medali dibandingkan negara lain di kawasan (The 

Olympic Studies Centre, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi daya 

saing di kawasan belum merata. Selain itu, perbandingan dengan negara-negara di 

luar kawasan, khususnya Asia Timur, memperlihatkan adanya kesenjangan capaian 

yang cukup signifikan. Negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan 

secara konsisten berada pada peringkat atas dalam berbagai ajang olahraga 

internasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa posisi Asia Tenggara dalam 

kompetisi global masih relatif tertinggal.
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4.1.1.1 Kondisi daya Saing Atlet Asia Tenggara 

 

Kondisi daya saing atlet Asia Tenggara dapat dilihat secara jelas melalui 

capaian prestasi dalam kompetisi olahraga internasional, baik pada tingkat regional 

Asia maupun global. Gambar 4.1 Peringkat Asian Games 2018 dan Asian Games 

2023 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN secara kolektif memperoleh 298 

medali yang terdiri dari 63 emas, 77 perak, dan 158 perunggu, sedangkan negara-

negara Asia Timur memperoleh 851 medali pada periode yang sama. Pada Asian 

Games 2023, perolehan medali negara-negara ASEAN tercatat sebanyak 196 

medali yang terdiri dari 36 emas, 47 perak, dan 113 perunggu, sementara negara-

negara Asia Timur memperoleh 947  

Gambar 4.1 Peringkat Asian Games 2018 

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026 
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Penurunan jumlah medali dari 298 pada tahun 2018 menjadi 196 pada tahun 

2023 menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi bahkan penurunan daya saing 

secara kolektif di kawasan ASEAN. Perubahan jumlah medali tersebut 

menunjukkan adanya penurunan capaian secara kolektif di kawasan ASEAN dalam 

dua periode kompetisi tersebut.  Penurunan ini mengindikasikan bahwa daya saing 

atlet ASEAN belum menunjukkan perkembangan yang konsisten dalam 

mempertahankan performa pada level internasional.  

Gambar 4.2 Peringkat Asian Games 2023 

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026 

 

Distribusi perolehan medali di kawasan ASEAN juga menunjukkan pola 

yang tidak merata antarnegara. Negara seperti Indonesia, Tailan, dan Malaysia 

secara konsisten menjadi penyumbang utama dalam perolehan medali di berbagai 

ajang olahraga internasional. Sementara itu, sebagian besar negara ASEAN lainnya 

memiliki kontribusi yang relatif terbatas dalam capaian prestasi. Ketimpangan ini 

menunjukkan bahwa daya saing kawasan belum terbentuk secara kolektif dan 

masih bergantung pada kemampuan negara tertentu. Selain itu, konsentrasi prestasi 

pada beberapa negara menunjukkan adanya perbedaan kapasitas dalam 
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menghasilkan atlet berprestasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa tidak semua 

negara memiliki kemampuan yang sama dalam berpartisipasi secara kompetitif.   

Data perolehan medali Asian Games menunjukkan bahwa total medali 

negara-negara ASEAN mengalami penurunan dari 298 pada tahun 2018 menjadi 

196 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan 

performa atlet di tingkat kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya saing 

ASEAN belum berkembang secara konsisten, karena keberhasilan ditentukan oleh 

kemampuan mempertahankan performa dalam kompetisi internasional secara 

berkelanjutan (Nikolai Böhlke, 2009). 

Perbandingan daya saing olahraga antara kawasan Asia Tenggara dan Asia 

Timur menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam capaian prestasi 

pada kompetisi internasional. Data Asian Games 2018 dan 2023 menunjukkan 

bahwa negara-negara Asia Timur secara konsisten memperoleh jumlah medali yang 

jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Timur 

berhasil mengumpulkan lebih dari 800 medali pada Asian Games 2018 dan 

meningkat menjadi sekitar 947 medali pada Asian Games 2023, sementara negara-

negara ASEAN hanya memperoleh 298 medali pada tahun 2018 dan menurun 

menjadi 196 medali pada tahun 2023 (The Olympic Studies Centre, 2026).  

Perbedaan jumlah medali tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam 

kemampuan kawasan untuk bersaing pada level Asia. Selain itu, capaian negara-

negara Asia Timur relatif stabil dan cenderung meningkat dalam setiap 

penyelenggaraan kompetisi. Sebaliknya, capaian negara-negara ASEAN 

menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan antarperiode kompetisi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa daya saing kawasan ASEAN belum berkembang secara 

konsisten dalam jangka panjang. Dalam perspektif kebijakan olahraga, konsistensi 

performa merupakan indikator utama keberhasilan sistem (Houlihan & Green, 

2008). Oleh karena itu, perbedaan capaian tersebut mencerminkan adanya 

kesenjangan daya saing antar kawasan. 

Perbedaan daya saing juga terlihat pada tingkat global melalui capaian 

dalam ajang Olimpiade. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, dan 

Korea Selatan secara konsisten menempati posisi teratas dalam perolehan medali 

Olimpiade. Sebaliknya, negara-negara ASEAN umumnya berada pada peringkat 
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menengah ke bawah dengan jumlah medali yang relatif terbatas. Data Olimpiade 

Paris 2024 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN hanya mampu memperoleh 

medali dalam jumlah kecil dan tidak merata antarnegara. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa kontribusi kawasan ASEAN dalam kompetisi olahraga global masih 

terbatas. Selain itu, sebagian besar medali yang diperoleh kawasan berasal dari 

beberapa negara tertentu, seperti Indonesia, Tailan, dan Filipina.  

Capaian yang sudah ditunjukan negara-negara ASEAN ini menunjukkan 

bahwa daya saing kawasan belum terbentuk secara kolektif. Veerle De Bosscher 

menjelaskan bahwa keberhasilan dalam Olimpiade sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan negara dalam mempertahankan performa secara berkelanjutan (De 

Bosscher dkk., 2006). Dengan demikian, posisi negara-negara ASEAN dalam 

Olimpiade mencerminkan adanya daya saing pada level global yang belum 

konsisten. 

Perbandingan antar kawasan juga menunjukkan adanya perbedaan dalam 

distribusi kekuatan pada berbagai cabang olahraga. Negara-negara Asia Timur 

mampu bersaing pada cabang olahraga dengan tingkat kompetisi tinggi seperti 

atletik, renang, dan senam. Sebaliknya, negara-negara ASEAN cenderung 

memperoleh medali pada cabang olahraga tertentu yang memiliki tingkat kompetisi 

lebih rendah atau bersifat regional. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing 

kawasan ASEAN masih terbatas pada cabang olahraga tertentu dan belum merata 

di berbagai disiplin olahraga.  

Selain itu, kemampuan negara-negara Asia Timur untuk berkompetisi pada 

cabang olahraga dengan tingkat persaingan tinggi menunjukkan tingkat daya saing 

yang lebih luas. Sementara itu, keterbatasan pada cabang olahraga tertentu 

menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN belum menunjukkan perubahan yang 

konsisten. Menurut Veerle De Bosscher, tingkat kompetisi cabang olahraga menjadi 

faktor penting dalam menentukan peluang keberhasilan suatu negara (De Bosscher 

dkk., 2006). Oleh karena itu, distribusi capaian ini mempertegas adanya 

kesenjangan daya saing antara kedua kawasan. 

Perbedaan daya saing antara Asia Tenggara dan Asia Timur secara 

keseluruhan menunjukkan adanya ketimpangan dalam posisi kawasan pada 

kompetisi olahraga internasional. Kawasan Asia Timur memiliki keunggulan dalam 
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jumlah medali, konsistensi performa, serta kemampuan bersaing pada berbagai 

cabang olahraga. Sebaliknya, kawasan ASEAN masih menghadapi keterbatasan 

dalam mempertahankan performa dan memperluas capaian prestasi.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing olahraga di Asia Tenggara 

belum berkembang secara optimal jika dibandingkan dengan kawasan lain di Asia. 

Selain itu, ketimpangan capaian antarnegara di dalam kawasan ASEAN juga 

memperlemah posisi kolektif kawasan dalam kompetisi global (Hoffmann dkk., 

2004). Perbedaan ini menunjukkan bahwa daya saing kawasan tidak hanya 

ditentukan oleh capaian individu negara, tetapi juga oleh kemampuan kawasan 

dalam membangun performa yang merata.  

 

Gambar 4.3 Peringkat Olimpiade Paris 2024 

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026 
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Kondisi daya saing tersebut juga tercermin dalam capaian pada tingkat 

global melalui ajang Olimpiade. Gambar 4.2 Peringkat Olimpiade Paris 2024 

menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN menempati posisi yang relatif lebih 

rendah dalam peringkat dunia dibandingkan dengan negara lain. Filipina berada 

pada peringkat ke-37 dengan total 4 medali, diikuti Indonesia pada peringkat ke-39 

dengan 3 medali, serta Tailan pada peringkat ke-44 dengan 6 medali. Negara lain 

seperti Malaysia dan Singapura memperoleh masing-masing 2 dan 1 medali, 

sementara beberapa negara ASEAN lainnya tidak memperoleh medali. Pada 

periode yang sama, negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan 

Korea Selatan menempati posisi teratas dengan jumlah medali yang jauh lebih 

besar.   

Perbedaan capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan 

antara negara-negara ASEAN dengan negara maju dalam kompetisi global. Selain 

itu, posisi yang relatif rendah dalam peringkat dunia menunjukkan bahwa daya 

saing atlet ASEAN masih terbatas dalam mencapai level tertinggi. Data ini 

menunjukkan adanya perbedaan capaian antara negara-negara ASEAN dengan 

negara lain pada tingkat global. Dengan demikian, kondisi daya saing atlet Asia 

Tenggara mencerminkan capaian yang bervariasi antarnegara serta menunjukkan 

posisi kawasan yang masih berada dalam dinamika kompetisi olahraga 

internasional baik di tingkat Asia maupun dunia. 

Perbedaan daya saing olahraga antar kawasan juga perlu dipahami melalui 

karakteristik cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kompetisi internasional. 

Tidak semua cabang olahraga memiliki tingkat peluang keberhasilan yang sama, 

karena setiap cabang memiliki struktur kompetisi dan distribusi kekuatan yang 

berbeda, sebagaimana tertera dalam gambar 4.3 dibawah ini.  
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Gambar 4.4 Tingkat Kompetisi Cabang Olahraga Internasional 

Sumber: Mitchell & Stewart, 2007 

 

Berdasarkan data competitive index for international sport dalam gambar 

4.3 diatas, beberapa cabang olahraga menunjukkan tingkat kompetisi yang sangat 

tinggi karena didominasi oleh sejumlah kecil negara dengan kapasitas pembinaan 

yang kuat. Sebaliknya, terdapat cabang olahraga dengan tingkat kompetisi yang 

lebih rendah yang relatif memberikan peluang lebih besar bagi negara lain untuk 

meraih medali (Mitchell & Stewart, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa peluang 

keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas atlet, tetapi juga oleh tingkat 

kesulitan kompetisi pada cabang olahraga tertentu.  

Negara yang memiliki sistem pembinaan yang maju cenderung mampu 

bersaing pada cabang dengan competitive index tinggi, sementara negara dengan 

kapasitas terbatas cenderung terkonsentrasi pada cabang tertentu dengan tingkat 

kompetisi yang lebih rendah. Kondisi ini mempertegas bahwa daya saing olahraga 

tidak bersifat merata, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur kompetisi global 

yang melekat pada masing-masing cabang olahraga. 

Gambar 4.3 diatas menunjukkan distribusi tingkat kompetisi cabang 

olahraga internasional berdasarkan nilai competitive index. Cabang olahraga seperti 
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atletik, renang, dan senam berada pada kategori dengan tingkat kompetisi tinggi, 

yang menunjukkan bahwa cabang tersebut didominasi oleh negara-negara dengan 

sistem pembinaan olahraga yang maju dan investasi yang besar (Mitchell & 

Stewart, 2007). Sementara itu, cabang olahraga seperti badminton dan angkat besi 

berada pada tingkat kompetisi menengah dengan distribusi kekuatan yang lebih 

beragam antarnegara. Di sisi lain, cabang olahraga seperti sepak takraw dan pencak 

silat berada pada tingkat kompetisi yang lebih rendah dan cenderung bersifat 

regional.  

Distribusi ini menunjukkan bahwa tidak semua cabang olahraga memiliki 

tingkat kesulitan yang sama dalam meraih prestasi internasional. Perbedaan tingkat 

kompetisi ini berimplikasi pada strategi yang harus dikembangkan oleh suatu 

negara dalam menentukan prioritas pembinaan olahraga. Negara dengan kapasitas 

terbatas cenderung memiliki peluang lebih besar pada cabang dengan tingkat 

kompetisi rendah hingga menengah. Sebaliknya, untuk dapat bersaing pada cabang 

dengan tingkat kompetisi tinggi diperlukan sistem pembinaan yang lebih terstruktur 

dan dukungan sumber daya yang signifikan. Dengan demikian, distribusi ini 

menegaskan bahwa daya saing olahraga sangat dipengaruhi oleh struktur kompetisi 

global yang berbeda antar cabang olahraga. 

 

4.1.1.2 Distribusi Daya Saing Antar Negara Asia Tenggara 

 

Distribusi daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara menunjukkan pola 

yang tidak merata antarnegara dalam berbagai ajang olahraga internasional. 

Capaian prestasi yang diukur melalui perolehan medali menunjukkan bahwa 

kontribusi terbesar masih berasal dari beberapa negara tertentu seperti Indonesia, 

Tailan, Malaysia, dan Filipina. Sementara itu, negara lain seperti Laos, Kamboja, 

dan Brunei memiliki kontribusi yang relatif terbatas dan belum mampu bersaing 

secara konsisten dalam perolehan medali. Temuan ini sejalan dengan studi yang 

menunjukkan bahwa capaian medali negara-negara ASEAN cenderung 

terkonsentrasi pada negara dengan kapasitas ekonomi dan populasi yang lebih 

besar.  
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Konsentrasi capaian prestasi pada beberapa negara utama mencerminkan 

bahwa daya saing kawasan masih bersifat terfragmentasi. Negara dengan jumlah 

populasi yang besar seperti Indonesia, Tailan, dan Filipina memiliki keunggulan 

dalam menyediakan basis talenta atlet yang lebih luas dibandingkan negara dengan 

populasi kecil seperti Brunei atau Singapura (Hoffmann dkk., 2004). Hal ini 

menunjukkan bahwa distribusi daya saing tidak hanya dipengaruhi oleh performa 

kompetitif, tetapi juga oleh struktur demografis yang dimiliki masing-masing 

negara. Selain itu, negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih tinggi cenderung 

memiliki peluang lebih besar dalam menghasilkan capaian prestasi. Kondisi ini 

memperlihatkan adanya hubungan antara kapasitas nasional dan distribusi daya 

saing di kawasan. 

Distribusi daya saing antarnegara juga dapat dilihat dari variasi jumlah 

medali yang diperoleh dalam satu periode kompetisi. Data estimasi dan capaian 

medali menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia dan Tailan mampu 

memperoleh medali secara lebih konsisten dibandingkan negara lain di kawasan, 

sementara beberapa negara bahkan tidak memperoleh medali sama sekali 

(Hoffmann dkk., 2004). Pola ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

cukup berbeda dalam kemampuan menghasilkan atlet berprestasi antarnegara 

ASEAN. Selain itu, kondisi ini mencerminkan bahwa tidak semua negara memiliki 

tingkat partisipasi kompetitif yang sama dalam ajang olahraga internasional.  

 

4.1.2 AMMS sebagai Instrumen Kerja Sama Olahraga ASEAN 

 

ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS) merupakan forum kerja sama 

kawasan yang dibentuk melalui persetujuan KTT ASEAN ke-18 yang 

diselenggarakan pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta, Indonesia untuk memperkuat 

kolaborasi di bidang olahraga di antara negara-negara anggota ASEAN. The ASEAN 

Senior Officials Meeting on Sports (SOMS) membantu AMMS dalam implementasi 

kerja sama olahraga regional berdasarkan Rencana Kerja ASEAN tentang 

Olahraga.  

Untuk mendukung pengembangan olahraga di ASEAN, pada tahun 2017, 

AMMS mendirikan mekanisme kerja sama dengan Jepang melalui AMMS+Jepang 
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dan SOMS+Jepang. Forum ini menjadi wadah bagi para menteri olahraga ASEAN 

untuk merumuskan kebijakan, menyepakati program bersama, serta menjadikan 

olahraga sebagai instrumen pembangunan sosial, ekonomi, dan diplomasi di 

kawasan (ASEAN Main Portal, 2026a). Melalui AMMS, olahraga diposisikan tidak 

hanya sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas, 

mempererat identitas kolektif ASEAN, dan membuka jalur komunikasi lintas 

budaya. 

AMMS, setiap negara anggota memiliki peran yang berbeda sesuai dengan 

kapasitas nasional dan prioritas kebijakan masing-masing. Terdapat negara yang 

memanfaatkan AMMS sebagai sarana diplomasi budaya, seperti Tailan. Tailan 

berhasil menjadikan olahraga tradisional Muay Thai sebagai instrumen diplomasi, 

bahkan memperoleh pengakuan UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2021. 

Hal ini menunjukkan bahwa Tailan mampu menggunakan AMMS sebagai medium 

untuk memperkuat identitas nasional sekaligus memproyeksikan soft power di 

tingkat kawasan dan global (UNESCO, 2020). Ada negara yang menekankan 

olahraga dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan pariwisata, seperti 

Singapura. Melalui AMMS, Singapura mendorong pengembangan sport tourism 

dengan mengintegrasikan ajang olahraga internasional seperti Formula 1 Night 

Race dan Sport Hub ke dalam agenda kawasan. Peran ini memperlihatkan 

bagaimana Singapura menjadikan AMMS sebagai platform untuk mengaitkan 

olahraga dengan strategi ekonomi kreatif dan diplomasi kota global (Muhammad, 

2025). Terdapat negara berkembang dengan kapasitas besar, seperti Indonesia. 

Indonesia terlibat aktif dalam sejumlah program AMMS, misalnya ASEAN Youth 

Sports Exchange, Women in Sports, dan pelatihan atlet lintas negara 

(KEMENPORA, 2026).  

AMMS berfungsi sebagai instrumen diplomasi olahraga kawasan yang 

mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota melalui pemanfaatan olahraga 

sebagai media interaksi dan komunikasi. AMMS merumuskan kebijakan regional 

dan mengarahkan implementasi program olahraga melalui ASEAN Work Plan on 

Sports sebagai kerangka kerja utama. Dalam perspektif Stuart Murray, praktik ini 

mencerminkan diplomacy through sports, yaitu penggunaan olahraga secara 
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strategis oleh negara untuk membangun hubungan, memperkuat citra, dan 

meningkatkan konektivitas antar Masyarakat (Murray, 2012).  

AMMS memfasilitasi berbagai kegiatan seperti kompetisi regional, 

pertukaran atlet, serta pelatihan pelatih yang memungkinkan terjadinya interaksi 

lintas negara secara berkelanjutan (ASEAN Main Portal, 2026a). Negara anggota 

menggunakan forum ini untuk memperluas kerja sama sekaligus membangun 

kepercayaan melalui aktivitas olahraga yang bersifat inklusif. Kegiatan tersebut 

menciptakan ruang diplomasi informal yang melengkapi jalur diplomasi formal 

antar pemerintah. AMMS juga mendorong pembentukan jaringan kerja sama antara 

institusi olahraga nasional dan regional sebagai bagian dari penguatan hubungan 

kawasan.  

Implementasi program melalui AMMS menunjukkan bahwa olahraga 

berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan kepentingan negara dalam suasana 

yang lebih kooperatif. Namun, peran AMMS tetap bersifat koordinatif dan tidak 

memiliki kewenangan mengikat terhadap kebijakan domestik negara anggota 

(ASEAN Main Portal, 2026d). Dengan demikian, AMMS dapat dipahami sebagai 

instrumen diplomasi olahraga yang efektif dalam membangun relasi regional, tetapi 

memiliki keterbatasan dalam memastikan implementasi yang terintegrasi di seluruh 

negara ASEAN. 

Implementasi diplomacy through sports dalam ASEAN ditopang oleh 

interaksi antara AMMS, SOMS, dan kerangka ASCC (The ASEAN Magazine, 

2023). Struktur ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga ASEAN bersifat multi-

level governance, koordinatif, dan non-binding, di mana pengambilan keputusan 

dilakukan secara kolektif tanpa adanya otoritas supranasional yang mengikat. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Alur Kelembagaan AMMS 

Sumber: The ASEAN Magazine, 2023 
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Alur kelembagaan kerja sama olahraga ASEAN dimulai dari dasar acuan 

yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan. ASEAN menggunakan 

dokumen seperti ASEAN Charter, ASCC Blueprint 2025, dan ASEAN Work Plan 

on Sports sebagai pedoman utama dalam menentukan arah kerja sama olahraga 

kawasan. Acuan tersebut menetapkan prinsip, tujuan, dan prioritas yang harus 

diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN. AMMS menggunakan dasar acuan 

tersebut untuk merumuskan kebijakan strategis di tingkat regional. Proses ini 

memastikan bahwa kebijakan olahraga ASEAN selaras dengan agenda 

pembangunan kawasan. Selain itu, dasar acuan tersebut juga memberikan kerangka 

normatif yang mengaitkan olahraga dengan pembangunan sosial dan identitas 

ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community, 2025). Dengan demikian, kebijakan 

yang dihasilkan memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Tahap ini menunjukkan 

bahwa kerja sama olahraga ASEAN dibangun atas dasar perencanaan yang 

terstruktur. 

Pada tahap berikutnya, AMMS berperan sebagai forum tingkat menteri yang 

menetapkan kebijakan, prioritas, dan arah kerja sama olahraga ASEAN. AMMS 

menyusun dan menyetujui ASEAN Work Plan on Sports sebagai dokumen 

perencanaan utama. AMMS juga memperkuat komitmen politik negara anggota 

dalam pelaksanaan kerja sama olahraga. Kebijakan yang dihasilkan oleh AMMS 

kemudian menjadi pedoman bagi implementasi di tingkat teknis. Selanjutnya, 

SOMS berperan sebagai forum pejabat senior yang bertanggung jawab dalam 

mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh AMMS. SOMS 

menyusun rencana kerja teknis dan mengoordinasikan pelaksanaan program di 

antara negara anggota. SOMS juga memantau pelaksanaan program untuk 

memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam 

pelaksanaannya, SOMS bekerja sama dengan berbagai mitra dan pemangku 

kepentingan, seperti federasi olahraga, institusi nasional, serta organisasi 

internasional (ASEAN Main Portal, 2026a).  

Tahap akhir dari alur ini adalah hasil yang dihasilkan dari implementasi 

program kerja sama olahraga ASEAN. Program yang dijalankan melalui koordinasi 

SOMS menghasilkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga di 
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Kawasan (The ASEAN Magazine, 2023). Selain itu, kerja sama ini juga 

memperkuat kohesi sosial dan identitas regional melalui interaksi antarnegara. 

ASEAN juga mengalami peningkatan daya saing olahraga yang ditunjukkan 

melalui partisipasi dan prestasi dalam ajang internasional. Program kerja sama turut 

berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya 

dalam aspek kesehatan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini 

menunjukkan bahwa olahraga berfungsi sebagai instrumen diplomasi yang 

mendukung hubungan antarnegara. 

 

4.1.3 Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN melalui AMMS 

 

Olahraga memiliki posisi strategis dalam pembangunan kawasan Asia 

Tenggara, tidak hanya sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen 

kebijakan yang terintegrasi dalam agenda pembangunan regional. ASEAN 

menempatkan olahraga dalam kerangka ASCC dengan mengaitkannya pada tujuan 

pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya 

dalam aspek kesehatan, inklusivitas, dan kohesi sosial. Komitmen ini ditegaskan 

melalui Vientiane Declaration on Sports Cooperation in ASEAN (2013) serta 

dioperasionalisasikan melalui ASEAN Work Plan on Sports sebagai kerangka utama 

dalam mengarahkan implementasi kerja sama olahraga Kawasan (ASEAN Socio-

Cultural Community, 2025). 

ASEAN mengembangkan ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020 sebagai 

tahap awal pembentukan fondasi kerja sama, yang berfokus pada penguatan 

koordinasi dan pengembangan program dasar seperti pertukaran atlet, pelatih, serta 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga. Selanjutnya, ASEAN Work 

Plan on Sports 2021–2025 disusun dengan pendekatan yang lebih sistematis 

melalui integrasi dengan ASCC Blueprint 2025 serta penetapan prioritas yang 

mencakup olahraga untuk pembangunan dan perdamaian, olahraga untuk semua, 

integritas olahraga, ilmu olahraga, serta pengembangan industri dan pariwisata 

olahraga. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya ASEAN untuk 

memperkuat posisi olahraga sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kawasan 

yang lebih terstruktur. 
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Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dapat dianalisis 

menggunakan perspektif diplomacy through sports yang dikemukakan oleh Stuart 

Murray. Murray menjelaskan bahwa olahraga dapat berfungsi sebagai instrumen 

diplomasi untuk membangun kerja sama (cooperation), memperkuat kepercayaan 

(trust building), serta menciptakan ruang interaksi non-politik yang lebih fleksibel 

dibandingkan diplomasi formal (Murray, 2018). Namun, efektivitas diplomasi 

olahraga tidak hanya diukur dari intensitas interaksi, tetapi juga dari 

kemampuannya menghasilkan hasil yang konkret. AMMS berfungsi sebagai 

platform utama yang mengoordinasikan berbagai program olahraga regional, 

seperti ASEAN School Games dan ASEAN University Games, yang secara langsung 

mendorong interaksi antar atlet, pelatih, dan institusi olahraga di Kawasan (The 

ASEAN Magazine, 2023). Program-program tersebut menunjukkan bahwa 

olahraga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempertemukan aktor-aktor dari 

berbagai negara dalam ruang yang relatif bebas konflik, sehingga memungkinkan 

terciptanya komunikasi informal di luar jalur diplomasi formal. 

Selain itu, implementasi kerja sama ini juga mencerminkan upaya ASEAN 

dalam membangun people-to-people connectivity melalui kegiatan olahraga yang 

bersifat partisipatif dan inklusif. Dalam perspektif diplomacy through sports, 

aktivitas semacam ini berperan penting dalam membangun kepercayaan dan saling 

pengertian antarnegara anggota. ASEAN juga menggunakan olahraga untuk 

memperkuat identitas kawasan melalui promosi nilai-nilai bersama, seperti 

sportivitas, solidaritas, dan kerja sama (Murray, 2012). Dengan demikian, 

implementasi AMMS tidak hanya berfungsi sebagai koordinasi teknis olahraga, 

tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat integrasi sosial dan 

politik di kawasan Asia Tenggara. 

Implementasi ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020 menunjukkan bahwa 

ASEAN menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat 

hubungan antarnegara anggota melalui berbagai program kolaboratif. AMMS 

mengoordinasikan kegiatan seperti ASEAN School Games, ASEAN University 

Games, dan pertukaran pelatih serta atlet sebagai sarana interaksi lintas negara 

(ASEAN Main Portal, 2026b). Program tersebut mencerminkan praktik diplomacy 

through sports sebagaimana dikemukakan oleh Stuart Murray, yaitu penggunaan 
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olahraga secara strategis untuk membangun hubungan dan komunikasi antar 

Masyarakat (Murray, 2018). ASEAN memanfaatkan olahraga untuk meningkatkan 

konektivitas sosial dan memperkuat identitas kawasan melalui partisipasi bersama 

dalam kegiatan olahraga.  

Negara anggota berpartisipasi aktif dalam program tersebut dengan tujuan 

memperluas jaringan kerja sama dan meningkatkan pemahaman antarbudaya. 

Kegiatan pertukaran dan kompetisi olahraga menciptakan ruang interaksi informal 

yang tidak selalu dapat dicapai melalui diplomasi formal. AMMS menjalankan 

fungsi koordinatif dalam memastikan keberlangsungan program-program tersebut 

di tingkat regional. Namun, implementasi pada periode ini masih berfokus pada 

pelaksanaan kegiatan tanpa mekanisme evaluasi yang terstruktur terhadap 

dampaknya. ASEAN belum menetapkan indikator yang jelas untuk mengukur 

efektivitas program terhadap tujuan diplomasi kawasan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa implementasi masih berada pada tahap penguatan hubungan sosial melalui 

olahraga sebagai sarana diplomasi regional. 

Pada periode ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025, implementasi kerja 

sama olahraga ASEAN mengalami perkembangan dengan pendekatan yang lebih 

sistematis dan terarah. AMMS mengintegrasikan prinsip monitoring and evaluation 

(M&E) serta menetapkan indikator kinerja untuk menilai capaian program secara 

lebih terukur (ASEAN Main Portal, 2026c). ASEAN tetap menggunakan olahraga 

sebagai instrumen diplomasi, tetapi dengan pendekatan yang lebih terencana dan 

melibatkan berbagai aktor. Program kerja sama melibatkan organisasi internasional 

seperti UNESCO dan UNICEF (United Nations Children's Fund) dalam 

mendukung pengembangan olahraga di kawasan. Keterlibatan aktor non-negara 

menunjukkan adanya perluasan praktik diplomasi olahraga ke dalam bentuk 

jaringan kerja sama yang lebih luas.  

ASEAN mengembangkan program pelatihan, peningkatan kapasitas, serta 

kampanye gaya hidup sehat sebagai bagian dari agenda diplomasi olahraga. 

Program tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antarnegara sekaligus 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga. AMMS berperan 

dalam mengoordinasikan pelaksanaan program serta memastikan keterlibatan 

seluruh negara anggota. Meskipun demikian, fokus implementasi masih didominasi 
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oleh pembangunan relasi dan kerja sama dibandingkan dengan pencapaian hasil 

yang bersifat kompetitif. Dengan demikian, implementasi periode ini menunjukkan 

penguatan fungsi olahraga sebagai instrumen diplomasi yang lebih terstruktur, 

namun tetap berorientasi pada hubungan sosial dan kerja sama regional.  

 

4.1.3.1 Implementasi ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020 

 

Pada periode ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020, pengembangan 

program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan bahwa AMMS 

memanfaatkan olahraga sebagai instrumen diplomasi kawasan melalui berbagai 

kegiatan kolaboratif. AMMS mengoordinasikan program seperti ASEAN School 

Games, ASEAN University Games, serta pengembangan Traditional Sports and 

Games (TSG) sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarnegara. 

ASEAN juga melaksanakan kegiatan coaching clinic, pelatihan pelatih, dan 

pertukaran atlet untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia olahraga 

(ASEAN Main Portal, 2026b).  

Implementasi diplomacy through sports dalam ASEAN pada periode 2016–

2020 menunjukkan tingkat aktivitas yang cukup tinggi dengan dukungan data 

implementasi yang terukur. ASEAN mengembangkan sebanyak 36 program utama 

yang dijabarkan ke dalam 156 aktivitas yang dilaksanakan di tingkat nasional, 

regional, dan global. Program tersebut diimplementasikan oleh negara anggota, 

Sekretariat ASEAN, serta mitra dialog dan organisasi terkait. Data menunjukkan 

bahwa tingkat penyelesaian program mencapai 86 persen atau 31 dari 36 program 

berhasil dilaksanakan hingga akhir periode (ASEAN Main Portal, 2026b). 

Sementara itu, 14 persen program lainnya dilanjutkan ke periode berikutnya dalam 

ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025.  

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi program kerja sama 

olahraga ASEAN berjalan secara aktif dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan 

Mid-Term Review pada tahun 2019 menunjukkan adanya upaya evaluasi terhadap 

pelaksanaan program. ASEAN juga menggunakan ASCC Implementation-Focused 

Monitoring System sebagai acuan dalam memantau perkembangan program 

(ASEAN Main Portal, 2026c). Mekanisme ini mencerminkan adanya upaya awal 
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dalam membangun monitoring system dalam kerja sama olahraga. Dengan 

demikian, pengembangan program pada periode ini tidak hanya berbasis aktivitas, 

tetapi juga mulai mengarah pada pendekatan evaluatif. 

Tingginya jumlah program dan aktivitas tersebut perlu dilihat tidak hanya 

dari sisi implementasi, tetapi juga dari orientasi kebijakan yang dihasilkan. Dalam 

perspektif diplomacy through sports menurut Stuart Murray, efektivitas diplomasi 

olahraga tidak hanya diukur dari intensitas interaksi atau jumlah program yang 

dijalankan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menghasilkan hasil 

strategis (Murray, 2012). Dengan demikian, capaian 86 persen Implementasi 

AMMS menunjukkan perkembangan dalam penguatan mekanisme kerja sama 

olahraga regional pada level aktivitas dan koordinasi, namun belum secara otomatis 

mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan daya saing olahraga. Hal ini 

mengindikasikan bahwa implementasi masih lebih kuat pada proses dibandingkan 

hasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Distribusi Aktivitas ASEAN Work Plan on Sports 2016-2020 

Sumber: ASEAN Main Portal, 2026 

 

Distribusi aktivitas program menunjukkan bahwa fokus utama ASEAN 

berada pada penguatan kesadaran kawasan melalui olahraga. 

1. Key Element 1 sebanyak 55 persen aktivitas berada pada promote awareness 

of ASEAN through sporting activities. ASEAN menggunakan kegiatan olahraga 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap identitas regional.  
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2. Key Element 2 yaitu 28 persen aktivitas difokuskan pada mutually beneficial 

sports exchange programs. Program ini mencakup pertukaran atlet, pelatih, serta 

kerja sama antarnegara dalam pengembangan olahraga.  

3. Key Element 3 sebanyak 12 persen aktivitas diarahkan pada penguatan gaya 

hidup sehat masyarakat.  

4. Key Element 4 yaitu 6 persen aktivitas yang difokuskan yaitu capacity 

building and skills programs untuk olahraga kompetitif (ASEAN Main Portal, 

2026c).  

Distribusi aktivitas tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan 

orientasi kebijakan dalam kerja sama olahraga ASEAN. Dominasi program pada 

aspek kesadaran kawasan dan pertukaran sosial mengindikasikan bahwa olahraga 

lebih difungsikan sebagai instrumen integrasi dan komunikasi regional. Dalam 

pendekatan diplomacy through sports Stuart Murray, kondisi ini mencerminkan 

perkembangan pada relationship building, tetapi sekaligus menunjukkan 

keterbatasan pada performance oriented (Murray, 2012). Rendahnya proporsi 

program yang berfokus pada olahraga kompetitif (6 persen) menjadi indikasi bahwa 

kerja sama regional belum diarahkan secara sistematis untuk mendukung 

pengembangan atlet elit dan peningkatan performa internasional. 

Pengembangan program juga menunjukkan adanya kesinambungan 

kebijakan melalui pengalihan beberapa program ke periode berikutnya. Terdapat 

lima program utama yang dibawa ke ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025 

sebagai bagian dari kelanjutan implementasi. Program tersebut meliputi penguatan 

mekanisme Traditional Sports and Games, proyek outreach komunitas yang 

melibatkan atlet ASEAN, publikasi indikator olahraga, pembentukan ASEAN 

Centre of Excellence, serta pelatihan manajemen fasilitas olahraga (ASEAN Main 

Portal, 2026c). Program-program ini menunjukkan bahwa ASEAN mulai 

mengembangkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan olahraga 

kawasan. Selain itu, program tersebut juga mencerminkan upaya untuk memperkuat 

aspek kelembagaan dan manajerial dalam sistem olahraga.  

ASEAN juga mulai memperhatikan pentingnya data dan indikator dalam 

pengembangan kebijakan olahraga. Namun, program yang dikembangkan masih 

belum secara langsung terhubung dengan sistem pembinaan atlet elit di tingkat 
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nasional. Fokus program masih berada pada penguatan kapasitas umum dan kerja 

sama antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan program lebih 

diarahkan pada fungsi diplomasi sosial dibandingkan fungsi peningkatan daya 

saing. Dengan demikian, meskipun jumlah dan implementasi program cukup tinggi, 

orientasi yang diambil masih belum sepenuhnya mendukung peningkatan performa 

kompetitif Kawasan. 

Pengembangan program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN pada 

periode 2016–2025 menunjukkan adanya peningkatan intensitas dan kompleksitas 

implementasi kebijakan melalui. Namun, jika dianalisis menggunakan elite sports 

development framework, orientasi program yang dikembangkan ASEAN masih 

menunjukkan dominasi pada dimensi mass participation dan capacity building, 

sementara dimensi elite sport development belum menjadi prioritas utama. Kondisi 

ini dapat dilihat dari distribusi aktivitas pada periode 2016–2020 yang 

menempatkan 55 persen program pada peningkatan kesadaran kawasan melalui 

olahraga dan hanya 6 persen yang secara langsung berkaitan dengan penguatan 

olahraga kompetitif. 

Dalam konteks implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS, 

pengembangan kapasitas olahraga nasional menjadi salah satu aspek penting dalam 

peningkatan daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Work Plan on 

Sports 2016–2020 dan 2021–2025 menempatkan beberapa agenda strategis seperti 

pengembangan pelatih, sport science, women in sport, anti-doping, dan capacity 

building sebagai bagian dari penguatan sistem olahraga kawasan. Meskipun 

implementasinya dilakukan pada level regional, efektivitas hasil tetap sangat 

bergantung pada kapasitas domestik masing-masing negara dalam membangun 

elite sport secara nasional.  

Indonesia menjadi salah satu contoh negara ASEAN yang menunjukkan 

keterkaitan antara pengembangan sistem olahraga nasional dengan peningkatan 

prestasi olahraga internasional. Keberhasilan elite sports system di Indonesia 

memainkan peran dalam pembangunan dan konstruksi identitas bangsa (Rahadian 

dkk., 2021). Peran strategis dalam elite sports system dapat bermanfaat dengan 

mempertimbangkan visi untuk diintegrasikan secara efektif dalam pencapaian 

tujuan (Molan dkk., 2019). Selain itu, arah kebijakan dan rencana strategis 
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merupakan acuan dalam penentuan skala prioritas pembangunan olahraga 

(Rahadian, 2021).  

Seiring perkembangannya, keberhasilan olahraga digambarkan sebagai 

simbol kebangkitan nasional dan juara olahraga menjadi ikon nasional. Status dan 

kekuatan olahraga Indonesia di antara negara-negara lain diukur dari keberhasilan 

negara dalam pencapaian prestasi di ajang-ajang olahraga internasional. Dalam 

konteks ini, pengembangan elite sports devepoment framework dapat dimaknai 

sebagai proses pembinaan cabang olahraga unggulan yang ditujukan untuk 

menghadapi kompetisi yang tepat (Kidd, 2008), baik pertandingan maupun 

perlombaan mulai dari tingkat regional hingga internasional. 

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia dilaksanakan 

melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan 

bakat dan peningkatan prestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 (UU No. 3 Tahun 2005, 2005). Sistem 

pembinaan dan pengembangan atlet elit di Indonesia yang diadaptasi dari elite 

sports development framework yang berorientasi pada beberapa prioritas utama, 

yaitu pembangunan fasilitas elit, pendanaan, dukungan bagi atlet, penyediaan 

pelatihan dan ilmu keolahragaan, serta kesempatan bertanding yang dipusatkan 

melalui pemusatan latihan nasional (Pelatnas) untuk menghadapi kompetisi 

internasional seperti Asian Games 2018 (Rahadian, 2021).  

Pelaksanaan program-program pembangunan olahraga tersebut dilakukan 

secara sistematis dan terpadu. Dalam perspektif Houlihan & Green (2008), 

keberhasilan elite sports development framework bukan hanya berkaitan dengan 

pencapaian prestasi, tetapi juga menyangkut pengakuan diplomatik, persaingan 

ideologi, serta manfaat politik dan ekonomi yang diperoleh negara melalui olahraga 

internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa elite sports development 

framework telah berkembang menjadi bagian dari instrumen pembangunan 

nasional dan identitas negara. Di sisi lain, keberhasilan atlet elit juga menjadi fokus 

utama pembuat kebijakan dalam meningkatkan posisi perolehan medali, meskipun 

pengelolaan elite sports system jauh melampaui faktor meso-level dalam kebijakan 

olahraga (Sotiriadou & De Bosscher, 2017).  
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Implementasi kebijakan elite sports development framework Indonesia juga 

terlihat dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Pemerintah Indonesia 

mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 48 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018 (PERPRES No. 48 Tahun 

2017, 2017), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Prestasi Olahraga Nasional (PPON) (PERPRES No. 95 Tahun 2017, 2017), serta 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Asian Games 2018 (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional (SKN), 2022). Dukungan kebijakan tersebut memperlihatkan adanya 

pendekatan sistemik dalam pembangunan elite sports development framework 

Indonesia. 

Pencapaian Indonesia dalam Asian Games 2018 juga memperlihatkan 

adanya peningkatan performa olahraga nasional. Indonesia berhasil memperoleh 31 

medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu serta menempati peringkat 

keempat dari 45 negara peserta Asia. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi 

tertinggi Indonesia sepanjang sejarah Asian Games sejak 1951. Keberhasilan 

tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan pemusatan latihan nasional, dukungan 

pemerintah, pembangunan fasilitas olahraga, serta penguatan sport science dan 

sistem pembinaan atlet elit secara lebih terstruktur. 

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dapat dipahami 

memiliki keterkaitan dengan penguatan kapasitas olahraga nasional negara-negara 

anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Agenda kerja sama seperti pengembangan 

pelatih, sport science, women in sport, anti-doping, dan capacity building 

menunjukkan adanya upaya regional untuk memperkuat pengembangan olahraga 

kawasan. Oleh karena itu, kontribusi AMMS terhadap daya saing atlet lebih tepat 

dipahami sebagai mekanisme fasilitasi, koordinasi, dan penguatan kapasitas 

regional dibandingkan sebagai faktor tunggal yang secara langsung menentukan 

peningkatan prestasi olahraga internasional. 

 



55 

 

 

 

4.1.3.2 Implementasi ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025 

 

Pada periode ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025, implementasi 

AMMS menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih strategis dan 

terukur dalam pengembangan kerja sama olahraga kawasan. ASEAN mulai 

menerapkan mekanisme monitoring and evaluation (M&E) serta menetapkan key 

performance indicators (KPIs) untuk menilai capaian program secara sistematis. 

ASEAN juga mengintegrasikan program olahraga dengan agenda SDGs dan 

ASEAN Community Vision 2025 sebagai bagian dari arah kebijakan jangka panjang. 

AMMS mengembangkan program seperti capacity building untuk pelatih dan 

tenaga profesional olahraga, kampanye gaya hidup sehat, penguatan sport science, 

serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, JSPO 

(Join Statement on Sports Policy), ACSF, FIFA (Fédération Internationale de 

Football Association) (ASEAN Main Portal, 2026).   

Pada periode ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025, pengembangan 

program kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan struktur yang lebih sistematis 

dengan pembagian ke dalam lima Priority Areas, lima belas program, dan tiga 

puluh enam aktivitas utama. ASEAN merancang kebijakan ini untuk mendukung 

ASEAN Community Vision 2025 dengan menempatkan olahraga sebagai instrumen 

pembangunan sosial dan perdamaian kawasan. ASCC menjadi kerangka utama 

yang mengintegrasikan program olahraga dengan agenda pembangunan regional 

(ASEAN Main Portal, 2026).  

Implementasi ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025 merupakan upaya 

strategis kawasan untuk mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2025 melalui 

penguatan kerja sama keolahragaan yang berintegritas serta berfungsi sebagai 

sarana kemajuan pembangunan sosial-budaya dan perdamaian. Secara operasional, 

rencana kerja ini menerapkan prinsip kepemimpinan negara (Country Leadership), 

di mana setiap Negara Anggota ASEAN diwajibkan untuk menginisiasi atau 

memimpin setidaknya satu kegiatan guna memastikan fokus pada aktivitas yang 

digerakkan oleh aspirasi regional (ASEAN Main Portal, 2017).  
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Dukungan sumber daya untuk implementasi ini dimobilisasi melalui 

pendanaan mandiri negara pelaksana, pendanaan kolektif, serta kolaborasi dengan 

mitra wicara, organisasi internasional, dan lembaga pemikir (think tanks). Selain 

itu, mekanisme monitoring and evaluation (M&E) dilakukan secara berkala oleh 

Direktorat Analisis dan Pemantauan Sekretariat ASEAN untuk dilaporkan kepada 

SOMS untuk Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (SOCA), dengan menggunakan 

key performence indicator (KPI) yang dinamis guna memastikan kemajuan yang 

terukur.  

 

Gambar 4.7 Distribusi Aktivitas ASEAN Work Plan on Sports 2021-2025 

Sumber: ASEAN Main Portal, 2026 

 

ASEAN menetapkan Priority Area 1 yaitu Sports’ Contribution to Key 

Development Hasils and Peace dengan kontribusi sebesar 29 persen dari total 

aktivitas program. Program dalam area ini meliputi Programme 1.1 tentang 

pengembangan referensi berbasis bukti kebijakan olahraga, Programme 1.2 tentang 

partisipasi perempuan dalam olahraga, Programme 1.3 tentang pemberdayaan 

penyandang disabilitas, dan Programme 1.4 tentang keterlibatan pemuda (ASEAN 
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Main Portal, 2026). Program-program ini menempatkan olahraga sebagai 

instrumen untuk membangun masyarakat inklusif dan damai.  

Fokus utama dari bidang prioritas ini mencakup pengembangan standar 

berbasis bukti untuk mengukur kontribusi olahraga terhadap pembangunan, 

promosi partisipasi perempuan dan anak perempuan termasuk kepemimpinan, 

aksesibilitas, dan keamanan, serta pemberdayaan pemuda berkebutuhan khusus dan 

penyandang disabilitas melalui media olahraga. Kebijakan ini berlandaskan pada 

Vientiane Declaration on Sports Cooperation in ASEAN (2013) dan diselaraskan 

dengan Kazan action plan untuk mendukung pencapaian SDGs serta memperkuat 

peran olahraga sebagai bentuk perdamaian dan toleransi (ASEAN Main Portal, 

2019). 

Implementasi bidang prioritas ini dijabarkan ke dalam lima program utama 

dengan berbagai aktivitas yang dipimpin oleh negara-negara anggota, sebagai 

berikut: Programme 1.1: Pengembangan referensi berbasis bukti mengenai 

kontribusi olahraga terhadap hasil pembangunan. Aktivitasnya meliputi 

penyelenggaraan simposium mengenai olahraga untuk pembangunan dan 

perdamaian oleh Sekretariat ASEAN, serta analisis kontribusi olahraga terhadap 

hasil pembangunan sosial-ekonomi di setiap negara anggota yang dipimpin oleh 

Singapura (ASEAN Main Portal, 2026). Programme 1.2: Promosi partisipasi 

perempuan dan anak perempuan dalam olahraga. Program ini mencakup dialog 

kebijakan seperti Forum Pemimpin Perempuan ASEAN dalam Olahraga yang 

dipimpin oleh Myanmar, Simposium Perempuan ASEAN dalam Olahraga oleh 

Malaysia, serta proyek kerja sama ASEAN-Jepang untuk kesetaraan gender dalam 

olahraga (ASEAN Main Portal, 2026).  

Programme 1.3: Pemberdayaan penyandang disabilitas (PWDs) dan 

pemuda berkebutuhan khusus melalui inisiatif olahraga. Aktivitas utamanya adalah 

penyelenggaraan Konvensi ASEAN tentang PWDs dalam Olahraga yang dipimpin 

oleh Malaysia, serta pelatihan promosi kesehatan dan pertolongan pertama bagi 

atlet Special Olympics yang dipimpin oleh Indonesia (ASEAN Main Portal, 2026). 

Programme 1.4: Pelibatan pemuda dalam olahraga untuk pengembangan 

keterampilan. Program ini mencakup funshop SDGs pemuda dan olahraga bersama 

UNESCO, program pelatihan kepemimpinan etis pemuda oleh Myanmar, serta 
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penyelenggaraan rutin ASEAN School Games oleh negara-negara tuan rumah 

(ASEAN Main Portal, 2026). Programme 1.5 (Aktivitas iii dari Programme 1.4): 

Pencegahan kejahatan pemuda melalui olahraga. Tailan, melalui Tailan Institute of 

Justice (TIJ), memimpin inisiatif komprehensif mulai dari studi dasar, kampanye 

peningkatan kesadaran, hingga penyelenggaraan Konferensi ASEAN tentang 

Pencegahan Kejahatan Pemuda melalui Olahraga (ASEAN Main Portal, 2026). 

Menurut Stuart Murray yang menekankan penggunaan olahraga sebagai 

sarana membangun hubungan sosial dan persepsi positif antarnegara (Murray, 

2012). ASEAN menggunakan olahraga untuk memperkuat kohesi sosial dan 

membangun identitas kawasan melalui partisipasi masyarakat. Secara langsung 

program pada area ini menunjukkan orientasi kuat pada pembangunan sosial 

melalui olahraga.  

Selanjutnya, ASEAN mengembangkan Priority Area 2 yaitu Promotion of 

Healthy Lifestyle through Sports Participation and Physical Activities dengan 

kontribusi sebesar 25 persen aktivitas (ASEAN Main Portal, 2026). Mengusung 

slogan Sports for All: Kolaborasi menuju Komunitas ASEAN yang lebih sehat dan 

aktif, Program dalam area ini mencakup Programme 2.1 tentang platform 

pertukaran pengetahuan untuk promosi kesehatan dan Programme 2.2 tentang 

penguatan ASEAN Physical Fitness Indicators (APFI). ASEAN menggunakan 

program ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat 

melalui aktivitas olahraga (ASEAN Main Portal, 2026). Program ini juga 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas, dan 

organisasi kesehatan.  

Implementasi bidang prioritas ini difokuskan pada dua program utama yang 

melibatkan berbagai negara anggota sebagai pemimpin kegiatan: Programme 2.1: 

Menyelenggarakan platform pertukaran pengetahuan dan pelibatan masyarakat. 

Fokusnya adalah mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk penuaan 

yang sehat dan aktif (healthy and active ageing). Aktivitas spesifiknya meliputi: 

Singapura memimpin pertukaran keahlian mengenai kesehatan melalui program 

Active Health. Vietnam melakukan kampanye kesadaran selama SEA Games ke-31 

dan ASEAN Para Games ke-10 terkait pengurangan bahaya tembakau, keamanan 

pangan, dan pencegahan COVID-19. Indonesia memimpin penyelenggaraan rutin 
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ASEANMove! Week melalui kolaborasi lintas sektor kesehatan. Lao PDR 

mengembangkan modul pelatihan gaya hidup sehat untuk kaum muda guna 

mencegah penyakit tidak menular (NCDs). Myanmar memimpin Proyek ASEAN 

Active (Inter) Generation yang bertujuan meningkatkan aktivitas fisik antara 

generasi muda dan lansia melalui festival olahraga hibrida dan pengembangan 

panduan aktivitas (ASEAN Main Portal, 2026). 

Programme 2.2: Memperluas jaringan ASEAN untuk implementasi APFI. 

Program ini bertujuan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam memajukan 

inisiatif APFI guna mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti. Tailan 

memimpin program ini melalui pembentukan Kelompok Kerja Teknis, 

pengumpulan data kebugaran di tingkat nasional, serta publikasi laporan indikator 

olahraga yang dapat diakses secara daring. Secara kontekstual, bidang ini 

merupakan kelanjutan dari mandat Vientiane Declaration on Sports Cooperation in 

ASEAN (2013) yang menekankan kebijakan Sports for All (ASEAN Main Portal, 

2026). Rencana kerja periode ini juga didasarkan pada hasil Survei Partisipasi 

Olahraga ACW 2021 yang dilakukan di 10 kota ASEAN untuk memberikan 

gambaran mengenai manfaat ekonomi dan sosial dari aktivitas fisik (Murray, 2012).  

Pada Priority Area 3 yaitu Professional Capacity Development, Sports 

Integrity and Sports Science dengan kontribusi sebesar 20 persen aktivitas, ASEAN 

menekankan penguatan kapasitas kelembagaan dan profesional olahraga (ASEAN 

Main Portal, 2026). Program yang dikembangkan meliputi Programme 3.1 tentang 

standardisasi pelatihan pelatih ASEAN, Programme 3.2 tentang pertukaran 

profesional dan pelatihan bersama, Programme 3.3 tentang anti-doping dan hukum 

olahraga, serta Programme 3.4 tentang pengembangan kebijakan dan manajemen 

olahraga (ASEAN Main Portal, 2026). Program ini menunjukkan adanya 

peningkatan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia olahraga. ASEAN 

juga mulai mengintegrasikan aspek sport science dan integritas olahraga dalam 

kebijakan regional.  Fokus bidang ini mencakup standarisasi program pelatihan 

pelatih, platform pertukaran profesional dengan mitra wicara ASEAN, inisiatif 

hukum olahraga dan anti-doping, serta pengembangan regulasi manajemen 

olahraga yang aman. 
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Implementasi bidang prioritas ini dijabarkan ke dalam empat program 

utama sebagai berikut: Programme 3.1: Standardisasi Program Pelatihan Pelatih 

ASEAN. Malaysia memimpin studi kelayakan mengenai pembentukan ASEAN 

Centre for Excellence in Sports Coaching. Hasil studi ini akan menentukan 

implementasi proyek standardisasi program pelatihan dan sertifikasi pelatih di 

seluruh kawasan. Programme 3.2: Pertukaran Profesional, Program Pelatihan 

Bersama, dan Platform Pengembangan Kapasitas. Program ini melibatkan kerja 

sama dengan mitra wicara dan pemangku kepentingan eksternal. Aktivitasnya 

meliputi: Lao PDR memimpin program pertukaran untuk bidang kedokteran 

olahraga, ilmuwan olahraga, dan ahli gizi olahraga. Singapura memfasilitasi 

pertukaran pejabat olahraga berkinerja tinggi melalui kunjungan ke Singapore 

Sports Institute (SSI), partisipasi dalam simposium ilmu olahraga, serta jaringan 

Association of Sports Institutes in Asia (ASIA). Malaysia menyelenggarakan 

simposium Women Can Coach serta dialog terkait kedokteran dan ilmu olahraga. 

Kamboja mengimplementasikan kursus penyegaran dan pengembangan kapasitas 

bagi guru-guru Pendidikan Jasmani di ASEAN (ASEAN Main Portal, 2026). 

Programme 3.3: Pelibatan Negara Anggota ASEAN dalam Inisiatif Hukum 

Olahraga dan Anti-Doping. Fokus utamanya adalah perlindungan integritas 

olahraga melalui edukasi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Inisiatifnya 

mencakup: Pelatihan ahli Therapeutic Use Exemption (TUE) dan simposium 

edukasi anti-doping yang dipimpin oleh Malaysia. Edukasi anti-doping di ajang 

olahraga besar (SEA Games dan ASEAN Para Games) serta pembangunan jaringan 

petugas kontrol doping oleh Singapura. Kursus pelatihan Petugas Kontrol Doping 

(DCO) dan seminar TUE oleh Filipina. Penandatanganan Nota Kesepahaman 

(MoU) resmi antara ASEAN dan World Anti-Doping Agency (WADA) yang 

difasilitasi oleh Singapura (ASEAN Main Portal, 2026). 

Programme 3.4: Berbagi Pengetahuan dan Pengembangan 

Kebijakan/Regulasi serta Manajemen Olahraga. Singapura memimpin upaya untuk 

memastikan lingkungan yang aman bagi seluruh atlet (Safe Sport) dan 

meningkatkan kesadaran terhadap segala bentuk pelecehan dalam olahraga melalui 

partisipasi rutin dalam forum-forum terkait (ASEAN Main Portal, 2026). Dalam 

perspektif diplomacy through sports, penguatan kapasitas ini menjadi instrumen 
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untuk meningkatkan kepercayaan antarnegara melalui standar dan praktik bersama. 

Program pertukaran profesional juga menciptakan jaringan kerja sama yang lebih 

luas antarnegara anggota (Murray, 2012).  

Pada Priority Area 4 yaitu Promoting ASEAN Awareness through Sports 

Activities, Sports Tourism and Sports Industry dengan kontribusi sebesar 15 persen 

aktivitas, ASEAN mengembangkan program yang berorientasi pada identitas 

kawasan dan ekonomi olahraga. Program yang dijalankan meliputi Programme 4.1 

tentang pencalonan tuan rumah ajang olahraga internasional seperti FIFA World 

Cup, Programme 4.2 tentang pertukaran masyarakat melalui olahraga dan 

revitalisasi TSG, serta Programme 4.3 dan 4.4 tentang pengembangan sport tourism 

dan sport industry. Program ini menunjukkan bahwa olahraga digunakan sebagai 

sarana untuk meningkatkan visibilitas ASEAN di tingkat global (ASEAN Main 

Portal, 2026). ASEAN juga memanfaatkan olahraga sebagai media untuk 

memperkuat interaksi masyarakat lintas negara.  

Fokus utama bidang ini meliputi persiapan pencalonan tuan rumah FIFA 

world cup, revitalisasi olahraga tradisional, serta pengembangan dialog mengenai 

industri dan pariwisata olahraga sebagai sektor yang tumbuh cepat. Implementasi 

bidang prioritas ini dijabarkan ke dalam tiga program utama dengan aktivitas 

sebagai berikut: Programme 4.1: Persiapan pengajuan (bidding) FIFA world cup 

2034 dan eksplorasi peluang tuan rumah bersama acara olahraga global lainnya. 

Aktivitas strategisnya mencakup: Pembentukan Kelompok Kerja Teknis (Technical 

Working Group) FIFA world cup 2034 yang dipimpin oleh Tailan. Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi Tahunan Kelompok Kerja Teknis yang dipimpin oleh Malaysia. 

Penyusunan naskah pengajuan (bid) untuk FIFA world cup 2034 yang dilakukan 

secara kolektif oleh Negara Anggota ASEAN (ASEAN Main Portal, 2026). 

Programme 4.2: Promosi pertukaran antar-masyarakat melalui kegiatan 

olahraga dalam konteks Sports for All dan Revitalisasi Olahraga dan Permainan 

Tradisional (TSG). Program ini menekankan bahwa TSG adalah warisan budaya 

takbenda yang memperkuat identitas dan kebanggaan regional. Aktivitasnya 

meliputi penelitian TSG ASEAN, pembuatan materi informasi, pengembangan 

perangkat (toolkit) perlindungan TSG di dunia modern, serta penyelenggaraan 

seminar dan festival TSG ASEAN (ASEAN Main Portal, 2026). 
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Programme 4.3: Promosi pertukaran pengetahuan dan dialog mengenai 

pariwisata olahraga dan industri olahraga di ASEAN. Inisiatif ini bertujuan 

memanfaatkan manfaat sosio-ekonomi dari olahraga melalui: ASEAN Dialogue on 

Sports Industry yang dipimpin oleh Tailan (ASEAN Main Portal, 2026). Pertemuan 

Bisnis Daring industri olahraga dan kesehatan dari wilayah ASEAN ke Jepang yang 

dipimpin oleh Jepang. program ini mencerminkan penggunaan olahraga sebagai 

alat untuk membangun citra kawasan dan memperluas jejaring internasional 

(Murray, 2012). Selain itu, pengembangan sport tourism menunjukkan adanya 

integrasi antara olahraga dan sektor ekonomi membuat kerja sama olahraga 

ASEAN berkembang ke arah multidimensional yang mencakup aspek sosial, 

budaya, dan ekonomi (Anholt, 2011).  

Terakhir, ASEAN mengembangkan Priority Area 5 yaitu Resource 

Mobilisation, Partner Engagement, and Monitoring and Evaluation dengan 

kontribusi 11 persen yang berfokus pada penguatan tata kelola kerja sama olahraga. 

Program dalam area ini meliputi Programme 5.1 tentang pembentukan ASEAN 

Sports Fund dan Programme 5.2 tentang Monitoring, Evaluation, and Learning 

Cycle (ASEAN Main Portal, 2026). ASEAN menggunakan program ini untuk 

memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan olahraga. Selain 

itu, ASEAN juga memperkuat kerja sama dengan mitra dialog dan organisasi 

internasional dalam pelaksanaan program. Mekanisme monitoring dan evaluation 

menunjukkan bahwa ASEAN mulai mengadopsi pendekatan berbasis kinerja dalam 

pengelolaan program.  

Fokus utama bidang ini adalah mengatasi tantangan yang diidentifikasi dari 

rencana kerja periode sebelumnya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, 

keahlian, dan pendanaan, melalui pembentukan kemitraan strategis dengan entitas 

ASEAN, organisasi olahraga, serta Mitra Wicara ASEAN. Implementasi bidang 

prioritas ini dibagi menjadi dua program utama sebagai berikut: Programme 5.1: 

Pembentukan Dana Olahraga ASEAN dan Penguatan Kerja Sama dengan Mitra. 

Program ini bertujuan menciptakan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dan 

memperluas jaringan kolaborasi. Aktivitas utamanya meliputi: Sekretariat ASEAN 

memfasilitasi konsultasi antarnegara anggota untuk pembentukan Dana Olahraga 

ASEAN (ASEAN Sports Fund). Negara-negara anggota dan Sekretariat ASEAN 
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memperluas keterlibatan dengan pihak eksternal, termasuk mitra wicara dan 

organisasi internasional. Singapura memimpin adopsi Pernyataan Bersama tentang 

penguatan fondasi atlet ASEAN di SEA Games untuk menyelaraskan pemilihan 

cabang olahraga dengan standar Asian Games dan Olimpiade (ASEAN Main Portal, 

2026). 

Programme 5.2: Siklus Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran 

Implementasi Rencana Kerja. Program ini bertujuan memastikan kemajuan yang 

terukur melalui kerangka kerja yang sistematis. Aktivitasnya meliputi: 

Pengembangan kerangka M&E untuk mengukur kontribusi olahraga terhadap 

pembangunan nasional yang dipimpin oleh Ketua SOMS dengan dukungan 

Sekretariat ASEAN. Pelaksanaan Penilaian Jangka Menengah (Mid-Term 

Assessment) pada tahun 2023 dan Penilaian Akhir (End-of-Term Assessment) pada 

tahun 2025 untuk mengevaluasi efektivitas rencana kerja (ASEAN Main Portal, 

2026). 

Struktur program dalam ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025 masih 

menunjukkan dominasi pendekatan sport for development dibandingkan sport for 

performance. Meskipun terdapat penguatan pada aspek kapasitas profesional dan 

sport science, program yang dikembangkan belum secara langsung terhubung 

dengan sistem identifikasi bakat, pelatihan intensif, dan pengembangan atlet elit. 

Dalam perspektif Stuart Murray, kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi 

olahraga ASEAN telah terinstitusionalisasi secara lebih baik (Murray, 2018), 

namun belum sepenuhnya diarahkan untuk menghasilkan hasil kompetitif yang 

terukur. 

Dalam setiap programnya AMMS melibatan aktor non-negara yang 

menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN berkembang ke arah networked 

sport diplomacy yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam 

perspektif Murray, perkembangan ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga 

menjadi lebih terstruktur, berbasis kebijakan jangka panjang, dan melibatkan multi-

aktor dalam implementasinya (Murray, 2018). Namun, jika dianalisis lebih lanjut, 

implementasi masih menghadapi keterbatasan struktural dalam kaitannya dengan 

elite sports system. Program regional belum terhubung secara langsung dengan 

sistem identifikasi bakat, pelatihan atlet elit, dan pengembangan high performance 



64 

 

 

 

sport di tingkat nasional. Selain itu, terdapat ketimpangan kapasitas antarnegara 

anggota seperti Tailan, Vietnam, dan Indonesia yang memengaruhi efektivitas 

implementasi program. Fokus program masih didominasi oleh kegiatan capacity 

building umum seperti pelatihan dasar, workshop, dan knowledge sharing. 

Pengembangan program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN melalui 

AMMS menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi kebijakan. Di satu sisi, 

ASEAN berkembang membangun sistem kerja sama yang aktif, terstruktur, dan 

berbasis multi-aktor. Namun di sisi lain, orientasi program yang dominan pada 

aspek sosial, partisipatif, dan kapasitas umum menyebabkan kontribusi terhadap 

peningkatan daya saing atlet masih terbatas. Dengan demikian, implementasi 

diplomacy through sports di ASEAN lebih efektif dalam membangun hubungan dan 

integrasi kawasan dibandingkan dalam mendorong peningkatan performa 

kompetitif secara kolektif. 

Pengembangan program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN pada 

periode 2016–2025 menunjukkan adanya peningkatan intensitas dan kompleksitas 

implementasi kebijakan melalui. Namun, program yang dikembangkan ASEAN 

masih menunjukkan dominasi pada dimensi mass participation dan capacity 

building, sementara dimensi elite sport development belum menjadi prioritas utama. 

Kondisi ini dapat dilihat dari distribusi aktivitas pada periode 2016–2020 yang 

menempatkan 55 persen program pada peningkatan kesadaran kawasan melalui 

olahraga dan hanya 6 persen yang secara langsung berkaitan dengan penguatan 

olahraga kompetitif. 

Dalam konteks implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS, 

pengembangan kapasitas olahraga nasional menjadi salah satu aspek penting dalam 

peningkatan daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Work Plan on 

Sports 2016–2020 dan 2021–2025 menempatkan beberapa agenda strategis seperti 

pengembangan pelatih, sport science, women in sport, anti-doping, dan capacity 

building sebagai bagian dari penguatan sistem olahraga kawasan. Meskipun 

implementasinya dilakukan pada level regional, efektivitas hasil tetap sangat 

bergantung pada kapasitas domestik masing-masing negara dalam membangun 

elite sport system secara nasional.  
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4.2 Pembahasan 

 

4.2.1 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN dalam 

Diplomasi Olahraga 

 

Diplomasi olahraga semakin dipahami sebagai salah satu bentuk nyata 

penerapan soft power, olahraga memiliki kapasitas diplomatik yang signifikan 

karena karakteristiknya yang universal serta kemampuannya menjembatani 

berbagai perbedaan politik, budaya, dan ideologi (Murray & Pigman, 2014). 

Melalui aktivitas olahraga, negara dapat membangun dan menampilkan citra positif 

kepada masyarakat internasional, mempererat hubungan antarnegara, serta 

mendorong terbentuknya solidaritas lintas batas negara (Cha, 2016a). Dalam 

konteks ini, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga 

sebagai instrumen diplomasi yang mendukung pencapaian kepentingan politik dan 

hubungan internasional secara damai. 

Selain sebagai instrumen soft power, diplomasi olahraga juga memiliki 

peran penting dalam praktik middle power diplomacy, khususnya bagi negara-

negara yang berupaya memperkuat pengaruhnya melalui kerja sama multilateral. 

Negara-negara berkekuatan menengah cenderung mengedepankan pendekatan 

kolaboratif melalui institusi dan forum internasional, promosi norma bersama, serta 

pemanfaatan soft power untuk meningkatkan posisi diplomatik mereka (Cooper & 

Parlar Dal, 2016). Dalam perspektif tersebut, olahraga dapat menjadi sarana yang 

efektif bagi negara-negara middle power untuk memperluas jaringan kerja sama, 

meningkatkan visibilitas internasional, dan memperkuat perannya dalam tatanan 

regional maupun global. 

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS mencerminkan 

penggunaan olahraga sebagai instrumen diplomasi kawasan.  Melalui berbagai 

kebijakan dan program yang disepakati secara kolektif, negara-negara anggota 

ASEAN memanfaatkan olahraga tidak hanya sebagai sarana pengembangan 

prestasi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi kawasan. Implementasi kerja sama 

olahraga yang diwujudkan melalui ASEAN Work Plan on Sports, pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia olahraga, pertukaran pengetahuan, serta 
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penyelenggaraan berbagai ajang olahraga regional menunjukkan bagaimana 

olahraga digunakan untuk memperkuat hubungan antarnegara anggota dan 

membangun identitas kawasan yang lebih kohesif. Kondisi ini mencerminkan 

praktik diplomasi olahraga sebagaimana dijelaskan oleh Murray, baik melalui 

pendekatan diplomacy through sports yang menempatkan olahraga sebagai sarana 

kerja sama, maupun sport as diplomacy yang menjadikan olahraga sebagai arena 

representasi identitas dan eksistensi kawasan ASEAN di tingkat internasional. 

 

4.2.1.1 Pendekatan Diplomacy Through Sports 

 

Kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan karakter diplomacy through 

sports karena olahraga digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan 

antarnegara anggota. Melalui AMMS, negara-negara ASEAN membangun 

komunikasi, koordinasi kebijakan, serta pertukaran pengetahuan olahraga yang 

bertujuan meningkatkan kapasitas kawasan secara kolektif. Analisis terhadap 

dimensi Pengembangan Program Kerja Sama Olahraga dalam kerangka diplomasi 

olahraga ASEAN menunjukkan sebuah transformasi strategis di mana olahraga 

diposisikan sebagai instrumen diplomasi non-tradisional yang melampaui batas 

kompetisi fisik. Berdasarkan pendekatan Murray (2012), dimensi ini menekankan 

penggunaan olahraga sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial guna 

membangun persepsi positif serta hubungan internasional yang kooperatif.  

ASEAN mengimplementasikan prinsip ini melalui ASEAN Work Plan on 

Sports 2021–2025 yang mencakup diversifikasi program sangat luas untuk 

memperkuat identitas regional. Intensivitas praktik diplomasi kawasan tercermin 

dari peningkatan jenis dan cakupan inisiatif yang kini lebih terintegrasi dengan 

agenda global seperti SDGs. Program-program ini dirancang untuk menciptakan 

ruang dialog yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, seperti 

pembangunan sumber daya manusia yang tangguh. Melalui penyusunan standar 

berbasis bukti dalam Programme 1.1: Development of evidence based references on 

the contribution of sports to development outcomes, ASEAN berupaya mengukur 

dampak nyata olahraga bagi perdamaian (Murray, 2012). 
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Fokus utama dalam pengembangan program ini adalah aspek inklusivitas 

yang menyasar kelompok masyarakat rentan untuk memperkuat kohesi sosial di 

kawasan. Melalui Programme 1.2: Promotion of the participation of Women and 

Girls in Sports in ASEAN, negara-negara anggota aktif mendorong kepemimpinan 

perempuan melalui platform seperti ASEAN Forum for Women Leadership in 

Sports (ASEAN Main Portal, 2026c). Di sisi lain, pemberdayaan penyandang 

disabilitas dilakukan secara sistematis melalui Programme 1.3: Empowerment of 

persons with disabilities (PWDs) and youth with special needs through initiatives 

on sports guna meruntuhkan hambatan partisipasi fisik (ASEAN Main Portal, 

2026c). Pelibatan generasi muda juga diperkuat melalui Programme 1.4: 

Engagement of youth in sports for skills development serta inisiatif Promote Youth 

Crime Prevention Through Sports untuk mencegah kerentanan sosial (ASEAN 

Main Portal, 2026c). Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga 

ASEAN telah menyentuh dimensi human security dengan menempatkan 

kesejahteraan individu sebagai inti dari pembangunan komunitas. Keberagaman 

program tersebut menjadi bukti bahwa olahraga berfungsi sebagai media efektif 

untuk menyebarkan nilai toleransi antarbangsa (Murray, 2012). 

Selain aspek sosial, pengembangan program ini juga menyasar pada 

penguatan identitas budaya dan daya saing profesional di kancah internasional. 

Upaya revitalisasi dilakukan melalui Programme 4.2: Promote people to people 

exchange through sports activities in the context of Sports for All and the 

Revitalisation of Traditional Sports and Games (TSG) sebagai warisan budaya 

takbenda. TSG dipandang sebagai sarana diplomasi budaya yang vital untuk 

membangkitkan rasa memiliki dan kebanggaan regional di bawah visi One Vision, 

One Identity, One Community (ASEAN Main Portal, 2026c). Peningkatan 

profesionalisme atlet dan pelatih juga menjadi prioritas dalam Programme 3.1: 

Standardisation of ASEAN Coach Training Programmes serta pemanfaatan ilmu 

pengetahuan olahraga dalam advancement of sports science (ASEAN Main Portal, 

2026c). Ambisi global ASEAN secara kolektif pun diwujudkan melalui Programme 

4.1: Preparation for the bidding of FIFA World Cup 2034, yang bertujuan 

meningkatkan visibilitas kawasan di mata dunia secara masif. Melalui 

implementasi APFI, kawasan ini berupaya membangun masyarakat yang sehat dan 
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kompetitif secara global(ASEAN Main Portal, 2026c). Keseluruhan program ini 

menegaskan bahwa pengembangan kerja sama olahraga telah menjadi elemen 

permanen dalam memperkuat integrasi dan kemajuan di kawasan ASEAN. 

Dimensi koordinasi kelembagaan dalam kerja sama olahraga ASEAN 

merupakan manifestasi konkret dari strategi diplomasi kolektif yang terstruktur 

untuk memastikan keberlanjutan kebijakan regional. Kerangka kerja ini 

mengandalkan sinergi antara AMMS sebagai perumus kebijakan tingkat tinggi dan 

SOMS yang bertanggung jawab dalam operasionalisasi rencana kerja. Seluruh 

inisiatif ini diselaraskan dengan Strategic Measures of ASCC Blueprint 2025 guna 

mendukung visi pembangunan sosial-budaya kawasan yang inklusif dan 

berorientasi pada masyarakat (ASEAN Socio-Cultural Community, 2025) . Melalui 

mekanisme ini, olahraga ditempatkan sebagai instrumen integrasi fungsional dalam 

pilar ASCC untuk mencapai persatuan dan solidaritas regional. Pola interaksi yang 

berkelanjutan antarmekanisme ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan 

tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan diterjemahkan menjadi aksi nyata 

secara kolaboratif. Hal ini memperkuat rasa saling percaya di antara negara anggota 

melalui forum kebijakan yang teratur dan berkesinambungan demi mewujudkan 

identitas regional yang kuat. 

Efektivitas koordinasi ini diperkuat oleh peran teknis ASEAN Secretariat 

yang memfasilitasi monitoring serta mobilisasi sumber daya melalui program 

Monitoring, Evaluation and Learning Cycle of the Work Plan Implementation. 

Rencana kerja periode 2021–2025 menerapkan prinsip Country Leadership, di 

mana setiap negara anggota diwajibkan memimpin setidaknya satu aktivitas utama 

guna menjamin rasa kepemilikan dan fokus pada kegiatan yang digerakkan oleh 

aspirasi regional. Mekanisme pelaporan dilakukan secara berkala kepada Senior 

Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOCA) untuk 

memastikan transparansi dan akuntabilitas pencapaian key performance indicators 

(KPIs) (ASEAN Main Portal, 2026d). Dalam dimensi ini, intensitas interaksi 

kelembagaan menjadi kunci dalam menyebarkan praktik terbaik keolahragaan di 

antara para pejabat senior untuk mengatasi tantangan sumber daya manusia dan 

pakar teknis. Koordinasi yang sistematis ini juga melibatkan SOMS Chair dalam 

mengarahkan penilaian jangka menengah serta akhir guna memantau kontribusi 
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olahraga terhadap pembangunan nasional dan global. Struktur kelembagaan ini 

telah menciptakan ekosistem kerja sama yang dinamis, adaptif, dan mampu 

merespons tren global melalui pendekatan multidimensi. 

Dimensi koordinasi kelembagaan juga meluas melampaui batas internal 

melalui keterlibatan strategis dengan ASEAN Dialogue Partners serta berbagai 

organisasi internasional ternama. Pembentukan mekanisme kerja sama seperti 

AMMS+Japan, SOMS+Japan, serta kemitraan baru melalui AMMS+Tiongkok dan 

SOMS+Tiongkok mencerminkan perluasan jangkauan diplomasi olahraga ASEAN 

ke tingkat global (ASEAN Main Portal, 2024). Koordinasi eksternal ini 

memfasilitasi pertukaran pengetahuan dalam bidang ilmu keolahragaan dan 

manajemen kebijakan melalui kolaborasi dengan entitas seperti FIFA, UNESCO, 

WADA, serta Commonwealth Secretariat. Selain itu, sinergi lintas sektor dilakukan 

dengan badan sektoral kesehatan melalui kegiatan seperti ASEANMove! Week in 

collaboration with the SOMHD untuk mempromosikan gaya hidup aktif bagi 

masyarakat. Partisipasi aktif dalam forum internasional semacam ini membuktikan 

bahwa kerja sama olahraga ASEAN telah berevolusi menjadi platform diplomasi 

polilateral yang sangat intensif dan berdaya guna. Hubungan kemitraan yang 

didasarkan pada mutual interest and benefits ini memungkinkan ASEAN untuk 

memobilisasi dukungan finansial dan keahlian teknis secara lebih luas dari para 

mitra eksternal (ASEAN Main Portal, 2024). 

Dimensi hasil daya saing olahraga dalam kerangka diplomasi ASEAN 

bukan sekadar tentang partisipasi rutin, melainkan upaya sistematis untuk mencapai 

keunggulan kompetitif yang diakui secara global sebagai manifestasi kemajuan 

kawasan. ASEAN mengimplementasikan visi kompetitif ini melalui Priority Area 

3: Professional Capacity Development, Sports Integrity and Sports Science guna 

meningkatkan performa atlet di tingkat regional maupun internasional secara 

konsisten. Salah satu inisiatif kunci adalah Programme 3.1: Standardisation of 

ASEAN Coach Training Programmes yang bertujuan menciptakan ekosistem 

kepelatihan yang seragam dan berkualitas tinggi di seluruh kawasan Asia Tenggara 

(ASEAN Main Portal, 2026c). Penguatan kapasitas profesional ini selaras dengan 

argumen Murray bahwa kesuksesan atletik sering kali dieksploitasi oleh elit politik 

untuk mendemonstrasikan keunggulan sistem kenegaraan serta prestise nasional di 
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mata dunia. Melalui standardisasi ini, ASEAN berupaya membangun fondasi yang 

kokoh bagi para atlet agar mampu bersaing secara adil namun tetap memiliki daya 

dobrak yang kompetitif di panggung internasional (Murray, 2012). 

ASEAN secara sadar memposisikan ajang regional sebagai batu loncatan 

menuju kompetisi yang lebih prestisius melalui Joint Statement on Cementing 

Strong Foundation for ASEAN Athletes at the Southeast Asian Games. Langkah 

strategis ini mencerminkan pemikiran Murray mengenai upaya negara untuk 

meningkatkan reputasi internasional sebuah negara (international prestige) dan 

memperbaiki citra nasional melalui kesuksesan di acara olahraga besar berskala 

global (Murray, 2012). Penyelarasan cabang olahraga di SEA Games dengan 

standar Asian Games dan Olympic Games dilakukan agar jalur prestasi atlet 

menjadi lebih stabil serta progresif menuju panggung dunia yang lebih luas. Selain 

itu, advancement of sports science menjadi pilar penting melalui Programme 3.2: 

Professional exchange, joint training Programmes and capacity development 

platforms yang melibatkan ahli nutrisi, kedokteran olahraga, hingga ilmuwan 

olahraga (ASEAN Main Portal, 2026c). Murray menekankan bahwa dalam era 

informasi modern, olahraga telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting 

dalam mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. yang dapat mengubah 

persepsi publik asing secara drastis melalui performa fisik yang tingkatnya tinggi 

(Murray & Pigman, 2014). Dengan mengintegrasikan sains olahraga secara 

mendalam, ASEAN berharap dapat mengoptimalkan performa atletik sekaligus 

meminimalkan risiko cedera sehingga tercipta keunggulan kompetitif kawasan 

yang berkelanjutan. 

Daya saing yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari aspek integritas 

serta etika yang diakui secara internasional guna menjaga kredibilitas hasil 

kompetisi tersebut di mata masyarakat global. Stuart Murray mengingatkan bahwa 

sisi gelap olahraga, seperti penggunaan doping dan kecurangan, dapat merusak 

reputasi negara dan menjadi bentuk sports anti-diplomacy yang sangat merugikan 

posisi diplomatik (Murray, 2018). Oleh karena itu, ASEAN memperkuat 

perlindungan integritas melalui Programme 3.3: Engagement of ASEAN Member 

States and relevant stakeholders in initiatives on sports law and anti-doping. 

Penandatanganan Memorandum of Understanding between ASEAN and the World 
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Anti-Doping Agency (WADA) merupakan langkah krusial untuk memastikan 

bahwa keunggulan atlet ASEAN diraih melalui proses yang jujur serta transparan 

(ASEAN Main Portal, 2026c). 

Sebagaimana dinyatakan Murray, diplomasi olahraga yang efektif harus 

mencerminkan identitas dan nilai yang dimiliki suatu negara (authenticity) dan 

kepatuhan terhadap aturan internasional, diplomasi olahraga dapat membangun 

kredibilitas negara dan menghindari dampak negatif yang timbul akibat 

pelanggaran etika maupun berbagai kontroversi dalam penyelenggaraannya 

(Murray, 2018). Melalui komitmen terhadap etika dan sportivitas ini, ASEAN tidak 

hanya mengejar perolehan medali, tetapi juga berupaya membangun identitas 

kawasan yang bersih, kompetitif, dan memiliki integritas tinggi di dalam struktur 

masyarakat olahraga internasional. 

 

4.2.1.2 Pendekatan Sport as Diplomacy 

 

Olahraga semakin diakui sebagai instrumen diplomasi yang efektif karena 

memiliki karakter universal yang mampu melintasi batas politik, budaya, maupun 

ideologi (Murray, 2020). Berbagai ajang olahraga internasional berskala besar, 

seperti Olimpiade, FIFA world cup, dan Asian Games, telah dimanfaatkan oleh 

banyak negara sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian 

kepentingan serta tujuan kebijakan luar negeri mereka (Grix & Brannagan, 2024). 

Kemampuan olahraga dalam mempertemukan individu dari beragam latar belakang 

melalui nilai sportivitas dan kompetisi yang adil menjadikannya ruang netral bagi 

terjalinnya interaksi diplomatik, yang dalam banyak situasi lebih sulit diwujudkan 

melalui mekanisme diplomasi tradisional (Trunkos & Heere, 2017).  

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan ajang 

olahraga internasional bergengsi, seperti Olimpiade, FIFA world cup, dan Asian 

Games, dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efektif untuk memperkuat soft 

power suatu negara. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, 

diplomasi olahraga berkembang menjadi instrumen penting yang digunakan untuk 

membuka ruang dialog, membangun kepercayaan, serta mendorong kerja sama 

antarnegara (Mirzayeva, 2024). Melalui olahraga, negara dapat memproyeksikan 
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citra yang positif sekaligus mempertegas identitas nasionalnya di hadapan 

masyarakat internasional (Murray, 2018). Selain itu, olahraga juga menyediakan 

ruang interaksi lintas budaya yang lebih terbuka dan inklusif dibandingkan dengan 

jalur diplomasi politik formal, sehingga mampu mempererat hubungan antarbangsa 

secara lebih fleksibel (Cha, 2016). 

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN menggunakan pendekatan sport 

as diplomacy untuk menjadikan setiap aktivitas fisik sebagai arena praktik 

diplomasi secara langsung. Stuart Murray menjelaskan bahwa olahraga memiliki 

kapasitas unik untuk mempertemukan negara-negara anggota yang memiliki 

keterbatasan saluran komunikasi konvensional. Dalam Programme 4.1 Preparation 

for the bidding of FIFA World Cup 2034 and explore opportunities to jointly host 

other global sports events (ASEAN Main Portal, 2026c). AMMS membentuk 

Kelompok Kerja Teknis di bawah kepemimpinan Tailan dan Malaysia menyusun 

draf pengajuan bersama (joint bidding) menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2034 

guna membangun citra positif kawasan. Pengajuan tuan rumah FIFA World Cup 

2034 tersebut mencerminkan identitas kolektif One ASEAN sebagai upaya 

memperkuat citra dan posisi ASEAN di tingkat internasional (Grix & Brannagan).  

Programme 4.1 dalam Rencana Kerja ASEAN di Bidang Olahraga 2021-

2025 memprioritaskan persiapan pengajuan bersama (joint bidding) untuk menjadi 

tuan rumah FIFA World Cup 2034. ASEAN membentuk Kelompok Kerja Teknis 

(TWG) di bawah kepemimpinan Tailan dan Malaysia untuk merancang draf 

pengajuan tersebut secara professional (ASEAN Main Portal, 2026c). sport as 

diplomacy memandang program pengajuan tuan rumah FIFA World Cup 2034 ini 

sebagai arena tempat berlangsungnya praktik diplomasi kawasan secara langsung. 

Inisiatif pengajuan bersama ini merepresentasikan identitas kolektif One ASEAN 

guna meningkatkan reputasi serta citra kawasan di mata publik internasional. 

Pertemuan koordinasi tahunan Kelompok Kerja Teknis memfasilitasi negosiasi 

diplomatik yang intensif guna menyelaraskan kepentingan nasional dari sepuluh 

negara anggota. Aktivitas olahraga berskala global ini berfungsi sebagai saluran 

komunikasi publik yang strategis untuk menunjukkan stabilitas politik serta 

ekonomi ASEAN kepada dunia. Penyelenggaraan acara olahraga besar mampu 
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menarik perhatian global terhadap informasi dan relasi antarnegara yang 

merupakan elemen esensial diplomasi.  

Indonesia menerapkan pendekatan sport as diplomacy melalui partisipasi 

atlet dalam SEAP Games 1965 di Kuala Lumpur saat konflik Konfrontasi sedang 

memuncak. Penyelenggaraan SEA Games 1979 di Jakarta menjadi sarana 

pemerintah untuk memproyeksikan citra semangat gotong royong kepada tetangga 

regional. Indonesia juga memanfaatkan momentum Asian Games 2018 guna 

memperkuat posisi sebagai kekuatan menengah (middle power) yang mampu 

menyatukan rivalitas kawasan (Hoffmann dkk., 2004).  

Pada tahun 2018, Indonesia memperoleh kesempatan untuk menjalankan 

praktik sport as diplomacy melalui penyelenggaraan Asian Games 2018. Asian 

Games menjadi arena diplomasi yang memiliki arti strategis bagi negara-negara di 

kawasan Asia. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan 

rumah membuka peluang besar bagi negara ini untuk memperkuat posisinya dalam 

dinamika politik internasional (Cai dkk., 2025). Selain menjadi wadah kompetisi 

olahraga, penyelenggaraan Asian Games 2018 juga mencerminkan berbagai 

dimensi sosial, budaya, dan politik yang saling berkaitan. 

Upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 berhasil menarik 

perhatian dunia melalui penampilan yang menonjolkan keberagaman budaya 

Nusantara. Berbagai simbol budaya, pertunjukan musik, dan tarian tradisional 

dimanfaatkan Indonesia sebagai sarana promosi budaya yang menunjukkan 

keterkaitan erat antara diplomasi olahraga dan nation branding. Melalui strategi 

tersebut, Indonesia berupaya membangun citra sebagai negara yang modern tanpa 

meninggalkan kekayaan tradisi yang dimilikinya. Dalam perspektif hubungan 

internasional, olahraga dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi yang mampu 

mengurangi ketegangan politik sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara 

melalui interaksi nonformal, baik dalam arena pertandingan maupun melalui 

berbagai aktivitas budaya yang menyertai penyelenggaraan acara olahraga 

internasional (Cha, 2016b) 

Selain itu, olahraga tradisional Indonesia juga memperoleh perhatian yang 

cukup besar selama Asian Games 2018 sebagai bagian dari upaya promosi budaya 

nasional. Pencak silat, yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, 
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diperkenalkan sebagai instrumen soft power yang berhasil menarik perhatian 

masyarakat internasional sekaligus memperlihatkan keunikan budaya Indonesia. 

Kehadiran pencak silat dalam ajang tersebut turut memperluas diplomasi Indonesia 

melalui pengenalan unsur-unsur budaya yang lebih mendalam melalui medium 

olahraga (Trotier, 2021b). Dalam konteks yang lebih luas, Asian Games 2018 juga 

berfungsi sebagai media komunikasi internasional yang merepresentasikan 

identitas negara dan berkontribusi dalam memperkuat reputasi serta pengakuan 

global terhadap Indonesia. Dengan demikian, ajang ini menjadi platform simbolik 

yang efektif dalam membangun dan memperkuat citra Indonesia melalui praktik 

diplomasi tidak langsung (Tjiang, 2025). 

Jika dikaitkan dengan konsep sport as diplomacy, pencak silat tidak hanya 

berfungsi sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Asian Games 2018, 

tetapi juga menjadi instrumen diplomasi budaya yang digunakan Indonesia untuk 

memperluas pengaruh dan memperkuat identitas nasional di tingkat internasional 

(Tjiang, 2025). Berbeda dengan cabang olahraga modern yang bersifat universal 

dan tidak memiliki keterikatan kuat dengan identitas negara tertentu, pencak silat 

merupakan warisan budaya Indonesia yang mengandung nilai sejarah, filosofi, dan 

identitas bangsa. Oleh karena itu, ketika Indonesia berhasil memasukkan pencak 

silat ke dalam Asian Games 2018, yang dipromosikan bukan hanya aspek 

kompetitif olahraga, tetapi juga budaya nasional yang melekat di dalamnya. 

Dalam perspektif diplomasi olahraga, pencak silat berfungsi sebagai 

instrumen soft power yang memungkinkan Indonesia memengaruhi persepsi 

masyarakat internasional melalui daya tarik budaya, bukan melalui tekanan politik 

maupun kekuatan ekonomi. Kehadiran pencak silat dalam Asian Games 

memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya 

lokal seperti sportivitas, disiplin, penghormatan terhadap lawan, dan harmoni yang 

menjadi bagian dari filosofi bela diri tersebut (Muhammad Miqdad, 2023). Dengan 

demikian, Indonesia menggunakan olahraga sebagai medium untuk menyampaikan 

narasi budaya kepada audiens internasional secara lebih efektif dan mudah diterima. 

Lebih jauh lagi, pencak silat dapat dipahami sebagai bentuk cultural 

branding dalam diplomasi olahraga Indonesia. Jika Korea Selatan memanfaatkan 

taekwondo sebagai simbol identitas nasional dan Jepang menggunakan judo 
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maupun karate sebagai representasi budayanya di dunia internasional, maka 

Indonesia berupaya menempatkan pencak silat pada posisi yang serupa. Melalui 

Asian Games 2018, Indonesia tidak hanya memperkenalkan pencak silat kepada 

negara-negara Asia, tetapi juga berusaha meningkatkan legitimasi internasional 

olahraga tersebut agar dapat diterima secara lebih luas dalam kompetisi global 

(Tjiang, 2025). Upaya ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga tidak selalu 

dilakukan melalui penyelenggaraan ajang olahraga internasional, tetapi juga 

melalui promosi cabang olahraga yang merepresentasikan identitas nasional. 

Dari sudut pandang nation branding, keberhasilan atlet Indonesia meraih 14 

dari 16 medali emas cabang pencak silat semakin memperkuat asosiasi antara 

Indonesia dan olahraga tersebut. Prestasi tersebut menciptakan citra bahwa 

Indonesia merupakan pusat perkembangan pencak silat dunia sekaligus pemilik 

otoritas budaya terhadap olahraga tersebut. Kondisi ini penting karena dalam 

diplomasi modern, pengakuan internasional terhadap suatu unsur budaya dapat 

meningkatkan reputasi negara asalnya dan memperkuat daya tarik nasional di mata 

dunia (Rahadian, 2021). 

Program ASEANMove! Week yang dikoordinasikan oleh Indonesia guna 

mempromosikan gaya hidup sehat melalui kolaborasi lintas sektor yang inklusif 

juga menunjukan adanya pendekatan sport as diplomacy digunakan. Aktivitas 

olahraga tersebut berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun narasi 

positif tanpa menggunakan kekuatan militer. Pemerintah pusat mengoordinasikan 

pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk menunjukkan kapasitas manajerial 

negara di mata dunia. Selain itu, partisipasi 45 negara anggota Olympic Council of 

Asia menunjukkan pengakuan internasional bahwa Indonesia tidak hanya menjadi 

tuan rumah yang sukses tetapi juga menempati posisi strategis dalam jaringan 

diplomasi olahraga Asia (Trotier, 2021b). Implementasi program olahraga ini pada 

akhirnya memperkuat nation branding Indonesia di panggung politik internasional. 

Malaysia dan Tailan menggunakan arena olahraga sebagai ruang negosiasi 

dan representasi politik yang sangat krusial di kawasan. Malaysia 

menyelenggarakan SEAP Games 1965 sebagai sinyal diplomatik untuk 

menunjukkan stabilitas nasional di tengah tekanan militer Konfrontasi. Perdana 

Menteri Tunku Abdul Rahman memosisikan ajang tersebut sebagai bukti komitmen 
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Malaysia terhadap perdamaian regional dan kerja sama multilateral (Creak & 

Trotier, 2024). Tailan bertindak sebagai pendiri SEAP Games 1959 guna 

mempererat hubungan persahabatan negara-negara di Semenanjung Asia Tenggara. 

Saat ini, Tailan mengelola inisiatif APFI guna mengumpulkan data kebugaran 

regional secara ilmiah bagi pembuat kebijakan.  

Vietnam, Laos, dan Kamboja memanfaatkan ajang SEA Games sebagai 

arena untuk membuktikan integrasi penuh mereka ke dalam komunitas regional 

pasca-konflik. Vietnam melakukan rekonsiliasi regional melalui kembalinya 

partisipasi atlet dalam SEA Games 1989 setelah absen selama empat belas tahun 

akibat perang. Penyelenggaraan SEA Games 2003 menjadi tonggak sejarah bagi 

Vietnam untuk memamerkan keberhasilan reformasi kebijakan Doi Moi kepada 

publik internasional (Creak & Trotier, 2024). Laos menyelenggarakan SEA Games 

2009 guna menunjukkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional 

setelah isolasi yang panjang (Creak & Trotier, 2024). Pemerintah Laos menerapkan 

diplomasi kreatif dengan menjalin kemitraan pembangunan fasilitas olahraga 

bersama Tiongkok dan Vietnam. Kamboja mengusulkan turnamen bola voli 

Friendship Match pada tahun 2011 sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik 

setelah sengketa perbatasan (Creak & Trotier, 2024). Atlet Kamboja tetap 

berpartisipasi dalam ajang internasional di Tailan meskipun ketegangan teritorial 

sedang berlangsung di wilayah perbatasan. Penyelenggaraan perdana SEA Games 

2023 oleh Kamboja akhirnya melengkapi status negara tersebut sebagai anggota. 

Seluruh aktivitas tersebut membuktikan bahwa olahraga mampu bertindak sebagai 

jembatan diplomatik ketika saluran komunikasi resmi mengalami kebuntuan. 

Singapura, Brunei Darussalam, dan Myanmar mengimplementasikan 

diplomasi olahraga melalui penguatan kapasitas profesional dan kepemimpinan di 

tingkat regional. Singapura memimpin penguatan integritas olahraga melalui 

penandatanganan memorandum of understanding resmi antara ASEAN dengan 

WADA (The Brunei Aquatics, 2021). Singapore Sports Institute (SSI) memfasilitasi 

pertukaran profesional kedokteran olahraga dan ilmuwan tingkat tinggi di kawasan 

Asia. Singapura juga aktif mengelola dialog kebijakan untuk memastikan 

lingkungan olahraga yang aman bagi seluruh atlet dari segala bentuk pelecehan 

(ASEAN Main Portal, 2026c). Brunei Darussalam menginisiasi program ASEAN 
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Youth Sports Camp guna memupuk kepemimpinan pemuda dan solidaritas regional 

sejak usia dini (ASEAN Main Portal, 2026c). Myanmar mengelola platform ASEAN 

Forum for Women Leadership in Sports untuk meningkatkan kepemimpinan dan 

keamanan bagi atlet Perempuan (ASEAN Main Portal, 2026c). Setiap negara 

anggota ASEAN memimpin setidaknya satu aktivitas spesifik dalam Rencana Kerja 

Olahraga guna menjamin kepemilikan bersama atas integrasi kawasan.  

 

4.2.2 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN dalam Elite 

Sports Development Framework 

 

Analisis terhadap hasil kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan bahwa 

hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal jika diukur dari peningkatan daya 

saing atlet di tingkat internasional. Meskipun implementasi program dalam ASEAN 

Work Plan on Sports 2016–2020 dan 2021–2025 menunjukkan tingkat aktivitas 

yang tinggi, hasil yang dihasilkan masih didominasi oleh aspek sosial dan 

kelembagaan. Dalam elite sports development framework milik Houlihan dan 

Green, kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa keterbatasan struktural yang 

memengaruhi efektivitas kebijakan olahraga kawasan.  

Secara konseptual, kerangka tersebut terdiri atas beberapa dimensi utama 

yang saling berkaitan, yaitu; Dimensi elite sport development menekankan 

pembangunan elite sport system melalui penguatan kualitas atlet, pelatih, fasilitas, 

kompetisi, dan dukungan sport science. Dimensi mass participation yang 

menekankan pengembangan partisipasi olahraga Masyarakat. Dimensi capacity 

building yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan, tata kelola, dan 

manajemen organisasi olahraga. Dimensi integrity and regulation yang mencakup 

penerapan aturan, pengawasan, dan kebijakan olahraga seperti anti-doping 

(Houlihan & Green, 2008). Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

desain program, tetapi juga dengan karakteristik kelembagaan ASEAN serta 

ketimpangan kapasitas antarnegara anggota (Houlihan & Green, 2008). Dengan 

demikian, analisis ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan belum 

optimalnya kontribusi kerja sama olahraga ASEAN terhadap peningkatan daya 

saing atlet. 
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Dalam perspektif Houlihan dan Green, keberhasilan peningkatan daya saing 

atlet sangat ditentukan oleh kekuatan elite sports system yang mencakup pembinaan 

atlet, sport science, serta dukungan fasilitas berstandar tinggi (Houlihan & Green, 

2008). Namun, program-program ASEAN pada periode awal lebih berfungsi 

sebagai instrumen diplomasi sosial dibandingkan sebagai mekanisme 

pengembangan performa atlet. Kegiatan seperti ASEAN School Games, pertukaran 

atlet, dan promosi TSG memang menciptakan ruang interaksi lintas negara, tetapi 

tidak secara langsung terhubung dengan sistem pembinaan atlet elit. Dengan 

demikian, meskipun aktivitas program tinggi, kontribusinya terhadap peningkatan 

performa kompetitif masih bersifat tidak langsung. 

Dalam perspektif De Bosscher dkk. (2009), keberhasilan elite sports 

development framework negara-negara maju ditentukan oleh pendekatan sistemik 

yang mencakup dukungan pendanaan olahraga, dukungan organisasi nasional, 

identifikasi pengembangan talenta, dukungan karir atlet, fasilitas pelatihan 

olahraga, kompetisi nasional dan internasional, serta riset ilmiah olahraga (De 

Bosscher dkk., 2009). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan elite 

sports development framework membutuhkan integrasi antara kebijakan nasional, 

sistem pembinaan olahraga, dan pengembangan kapasitas olahraga secara 

berkelanjutan. 

 

4.2.2.1 Dimensi Elite sport system  

 

Dalam dimensi elite sport system di tingkat Kawasan, Program kerja sama 

olahraga ASEAN yang tertuang dalam ASEAN Work Plan on Sports lebih banyak 

berfokus pada pertukaran, pelatihan atlet elit, dan peningkatan partisipasi 

masyarakat. Data implementasi periode 2016–2020 menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 6 persen aktivitas yang secara langsung berkaitan dengan penguatan 

olahraga kompetitif, sementara sebagian besar aktivitas difokuskan pada 

peningkatan kesadaran kawasan dan interaksi sosial melalui olahraga. Selain itu, 

dokumen ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025 juga tidak menunjukkan adanya 

pembentukan sistem pembinaan atlet elit secara regional, seperti mekanisme 
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identifikasi bakat lintas negara, pusat pelatihan berstandar tinggi, atau sistem 

kompetisi elit yang terintegrasi.  

Kualitas sistem pembinaan dan pengembangan atlet. Sistem pembinaan 

yang efektif mencakup identifikasi bakat sejak usia dini, pelatihan berjenjang, serta 

jalur karier atlet yang jelas (Hoffmann dkk., 2004). Negara dengan sistem 

pembinaan terstruktur mampu menghasilkan atlet yang siap bersaing di tingkat 

internasional (Houlihan dkk., 2010). Sebaliknya, sistem yang tidak terintegrasi 

menyebabkan proses regenerasi atlet terhambat. Kondisi ini banyak ditemukan di 

negara-negara Asia Tenggara yang masih mengandalkan pendekatan jangka 

pendek. Literatur menjelaskan bahwa keberhasilan elite sport system sangat 

bergantung pada efektivitas sistem pembinaan jangka panjang (Houlihan & Green, 

2008). Selain itu, integrasi antara lembaga pendidikan, federasi olahraga, dan 

pemerintah juga menjadi elemen penting. 

Program yang dikembangkan dalam Priority Area 3 memang mencakup 

pelatihan atlet elit dan penguatan kapasitas profesional, namun belum diarahkan 

secara spesifik pada pembentukan sistem high-performance sport. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengembangan elite sports development 

framework di tingkat kawasan yang menjadi faktor utama terbatasnya peningkatan 

daya saing atlet ASEAN. Kondisi sistem pembinaan olahraga di Asia Tenggara pada 

dasarnya masih berada dalam tahap berkembang dan belum sepenuhnya 

terinstitusionalisasi secara kuat seperti di negara-negara maju. Dalam perspektif 

kebijakan olahraga, keberhasilan prestasi internasional tidak berdiri sendiri, 

melainkan merupakan hasil dari sistem pembinaan yang terstruktur, terintegrasi, 

dan berkelanjutan dalam jangka Panjang (Hoye dkk., 2010). Mengacu pada elite 

sports development framework yang dikembangkan oleh Barrie Houlihan dan Mick 

Green, elite sport system yang efektif setidaknya mencakup beberapa komponen 

utama, yaitu pembangunan fasilitas elit, dukungan pendanaan, penyediaan 

pelatihan atlet elit dan sport science, serta struktur kompetisi yang terarah menuju 

ajang internasional (Houlihan & Green, 2008) . Model ini menjadi standar dalam 

menilai apakah suatu negara memiliki sistem pembinaan yang mampu 

menghasilkan atlet berprestasi global. 
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Dalam konteks Asia Tenggara, beberapa negara seperti Indonesia mulai 

mengadopsi pendekatan tersebut melalui sistem pembinaan nasional yang 

mencakup pelatihan terpusat (Pelatnas), dukungan sport science, serta penyediaan 

fasilitas dan pendanaan untuk atlet elit (Rahadian dkk., 2021). Keberhasilan 

pendekatan ini dapat dilihat, misalnya, pada capaian Indonesia dalam Asian Games 

2018 yang berhasil meraih 31 medali emas dan menempati posisi ke-4 di Asia. Data 

ini menunjukkan bahwa ketika sistem pembinaan berjalan relatif terstruktur dan 

didukung kebijakan yang kuat, peningkatan prestasi dapat dicapai. 

Namun demikian, kondisi tersebut tidak merata di seluruh kawasan Asia 

Tenggara. Dalam penelitian mengenai kebijakan olahraga di ASEAN menunjukkan 

bahwa masih terdapat keterbatasan dalam aspek pendanaan, partisipasi, dan 

pengembangan sistem olahraga, terutama di negara-negara dengan kapasitas 

ekonomi lebih rendah (Hoffmann dkk., 2004). Bahkan, literatur yang tersedia 

terkait sistem olahraga di beberapa negara ASEAN masih sangat terbatas, yang 

menunjukkan lemahnya pengembangan institusional di sektor ini. 

Selain itu, sistem pembinaan olahraga secara umum memerlukan 

pendekatan jangka panjang melalui sport development pyramid, yang mencakup 

tahapan dari partisipasi dasar hingga prestasi elit. Namun, penelitian menunjukkan 

bahwa keberadaan sistem tersebut saja tidak cukup untuk menghasilkan atlet 

berprestasi tinggi tanpa adanya jalur athlete pathway yang jelas dan berkelanjutan 

(Green dkk., 2011). Dalam banyak kasus di Asia Tenggara, jalur ini masih belum 

terbentuk secara optimal, sehingga regenerasi atlet tidak berjalan secara konsisten. 

Dari sisi kebijakan regional, ASEAN sebenarnya telah berupaya membangun 

kerangka pembinaan melalui ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025.  

Pengembangan olahraga prestasi memerlukan pendekatan yang holistik dan 

terorganisasi, termasuk penguatan sport science, talent identification sejak usia dini 

(De Bosscher dkk., 2006), serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara 

terintegrasi. Selain itu, ASEAN juga mendorong penyelarasan cabang olahraga di 

SEA Games dengan Asian Games dan Olimpiade sebagai bagian dari jalur 

pembinaan atlet menuju level global. Namun, tantangan utama terletak pada 

implementasi. Kerja sama ASEAN bersifat non-binding, sehingga efektivitasnya 

sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing negara. Hal ini 
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menyebabkan tidak adanya standar regional yang kuat dalam sistem pembinaan 

olahraga, sehingga kesenjangan antar negara tetap tinggi. 

kondisi sistem pembinaan olahraga di Asia Tenggara menunjukkan 

beberapa karakter utama. Pertama, adanya upaya menuju sistem yang lebih 

terstruktur, terutama di negara-negara tertentu. Kedua, masih terdapat ketimpangan 

kapasitas yang signifikan antar negara. Ketiga, lemahnya integrasi sistem 

pembinaan jangka panjang yang berdampak pada tidak stabilnya produksi atlet elit 

(Hoffmann dkk., 2004). Dengan demikian, rendahnya daya saing atlet Asia 

Tenggara sebagaimana terlihat pada capaian medali emas sebelumnya tidak hanya 

disebabkan oleh faktor performa individu, tetapi juga oleh keterbatasan sistem 

pembinaan yang belum sepenuhnya matang. Kondisi ini memperlihatkan adanya 

kesenjangan antara kerangka normatif yang telah dibangun di tingkat regional 

dengan realitas implementasi di tingkat nasional. 

 

4.2.2.2 Dimensi Mass Participation  

 

Dalam dimensi mass participation, orientasi kebijakan yang lebih 

menekankan pada pembangunan sosial dibandingkan peningkatan performa 

olahraga kompetitif. Program-program dalam ASEAN Work Plan on Sports 2021–

2025 menunjukkan fokus yang kuat pada isu inklusivitas, partisipasi masyarakat, 

gaya hidup sehat, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, 

pemuda, dan penyandang disabilitas. Priority Area 1 dan Priority Area 2 secara 

eksplisit menempatkan olahraga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan 

pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Selain itu, berbagai program juga 

diarahkan untuk mendukung ASEAN Community Vision 2025 dan SDGs. Dalam 

perspektif diplomacy through sports, orientasi ini menunjukkan perkembangan 

ASEAN dalam menggunakan olahraga sebagai alat untuk membangun kohesi sosial 

dan identitas kawasan. Namun, dalam kerangka Houlihan dan Green, fokus yang 

dominan pada dimensi mass participation menyebabkan pengembangan elite sports 

development framework menjadi kurang mendapat perhatian (Green dkk., 2011). 

Hal ini berdampak pada terbatasnya kontribusi kebijakan terhadap peningkatan 

daya saing atlet. 
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Dimensi mass participation memang memiliki fungsi penting dalam 

memperluas basis partisipasi olahraga masyarakat dan membangun budaya 

olahraga nasional. Peningkatan partisipasi masyarakat dianggap dapat menjadi 

fondasi awal dalam proses identifikasi bakat olahraga (talent pool) yang nantinya 

mendukung pembinaan atlet elit. Namun, Houlihan dan Green menekankan bahwa 

peningkatan partisipasi massal tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan 

prestasi olahraga internasional apabila tidak diikuti oleh sistem pembinaan elit yang 

terstruktur, dukungan sport science, jalur pengembangan atlet (athlete pathway), 

serta investasi kompetitif jangka panjang (Green dkk., 2011). Dalam konteks 

ASEAN, kebijakan olahraga kawasan masih lebih dominan diarahkan pada 

perluasan akses olahraga masyarakat dibanding pembentukan sistem high 

performance sport yang terintegrasi. 

Dominasi pendekatan sosial tersebut terlihat dari berbagai program ASEAN 

yang lebih berorientasi pada kampanye hidup sehat, olahraga untuk pembangunan 

(sport for development), penguatan inklusivitas sosial, serta pemberdayaan 

komunitas melalui olahraga. ASEAN juga aktif mengembangkan program seperti 

Women in Sports, TSG, olahraga untuk disabilitas, dan kampanye kesehatan 

masyarakat sebagai bagian dari penguatan identitas sosial kawasan. Bahkan, 

sebagian besar implementasi program ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020 

lebih banyak diarahkan pada kegiatan partisipatif dan pembangunan komunitas 

dibanding pengembangan olahraga kompetitif tingkat tinggi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa olahraga di ASEAN masih diposisikan sebagai instrumen 

sosial dan pembangunan masyarakat, bukan sebagai instrumen strategis untuk 

membangun kekuatan elite sports development framework. 

Dalam perspektif elite sports development framework, kondisi tersebut 

memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara dimensi mass participation dan 

elite sport development. Negara-negara dengan sistem olahraga maju seperti 

Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan tidak hanya mengembangkan olahraga 

masyarakat, tetapi juga secara simultan membangun elite sport system melalui pusat 

pelatihan nasional, identifikasi bakat usia dini, sport science, dukungan finansial, 

dan kompetisi berjenjang yang terintegrasi (Houlihan & Green, 2008). Sebaliknya, 

ASEAN belum menunjukkan integrasi yang kuat antara program partisipasi 
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masyarakat dengan jalur pembinaan atlet elit di tingkat kawasan. Akibatnya, 

peningkatan partisipasi olahraga masyarakat belum secara konsisten 

bertransformasi menjadi peningkatan performa kompetitif di tingkat internasional. 

Selain itu, orientasi mass participation yang terlalu dominan juga 

memengaruhi alokasi prioritas kebijakan dan sumber daya olahraga kawasan. 

Sebagian besar program kerja sama ASEAN lebih banyak diarahkan pada 

pembangunan sosial, peningkatan jejaring komunitas, dan penguatan identitas 

regional dibanding pembangunan elite sport system yang berbasis performa. Dalam 

jangka panjang, kondisi ini menyebabkan kerja sama olahraga ASEAN lebih 

berhasil menghasilkan pengembangan hasil olahraga sosial disbanding hasil 

kompetitif. ASEAN relatif berkembang memperkuat hubungan sosial kawasan 

melalui olahraga, namun belum mampu membangun daya saing atlet ASEAN 

secara kolektif di tingkat global. 

 

4.2.2.3 Dimensi Capacity Building  

 

Dalam dimensi capacity building dan tata kelola kelembagaan 

Keterbatasan, struktur kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dan SOMS 

bersifat koordinatif dan tidak mengikat secara hukum. Kebijakan yang dihasilkan 

dalam ASEAN Work Plan on Sports hanya berfungsi sebagai pedoman bersama 

yang pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara 

anggota. Mekanisme ini tercermin dalam proses implementasi program yang 

dilakukan oleh negara anggota, Sekretariat ASEAN, serta mitra kerja sama secara 

terdesentralisasi. Meskipun pada periode 2021–2025 ASEAN mulai 

mengembangkan mekanisme monitoring and evaluation (M&E) serta indikator 

kinerja, efektivitas implementasi tetap bergantung pada kapasitas nasional. Dalam 

kerangka Houlihan dan Green, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam 

dimensi capacity building pada tingkat kawasan, karena tidak terdapat otoritas 

supranasional yang mampu memastikan keseragaman implementasi kebijakan. 

Akibatnya, hasil yang dihasilkan menjadi tidak konsisten antarnegara. 

Daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai faktor 

struktural yang saling berkaitan dalam sistem olahraga nasional. Salah satu faktor 
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utama adalah tingkat investasi dan pendanaan dalam sektor elite sport system. 

Negara yang mengalokasikan anggaran lebih besar cenderung memiliki fasilitas 

yang memadai, program pelatihan yang berkelanjutan, serta dukungan teknologi 

yang lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan anggaran menyebabkan pembinaan atlet 

tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan finansial 

memiliki peran penting dalam menentukan kualitas output atlet. Elite sports 

development framework berkorelasi langsung dengan keberhasilan prestasi 

internasional (De Bosscher dkk., 2006). Faktor ini menjelaskan mengapa terdapat 

kesenjangan prestasi antarnegara di kawasan ASEAN. 

Perbedaan kapasitas antarnegara di Asia Tenggara menunjukkan variasi 

yang signifikan dalam mendukung pembangunan olahraga prestasi. Negara seperti 

Indonesia dan Tailan memiliki dukungan kelembagaan, pendanaan, serta 

pengalaman kompetisi yang relatif lebih kuat dibandingkan negara lain di kawasan. 

Sementara itu, negara seperti Laos, Kamboja, dan Timor Leste masih menghadapi 

keterbatasan dalam infrastruktur olahraga dan sumber daya manusia (Hoffmann 

dkk., 2004). Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam kemampuan negara untuk 

membangun sistem pembinaan yang efektif. Perbedaan kapasitas tersebut tidak 

hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari prioritas kebijakan nasional 

terhadap sektor olahraga. Dalam penelitian De Bosscher menunjukkan bahwa tata 

kelola yang baik merupakan salah satu determinan utama keberhasilan elite sport 

development framework (De Bosscher dkk., 2006). Selain itu, transparansi dan 

akuntabilitas juga memengaruhi kepercayaan publik dan dukungan terhadap sektor 

olahraga. Negara dengan tata kelola lemah cenderung mengalami hambatan dalam 

pengembangan olahraga prestasi. 

Negara dengan komitmen kebijakan yang lebih tinggi cenderung memiliki 

program pembinaan yang lebih terarah. Sebaliknya, negara dengan kapasitas 

terbatas cenderung mengandalkan pendekatan jangka pendek. Ketimpangan ini 

memperlihatkan bahwa pembangunan olahraga di Asia Tenggara belum berjalan 

secara merata. Kapasitas negara sangat memengaruhi keberhasilan elite sport 

system (Houlihan & Green, 2008). Oleh karena itu, perbedaan kapasitas menjadi 

faktor utama dalam menjelaskan variasi prestasi antarnegara di kawasan. Negara 

dengan kapasitas tinggi lebih mampu memanfaatkan program regional 
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dibandingkan negara dengan kapasitas rendah. Kondisi ini menyebabkan manfaat 

kerja sama tidak terdistribusi secara merata. kebijakan di ASEAN menunjukkan 

bahwa kerja sama olahraga ASEAN masih berfokus pada penguatan kapasitas dan 

pertukaran pengetahuan (Hoffmann dkk., 2004).  

Perbedaan kapasitas tersebut secara langsung tercermin dalam capaian 

prestasi olahraga di tingkat internasional. Data Olimpiade menunjukkan bahwa 

hanya beberapa negara Asia Tenggara yang mampu meraih medali emas, seperti 

Indonesia dan Filipina dengan masing-masing dua medali emas serta Tailan dengan 

satu medali emas. Sementara itu, sebagian besar negara lain di kawasan tidak 

memperoleh medali emas sama sekali (The Olympic Studies Centre, 2026). 

Distribusi capaian ini menunjukkan bahwa prestasi olahraga di Asia Tenggara 

terkonsentrasi pada negara tertentu. Negara dengan kapasitas pembinaan yang lebih 

baik mampu menghasilkan atlet yang kompetitif di tingkat global. Sebaliknya, 

negara dengan kapasitas rendah belum mampu menembus level prestasi tertinggi. 

Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan langsung antara kapasitas nasional 

dan capaian prestasi. Studi menunjukkan bahwa investasi dalam elite sport system 

berkorelasi positif dengan keberhasilan internasional (De Bosscher dkk., 2006). 

Dengan demikian, capaian prestasi yang tidak merata merupakan konsekuensi dari 

perbedaan kapasitas yang dimiliki masing-masing negara. Hal ini menegaskan 

bahwa daya saing kawasan belum terbentuk secara kolektif. 

Perbedaan kapasitas juga memengaruhi kemampuan negara dalam 

memanfaatkan kerja sama regional di ASEAN. Kerangka kerja seperti ASEAN Work 

Plan on Sports telah memberikan arah normatif bagi peningkatan kapasitas 

olahraga. Namun, implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada 

kemampuan masing-masing negara dalam menerjemahkannya ke dalam kebijakan 

nasional. Negara dengan kapasitas tinggi lebih mampu mengadopsi dan 

mengimplementasikan program regional secara efektif. Sebaliknya, negara dengan 

kapasitas terbatas mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan tersebut 

dengan kondisi domestik.  

Kondisi ini menyebabkan manfaat kerja sama regional tidak dirasakan 

secara merata. Kerja sama olahraga di ASEAN masih menghadapi kendala dalam 

hal kesenjangan kapasitas dan koordinasi kebijakan (Hoffmann dkk., 2004). 



86 

 

 

 

Akibatnya, tujuan kolektif untuk meningkatkan daya saing kawasan belum tercapai 

secara optimal. Perbedaan ini memperkuat adanya kesenjangan antara kerangka 

normatif dan realitas implementasi. Oleh karena itu, variasi kapasitas antarnegara 

menjadi faktor penting dalam menjelaskan ketimpangan capaian prestasi di Asia 

Tenggara. 

 

4.2.2.4 Dimensi Integrity dan Regulation 

 

Dalam dimensi integrity and regulation, elite sports development 

framework juga menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN masih belum 

berkembang secara optimal dalam mendukung peningkatan daya saing atlet. Dalam 

kerangka Houlihan dan Green, dimensi ini mencakup penerapan regulasi, tata 

kelola olahraga (sport governance), pengawasan, standardisasi kebijakan, 

mekanisme monitoring, serta penguatan sistem integritas olahraga seperti anti-

doping policy dan fair play system (Houlihan & Green, 2008). Keberadaan regulasi 

dan tata kelola yang kuat menjadi elemen penting dalam menciptakan elite sport 

system yang profesional, transparan, dan kompetitif di tingkat internasional. 

Dalam konteks ASEAN, beberapa upaya sebenarnya telah mulai 

dikembangkan melalui ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025, terutama pada 

aspek penguatan tata kelola olahraga dan integritas kompetisi. Dokumen ASEAN 

Work Plan menunjukkan bahwa ASEAN mulai mendorong kerja sama dalam 

bidang anti-doping education, pengembangan standar kebijakan olahraga, 

peningkatan kapasitas organisasi olahraga, serta penguatan mekanisme monitoring 

and evaluation (M&E) terhadap implementasi program olahraga kawasan. Bahkan, 

dalam Programme 3.3 ASEAN secara khusus mengembangkan kerja sama 

mengenai sports law and anti-doping melalui pelatihan Doping Control Officer 

(DCO), anti-doping education course, Therapeutic Use Exemption (TUE), hingga 

pembentukan kerja sama resmi dengan WADA melalui ASEAN-WADA 

Memorandum of Understanding. Selain itu, ASEAN juga melibatkan SEARADO 

sebagai mitra dalam penguatan integritas olahraga kawasan (ASEAN Main Portal, 

2026).  
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ASEAN juga mulai mengembangkan sistem monitoring and evaluation 

(M&E) beserta key performance indicators (KPIs) dalam ASEAN Work Plan on 

Sports 2021–2025 guna meningkatkan efektivitas implementasi program olahraga 

Kawasan (ASEAN Main Portal, 2026). Mekanisme ini dikelola bersama oleh 

ASEAN Secretariat dan SOMS sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola 

olahraga yang lebih terukur dan akuntabel. Selain itu, ASEAN juga mulai 

mengaitkan kebijakan olahraga dengan prinsip good governance, perlindungan 

atlet, sports integrity, dan pencegahan manipulasi kompetisi olahraga sebagaimana 

tercermin dalam integrasi ASEAN Work Plan dengan Kazan action plan dan ASCC 

Blueprint 2025.  

Namun demikian, implementasi dimensi integrity and regulation di ASEAN 

masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Dalam praktiknya, sistem 

regulasi olahraga ASEAN masih bersifat koordinatif dan belum memiliki 

mekanisme pengawasan supranasional yang mengikat. ASEAN belum memiliki 

standar regional yang seragam terkait sertifikasi pelatih, sistem pembinaan atlet elit, 

sport science, maupun tata kelola federasi olahraga. Akibatnya, kualitas regulasi 

dan implementasi kebijakan olahraga sangat bergantung pada kapasitas nasional 

masing-masing negara anggota. 

Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya permasalahan kepatuhan 

terhadap standar anti-doping internasional di beberapa negara Asia Tenggara. Pada 

tahun 2021, Indonesia dan Tailan sempat dinyatakan non-compliant oleh WADA 

akibat permasalahan implementasi program pengawasan anti-doping dan 

penerapan World Anti-Doping Code (Rahadian, 2021). Situasi ini menunjukkan 

bahwa meskipun ASEAN telah mulai mengembangkan kerja sama integritas 

olahraga, kapasitas implementasi regulasi olahraga di tingkat nasional masih belum 

merata di seluruh kawasan.  

Selain itu, beberapa negara ASEAN juga masih berada pada tahap 

penguatan regulasi domestik anti-doping. Brunei Darussalam, misalnya, baru 

memperbarui regulasi anti-doping nasional pada tahun 2021 agar sesuai dengan 

World Anti-Doping Code 2021 sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan terhadap 

WADA (The Brunei Aquatics, 2021). Proses ini menunjukkan bahwa penguatan 
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integritas olahraga di Asia Tenggara masih berlangsung secara bertahap dan belum 

sepenuhnya terinstitusionalisasi secara kuat di tingkat kawasan.  

Dalam perspektif elite sports development framework, kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa ASEAN masih lebih menekankan dimensi koordinasi 

normatif dibanding pembangunan performance-based governance system yang 

mampu mendukung pengembangan elite sports development framework secara 

kompetitif. Sebagian besar indikator dalam ASEAN Work Plan masih berfokus pada 

jumlah kegiatan, partisipasi program, serta penguatan jejaring kerja sama, bukan 

pada target peningkatan performa olahraga internasional yang terukur (Rahadian 

dkk., 2021). Padahal, dalam elite sport development framework, keberhasilan 

kebijakan tidak hanya diukur dari intensitas program, tetapi juga dari kemampuan 

tata kelola olahraga dalam menghasilkan peningkatan prestasi atlet secara 

konsisten. 

Dengan demikian, keterbatasan dimensi integrity and regulation 

memperlihatkan bahwa ASEAN masih menghadapi tantangan dalam membangun 

sistem tata kelola olahraga regional yang terintegrasi, terstandarisasi, dan berbasis 

performa. Meskipun terdapat perkembangan dalam aspek anti-doping awareness, 

sports governance, fair play system, dan monitoring implementasi kebijakan, 

mekanisme tersebut belum mampu membentuk sistem pengawasan elite sports 

development framework yang kuat di tingkat kawasan (vietnam.vn, 2025). Dalam 

kerangka Houlihan dan Green, lemahnya dimensi ini turut menjelaskan mengapa 

kerja sama olahraga ASEAN belum menghasilkan peningkatan daya saing atlet 

secara konsisten di tingkat global. 

Dengan demikian, keterbatasan hasil kerja sama olahraga ASEAN dapat 

dijelaskan melalui kombinasi faktor struktural yang mencakup lemahnya 

pengembangan elite sports development framework, keterbatasan kelembagaan, 

orientasi kebijakan yang lebih bersifat sosial, ketimpangan kapasitas antarnegara, 

serta kurangnya integrasi antara program regional dan sistem nasional. Dalam 

perspektif diplomacy through sports, ASEAN dapat dikatakan mengalami 

perkembangan dalam membangun hubungan sosial, memperkuat identitas 

kawasan, serta memperluas jaringan kerja sama melalui olahraga. Namun, dalam 
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elite sports development framework, perkembangan tersebut belum diikuti dengan 

peningkatan daya saing atlet secara konsisten di tingkat global.  

 

4.2.3 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN melalui AMMS 

dalam Perspektif Diplomacy Through Sports dan Elite Sports 

Development Framework 

 

 Jika dianalisis menggunakan kerangka diplomacy through sports dari Stuart 

Murray, mekanisme kelembagaan ini menunjukkan bahwa ASEAN telah 

berkembang dalam membangun dimensi cooperation melalui koordinasi lintas 

negara yang terstruktur. Interaksi yang difasilitasi oleh AMMS dan SOMS 

menciptakan ruang kerja sama yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat dimensi 

trust building melalui proses koordinasi yang rutin dan berbasis consensus (Murray, 

2018). Struktur kelembagaan ini memungkinkan negara anggota untuk terlibat 

dalam kerja sama olahraga tanpa tekanan politik yang tinggi, sehingga memperkuat 

fungsi olahraga sebagai medium diplomasi non-formal. 

Dalam ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025, penguatan kelembagaan 

terlihat melalui pembentukan kerangka monitoring and evaluation (M&E) dan 

penggunaan key performance indicators (KPIs) (ASEAN Main Portal, 2026). 

Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program 

serta memastikan adanya pengukuran terhadap capaian kerja sama olahraga 

kawasan. Selain itu, ASEAN melibatkan mitra eksternal seperti UNESCO dan 

Japan Sports Agency dalam mendukung implementasi program melalui kerja sama 

teknis dan pendanaan. Pelibatan aktor eksternal menunjukkan bahwa koordinasi 

kelembagaan tidak hanya berlangsung di tingkat internal ASEAN, tetapi juga 

melibatkan jaringan kerja sama internasional. Dalam perspektif diplomacy through 

sports, mekanisme ini mencerminkan upaya untuk membangun institutionalised 

diplomacy melalui penguatan struktur dan prosedur kerja sama (Murray, 2018). 

Namun, karakter ASEAN yang tidak memiliki otoritas supranasional 

menyebabkan efektivitas koordinasi sangat bergantung pada komitmen masing-

masing negara anggota. Setiap negara memiliki kapasitas, sumber daya, dan 

prioritas kebijakan yang berbeda dalam mengimplementasikan program kerja sama 
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olahraga. Perbedaan tersebut berdampak pada tingkat partisipasi dan kontribusi 

negara dalam pelaksanaan program regional. 

Analisis hasil kebijakan dalam kerja sama ASEAN dilakukan   menilai 

sejauh mana implementasi kebijakan melalui AMMS berkontribusi terhadap 

peningkatan daya saing atlet di kawasan. Dalam penelitian ini, daya saing atlet 

dipahami sebagai kemampuan negara-negara ASEAN dalam mencapai prestasi 

olahraga di tingkat internasional secara kompetitif dan berkelanjutan. Untuk 

mengkaji hal tersebut, penelitian ini menggunakan elite sports development 

framework yang dikembangkan oleh Barrie Houlihan dan Mick Green, yang 

menekankan empat dimensi utama, yaitu elite sport, mass participation, capacity 

building, serta integrity and regulation (Houlihan & Green, 2008). 

Dalam kerangka ini, keberhasilan kebijakan olahraga tidak hanya diukur 

dari capaian prestasi atlet, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu 

membangun sistem olahraga yang terintegrasi dan berkelanjutan (Houlihan & 

Green, 2008). Dengan demikian, analisis pada sub bab ini tidak hanya berfokus 

pada hasil akhir berupa perolehan medali, tetapi juga pada keterkaitan antara 

program kerja sama olahraga ASEAN dengan struktur pengembangan olahraga di 

tingkat kawasan. Pendekatan ini penting untuk melihat apakah kerja sama olahraga 

ASEAN melalui AMMS telah mampu bergerak dari sekadar interaksi dan 

koordinasi menuju peningkatan kapasitas kompetitif atlet secara nyata. 

Jika dilihat dari distribusi hasil, kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan 

kecenderungan yang lebih kuat pada dimensi mass participation dan capacity 

building. Program-program yang dikembangkan dalam ASEAN Work Plan on 

Sports 2016–2020 maupun 2021–2025 banyak berfokus pada peningkatan 

partisipasi masyarakat melalui kegiatan olahraga, promosi gaya hidup sehat, serta 

pertukaran atlet dan pelatih. Selain itu, ASEAN juga menunjukkan penguatan pada 

dimensi capacity building melalui berbagai program pelatihan, pertukaran 

profesional, serta pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. Hal ini 

mencerminkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN diarahkan untuk membangun 

fondasi sosial dan kelembagaan dalam sistem olahraga kawasan. 

Pada periode 2021–2025, ASEAN juga mulai memperkuat dimensi integrity 

and regulation melalui pengembangan kebijakan anti-doping, standardisasi 
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pelatihan, serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluation (Rahadian dkk., 

2021). Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan tata 

kelola olahraga yang lebih transparan dan terstruktur. Selain itu, keterlibatan mitra 

internasional dalam berbagai program juga memperkuat dimensi kerja sama dan 

pertukaran pengetahuan di tingkat regional. 

Indonesia menjadi salah satu contoh negara ASEAN yang menunjukkan 

keterkaitan antara pengembangan sistem olahraga nasional dengan peningkatan 

prestasi olahraga internasional. Keberhasilan elite sports system di Indonesia 

memainkan peran dalam pembangunan dan konstruksi identitas bangsa (Rahadian 

dkk., 2021). Peran strategis dalam elite sports system dapat bermanfaat dengan 

mempertimbangkan visi untuk diintegrasikan secara efektif dalam pencapaian 

tujuan (Molan dkk., 2019). Selain itu, arah kebijakan dan rencana strategis 

merupakan acuan dalam penentuan skala prioritas pembangunan olahraga 

(Rahadian, 2021).  

Seiring perkembangannya, keberhasilan olahraga digambarkan sebagai 

simbol kebangkitan nasional dan juara olahraga menjadi ikon nasional. Status dan 

kekuatan olahraga Indonesia di antara negara-negara lain diukur dari keberhasilan 

negara dalam pencapaian prestasi di ajang-ajang olahraga internasional. Dalam 

konteks ini, pengembangan elite sports system dapat dimaknai sebagai proses 

pembinaan cabang olahraga unggulan yang ditujukan untuk menghadapi kompetisi 

yang tepat (Kidd, 2008), baik pertandingan maupun perlombaan mulai dari tingkat 

regional hingga internasional. 

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia dilaksanakan 

melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan 

bakat dan peningkatan prestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 (UU No. 3 Tahun 2005, 2005). Sistem 

pembinaan dan pengembangan atlet elit di Indonesia yang diadaptasi dari elite 

sports system yang berorientasi pada beberapa prioritas utama, yaitu pembangunan 

fasilitas elit, pendanaan, dukungan bagi atlet, penyediaan pelatihan dan ilmu 

keolahragaan, serta kesempatan bertanding yang dipusatkan melalui pemusatan 

latihan nasional (Pelatnas) untuk menghadapi kompetisi internasional seperti Asian 

Games 2018 (Rahadian, 2021).  
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Pelaksanaan program-program pembangunan olahraga tersebut dilakukan 

secara sistematis dan terpadu. Dalam perspektif Houlihan & Green (2008), 

keberhasilan elite sports development framework bukan hanya berkaitan dengan 

pencapaian prestasi, tetapi juga menyangkut pengakuan diplomatik, persaingan 

ideologi, serta manfaat politik dan ekonomi yang diperoleh negara melalui olahraga 

internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa elite sports development 

framework telah berkembang menjadi bagian dari instrumen pembangunan 

nasional dan identitas negara. Di sisi lain, keberhasilan atlet elit juga menjadi fokus 

utama pembuat kebijakan dalam meningkatkan posisi perolehan medali, meskipun 

pengelolaan elite sports system jauh melampaui faktor meso-level dalam kebijakan 

olahraga (Sotiriadou & De Bosscher, 2017).  

Implementasi kebijakan elite sports development framework Indonesia juga 

terlihat dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Pemerintah Indonesia 

mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 48 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018 (PERPRES No. 48 Tahun 

2017, 2017), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Prestasi Olahraga Nasional (PPON) (PERPRES No. 95 Tahun 2017, 2017), serta 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Asian Games 2018 (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional (SKN), 2022). Dukungan kebijakan tersebut memperlihatkan adanya 

pendekatan sistemik dalam pembangunan elite sports development framework 

Indonesia. 

Pencapaian Indonesia dalam Asian Games 2018 juga memperlihatkan 

adanya peningkatan performa olahraga nasional. Indonesia berhasil memperoleh 31 

medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu serta menempati peringkat 

keempat dari 45 negara peserta Asia. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi 

tertinggi Indonesia sepanjang sejarah Asian Games sejak 1951. Keberhasilan 

tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan pemusatan latihan nasional, dukungan 

pemerintah, pembangunan fasilitas olahraga, serta penguatan sport science dan 

sistem pembinaan atlet elit secara lebih terstruktur. 
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Dalam perspektif De Bosscher dkk. (2009), keberhasilan elite sports 

development framework negara-negara maju ditentukan oleh pendekatan sistemik 

yang mencakup dukungan pendanaan olahraga, dukungan organisasi nasional, 

identifikasi pengembangan talenta, dukungan karir atlet, fasilitas pelatihan 

olahraga, kompetisi nasional dan internasional, serta riset ilmiah olahraga (De 

Bosscher dkk., 2009). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan elite 

sports development framework membutuhkan integrasi antara kebijakan nasional, 

sistem pembinaan olahraga, dan pengembangan kapasitas olahraga secara 

berkelanjutan. 

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dapat dipahami 

memiliki keterkaitan dengan penguatan kapasitas olahraga nasional negara-negara 

anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Agenda kerja sama seperti pengembangan 

pelatih, sport science, women in sport, anti-doping, dan capacity building 

menunjukkan adanya upaya regional untuk memperkuat pengembangan olahraga 

kawasan. Namun demikian, temuan ini juga memperlihatkan bahwa peningkatan 

daya saing atlet ASEAN tetap sangat dipengaruhi oleh kapasitas domestik masing-

masing negara dalam membangun elite sport system yang terstruktur, dukungan 

pendanaan, kualitas pembinaan atlet, serta keberlanjutan kebijakan olahraga 

nasional.  

Dalam perspektif Houlihan dan Green, keberhasilan peningkatan daya saing 

atlet sangat ditentukan oleh kekuatan elite sports system yang mencakup pembinaan 

atlet, sport science, serta dukungan fasilitas berstandar tinggi (Houlihan & Green, 

2008). Namun, program-program ASEAN pada periode awal lebih berfungsi 

sebagai instrumen diplomasi sosial dibandingkan sebagai mekanisme 

pengembangan performa atlet. Kegiatan seperti ASEAN School Games, pertukaran 

atlet, dan promosi TSG memang menciptakan ruang interaksi lintas negara, tetapi 

tidak secara langsung terhubung dengan sistem pembinaan atlet elit. Dengan 

demikian, meskipun aktivitas program tinggi, kontribusinya terhadap peningkatan 

performa kompetitif masih bersifat tidak langsung. 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerja sama olahraga 

melalui AMMS pada periode 2016–2025 telah berkembang secara kelembagaan 

dan program dalam kerangka ASCC. AMMS berperan sebagai instrumen utama 

dalam mendorong diplomasi olahraga kawasan melalui pendekatan diplomacy 

through sports, yang diwujudkan dalam berbagai program seperti pertukaran atlet 

dan pelatih, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan 

kolektif melalui ASEAN Work Plan on Sports. 

Dari sisi pengembangan program, kerja sama olahraga ASEAN mengalami 

peningkatan dalam hal diversifikasi dan intensitas kegiatan. Program-program yang 

dijalankan menunjukkan adanya upaya kolektif untuk memperkuat fondasi 

olahraga kawasan, termasuk dalam aspek women in sport, olahraga disabilitas, 

sport science, serta penguatan tata kelola olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara normatif dan institusional, ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang 

cukup komprehensif dalam mendukung pengembangan olahraga. 

Dari sisi koordinasi kelembagaan, AMMS dan SOMS telah membentuk 

mekanisme interaksi yang terstruktur dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan olahraga kawasan. Hubungan antara AMMS, 

SOMS, dan kerangka ASCC menunjukkan adanya pola koordinasi yang relatif 

konsisten, yang mencerminkan komitmen negara-negara anggota dalam 

membangun kerja sama olahraga yang terorganisasi. Namun demikian, efektivitas 

koordinasi tersebut masih dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas nasional, prioritas 

kebijakan, serta tingkat implementasi di masing-masing negara.  
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Meskipun demikian, dari sisi hasil, implementasi kerja sama olahraga 

ASEAN melalui AMMS belum mampu menghasilkan peningkatan daya saing atlet 

yang konsisten di tingkat internasional. Data empiris menunjukkan adanya 

penurunan capaian medali kolektif negara-negara ASEAN dalam Asian Games 

serta posisi yang relatif rendah dalam kompetisi global seperti Olimpiade. Kondisi 

ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas kerja sama belum diikuti oleh 

peningkatan performa atlet secara konsisten. 

Selain itu, distribusi daya saing di kawasan masih bersifat tidak merata. 

Prestasi olahraga masih terkonsentrasi pada beberapa negara dengan kapasitas yang 

lebih kuat, seperti Indonesia, Tailan, dan Malaysia, sementara sebagian besar negara 

lainnya memiliki kontribusi yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama 

olahraga ASEAN belum mampu membentuk daya saing kolektif yang inklusif dan 

merata di seluruh kawasan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara 

kapasitas kelembagaan dan capaian empiris. Di satu sisi, ASEAN telah mengalami 

perkembangan dalam membangun struktur kerja sama olahraga yang relatif solid 

dan terinstitusionalisasi. Namun di sisi lain, struktur tersebut belum sepenuhnya 

mampu diterjemahkan menjadi output konkret dalam bentuk peningkatan daya 

saing atlet. Dengan demikian, implementasi AMMS masih berada pada tahap 

penguatan proses kerja sama, dan belum mencapai tahap optimal dalam 

menghasilkan dampak strategis terhadap performa olahraga kawasan. 

 

5.2 Saran 

 

Indonesia perlu memanfaatkan kerja sama olahraga ASEAN sebagai sarana 

untuk memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi secara lebih strategis dan 

berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai program yang 

dikembangkan dalam kerangka kerja sama ASEAN, seperti capacity building, 

pertukaran pelatih dan atlet, sport science sharing, pengembangan sumber daya 

manusia olahraga, serta penguatan tata kelola olahraga, dapat menjadi sumber 

pembelajaran yang berharga bagi negara-negara anggota. Program-program 

tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah pertukaran pengalaman dan 
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pengetahuan, tetapi juga membuka peluang bagi negara anggota untuk memahami 

berbagai pendekatan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas 

pembinaan dan prestasi olahraga. 

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan partisipasinya dalam 

berbagai program kerja sama tersebut dan menerjemahkan hasilnya ke dalam 

kebijakan nasional yang berorientasi pada peningkatan performa atlet. Pemanfaatan 

kerja sama ASEAN sebaiknya tidak berhenti pada tingkat keikutsertaan dalam 

forum atau kegiatan regional semata, tetapi juga diikuti dengan upaya untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang diperoleh ke 

dalam sistem olahraga nasional. Dengan demikian, kerja sama regional dapat 

memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas pembinaan 

atlet di Indonesia. 

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat investasi pada aspek sport science, 

pengembangan kapasitas pelatih, sistem talent identification, serta pembinaan atlet 

jangka panjang yang terstruktur dan berkesinambungan. Penguatan pada aspek-

aspek tersebut menjadi penting mengingat persaingan olahraga internasional saat 

ini tidak hanya ditentukan oleh bakat atlet, tetapi juga oleh kualitas sistem 

pendukung yang meliputi ilmu pengetahuan olahraga, teknologi, manajemen 

pelatihan, nutrisi, hingga layanan kesehatan olahraga. Dalam konteks ini, 

pengalaman negara-negara ASEAN yang mengembangkan cabang olahraga 

tertentu dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki kebijakan dan program 

pembinaan olahraga di Indonesia. 

kerja sama olahraga ASEAN juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

benchmarking untuk mengidentifikasi dan mengadopsi praktik-praktik terbaik 

dalam pengelolaan olahraga prestasi. Indonesia dapat mempelajari berbagai model 

pembinaan atlet, sistem kompetisi, pengembangan pelatih, maupun tata kelola 

organisasi olahraga yang diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN yang 

menunjukkan perkembangan positif dalam prestasi olahraga. Melalui proses 

pembelajaran tersebut, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif 

dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sistem olahraga nasional. 

Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam kerja sama olahraga 

ASEAN tidak hanya berkontribusi pada penguatan solidaritas dan integrasi 
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kawasan, tetapi juga memberikan manfaat konkret bagi peningkatan kapasitas 

kelembagaan olahraga nasional, kualitas pembinaan atlet, serta daya saing olahraga 

Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya, pemanfaatan 

kerja sama ASEAN secara optimal dapat menjadi salah satu instrumen pendukung 

bagi Indonesia dalam mewujudkan prestasi olahraga yang lebih kompetitif pada 

ajang-ajang internasional, seperti Asian Games, SEA Games, hingga Olimpiade. 

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih 

mendalam mengenai posisi dan klasifikasi negara atau wilayah dalam analisis 

perbandingan prestasi olahraga internasional. Dalam penelitian ini, Mongolia, 

Makau, Cina Taipei, dan Hong Kong ditempatkan dalam kelompok Asia Timur 

bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan berdasarkan klasifikasi yang umum 

digunakan dalam statistik olahraga internasional seperti Asian Games dan berbagai 

publikasi olahraga Asia. Namun demikian, keberadaan Hong Kong dan Makau 

sebagai Daerah Administratif Khusus Tiongkok serta Cina Taipei yang memiliki 

status politik dan representasi internasional yang unik membuka ruang analisis yang 

menarik mengenai hubungan antara status politik, identitas nasional, dan 

representasi olahraga internasional.  

Seperti dalam kasus Cina Taipei, olahraga dapat dipahami sebagai sarana 

untuk mempertahankan visibilitas dan identitas internasional di tengah 

kompleksitas status politiknya dalam hubungan dengan Tiongkok. Kajian semacam 

ini dapat memperluas pemahaman mengenai pendekatan sport as diplomacy yang 

memandang olahraga sebagai arena diplomasi itu sendiri. Kajian tersebut penting 

untuk menjelaskan bagaimana olahraga menjadi arena representasi identitas politik 

dan diplomasi internasional, khususnya bagi negara yang memiliki status politik 

khusus atau masih menjadi objek sengketa dalam hubungan internasional. 
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